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ABSTRAK

Nama : Ferry Indrawan

Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional

Konsentrasi : Kajian Strateiik Perencanaan, Strategl dan Kebijakan

Judui Tesis . Faktor - Faktor yang Mempengarubi Implementasi Kebijakan
Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Departemen Hokum dan HAM R

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijaken anggaran berbasis
kineria di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI vnik
menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dan pelaksanaan
anggaran. Penyusunarn anggaran dan pelaksanaan anggaran Departemen Hukurn dan
HAM R dilakukan di Biro Perencanaan dan Biro Keusngan

Peryyusunan dan pelaksapaan anggaran ini mesggunskan sistem  anggaran
berbasis kinerja. Teori vany digunakan dalam penyusunan tegis ind adalah George C.
Edwards 1] {1980) dan teori pendukung lainnya.

Penslitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan
kualitatif dan kuantitatif. Penentuan sample dengan cara Simple Random Sampling.
Pengumpnilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan 2 orang
pejabat di lingkungan Biro Keuanpan dan Bire Perencanaan Sekretariat Jenderal dan,
Pata vang terkumpul diolah dengan SPSS 16.0, deskripiif analisa berdasarkan empat
aspek berdasarkan teori George C. Edwards II1 {(1980) wyaitu sumber daya,
komunikasi, sikap/disposisi dan struktur birokrasi.

Kesimpulan dari hesil penelitian, faktor komunikasi yang terdapat dalam
implementast kebijakan anggaran berbasis kinerja berada pada kriteria tidak baik
sedangkan faldor sumber daya, faktor sikap/disposisi, faktor struktur birckrasi berada
pada kriteria sedang, vang mengariikan bahwa fakfor komunikast belum  mendulung
keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja dan magih ada kendala dalam
mengimplementasikan kebijakan anggaran berbasis kinerja.

Kata Kuonci : Implementast Kebijakan, Anggaran, Kinerja
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ABSTRACT

Name : Ferry Indrawan

Program of Study : Mational Resilience Studies

Concentrated : Strategic Planning, Strategies And Policies

Title : Facter - Factor Influencing Implememation Performance

Budget Policy of Environment Secretary General of Justice and
Human Rights of Republic of Indonesia.

This research i1s focus on the Implementation of budget policy base on
working in the environment of Secretary General of Justice and Human Rights of
Republic of Indonesia in order to create and transparency of accountability in budget
arranging and budget implementation. Budget arranging and budget bnplementation
in Justice and Human Rights Departemen of Republic of Indonesia is under planning
bureu and financial bureu,

Budget arranging and iraplementation use performance base budget system on
working capability. The theories used in preparing this thesis are George C. Edwards
I { 1980} and other supporting theory.

This research include descriptive analysis research with guaditative and is
guantitative approaching. Sample difining use simple random sampling way. Data
collecting used deeply interview with 2 { two )} senior officer from financial buren of
Secretary General and the data are processed with SPSS 16.0, analysis descriptive is
based on 4 ( four ) aspect of the theory of George C. Edward I { 1980 § which are
Tesources, communication, attitude/disposition, and bureauerscy structure.

Conciusion from result of research, communications factor which there are in
implementation policy of performance budget reside in bad criterion while resource
factor, attitude factor / dispositfon, bureaucracy structure factor reside in criterion,
imterpreting that communpications factor not yet supported efficacy of budget
fmplementation performance budget and constraint there s still in implementation
policy of performance budget.

Keyword : Implementation Policy, Budget, Performance
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BABI1
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Reformasi sektor publik yang disertal adanya ilumitutan demokratisasi
menjadi suatu fenomena global termasuk di indonesia. Tuntutan perubahan yang
bergejolak di lingkungan pemerintah Indonesiz bahkan sehwuh sendi kebidupan
berbangsa dan berncgara ini menysbabkan aspek transparansi dan akuntabilitas
menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang pengelolaan
kevangan Negara. Reformasi di Indonesia semakin diperkuat dengan kekecewaan
rakyat terhadap pemerintahan di masa lalu.

Salah satu poin penting perubghan adalah reformasi di bidang kevangan
Negara. Reformasi dibidang kenangan Negara memegang fungsi strategis dalam
proses perubahan menuju tingkat kemakmuran vang lebih baik. Reformasi i
ditandai dengan terbitnya paket Undang-Undang Keuangan Negara vaitu UU No 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 tshun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, UU No.ibishun 2004 iepiang Pemeriksaan dan Perlappgunpiawaban
Keuangan Negara dan UU No.25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan
Nasional.

Dengan perubahan ini dibarapkan anggaran Negara yang dituangkan pada
UU APBN dan dirinei pada Peraturan Presiden tentang rincian APBN, serta
didokumentasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaraﬁ dapat menjadi angparan
yang lebih respomsive. Anggaran juga diharapkan memfasilitasi upaya pemenuhan
tuntutan peningkatan kinerja, kualitas pelayanan publik dan efigiensi pemanfaatan
sumber daya keuangan vang ada.

Menurut Corbett (1998;118) bahwa "4 budget is a formal statement of

planned expenditure for a predetermined future period with an accompanying
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statement of where the monay is fo come from”, Rurang lebih artinya bahwa anggaran
adalah suatu pemnyataan formal tentang pengeluaran yang direncanakan untuk periode
masa depan yang ditetapkan sebelumnya dengan suatu pernyataan yang menyertainya
terhadap dari mana uang berasal.

Terkait dengan pernyataan feori tersebut, paket regulasi vang dikeluarkan
Pemeriniah dalam upaya mendoronp pencapaian tujuan pembangunan yang efektif
dan efisien maka diperlukan pola perencanaan yang bersifat berkelanjutan
(sustainable). Peran Perencanaan dalamn penpanggaran akan mendorong terciptanya
optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian hasil kegiatan dapat
dijadikan tolok ukur keberhasilan perencanaan, sedangkan faktor anggaran berperan
sebagal pendukung pelaksansan kegiaten.

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujian, visi dan misi
yang telah ditentulkan, antara lain dipenparuhi oleh faktor penentuan kegistan yang
akan dilaksanakan secara rasional dan matang. Proses penentuan kegiatan itu meliputi
apa yang akan dilaksanakan, siapa yang zkan melaksanakan, kapan dilaksanakan,
dimana dilaksanakan dan bagaimana melaksanakannya. Di dalam penentuan kegiatan
tersebut, perlu diperkirakan juga kemampuan sumber dayz yang dimiliki, baik
sumber daya manusia, organisasi, prasarang dan sarana, maupun dana yang dapat
disediakan.

Organisasi pemerintah maupun swasta selalu menghendaki agar tujuan, visi
dan misinya dapat dicapai dengan berdaya guna dan berbasil guna. Salah satu fakter
vang perlu dipenuhi ager fujuan, visi dan misi tersebut dapat dicapai adalzh
dilakukannya perencanaan penyusunan anggaran dan  ditindaklanjuti  dengan
pelaksanaan angparan secara rasional dan matang, Antara kepiatan perencanaan
penyusunan anggaran dengan pelaksanaan anggaran merupakan dua hal yang sangat
berkaitan, karena anggaran merupakan rencang kegiatan yang sudah dinilai dengan
satuan uang. Hal senada juga dikemukakan oleh James AF. Stoner & Charles
Wankel (1993:136), bahwa “anggaran merupakan bagian penting dari proses
perencomaan”, karena ja membimbing pengalokasian sumber daya menuju

pencapalan sassran.

Universitas Indonasia

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan prinsip
Good Goverment telah mendorong terjadinya perubahan peran, fungsi dan aktivitas
pemerintah dalem memennhi kebutuhan masyarakatnya dengan didasari oleh elemen-
elemen akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan predictability.

Nuansa baru dalam pengelolzan keuangan negara melalui  sistem
penganggaran berupa penerapan sistem  anggaran  berbasis  kinerja  uniuk
menggantikan  sistery  anggaran tradisional sebelumnya vyang dianggap kurang
sempurna yang tidak dapat mengukur prestasi kerja dari suatu unit organisast. Selama
ini kesuksesan penggungan anggaran negara hanyva dilibat dan produk yang
dibasilkan oleh sustu kegistawwproyek dan belum menyentul kepada manfast apa
vang didapat.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 telah dengan fegas membust
perubahan khusnsnya tentang proses penganggaran. Penganggaran disusun dengan
kerangka pendekatan baru yaltu pencrapan kerangia penpeluaran jangka menengah,
penerapan penganggaran terpadu (unifed buwdget), dan geneiapan penganggaran
Ser%asis Kineria,

Dengan Anggeran Berbasis Kinega ini diharapkan penggunaan anggaran
negara akan lebib terarah, terukur, dan dapat dipertangpungiawabkan sehingga fungsi
pemerintahan dajam memberikan pelayanan kepada publik dapat mengacu prinsip-
prinsip Good Governance. Sistem ABK ini sendiri mulai diterapkan secara bertahap
mulai  tghun  apggaran 2005, Dengan demikian, suka tidak suks semus
nstansi/lembaga  pemerintah  baik pusat mavpun daerah hares sudah mulai
menerapkannya,

Anggaran berbasis kineria (Performance budgeting) merupakan sistem
perencanaan, penganggaran dap evaluasi yang meneckankan pada keterkaitan antara
anggaran dengan hasil yang diingirkan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa
setiap alokasi dana harus dapat divkur pencapaian cutputioufcome {(keluaran/hasil)
yang hendsk dicapai dari inpuf (masukan) yang ditetapkan ( Hatry ; 1599}

Penerapan penganggaran kinerja harus dimulai dengan perencanaan kineris,
batk pada level nasional {pemerintah) maupun level instansi (kementerian/lembaga),
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vang berisi komitmen tentang kineria yang akan dihasilkan, yang dijabarkan dalem
program-program  dan  kegiatan-kepiatan yang akan dilakukan. Setiap instansi
selanjutnya menyusun kebutuhan anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang
direncanakan dengan format RKA-KL, yang akan dibahas dengan otoritas anggaran
{Departemen  Kevangan, Bappenas dan DPR). RKA-KL dari  keselursbhan
kementerian/lernbaga menjadi bahan penyusunen RAPBN bagi pemerintah,

Pengangparan berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi
manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiaten-
kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut ditvangkan dalam
target kinerja pada setiap unit keria. Sedangkan bagaimana tujuan Htu dicapai,
dimangkan dalam program, dikuti dengan pembiayaan pads setiap fingkat
pencapalan tujuan.

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagal instrumen
kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi
anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikcordinasikan oleh instansi pemerintah.
Aktivitas tersebut disusun sebagal cara untuk mencapai kinerjia tahunan. Dengan kata
lain, integrasi darl rencana kerja tahunan yang merupakan rencana operasional dari
Renstra dan anggaran tahunan merupakan komponen dart anggaran berbasis kinerja.

Konsep dasar Anggaran Berbasis Kinerja adalah transparansi, akuntabilitas
dan value for money, yaitz manajernen keuangan yang efektf, efisiensi dan
ekonomis. Efek dari perubahan sistem tadisional menjadi sistern kinerja tersebut
tentunya fimbul hambatan-hambatenn dan berpotensi uniuk mengalemi kegagalan
dalam pelaksanaannya.

Sumber utama dalem penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja adalah data -
baik berupa finansial maupus non finansial, karena data tersebut akan dielah menjadi
informast yang berguna untuk menentukan indikator (ulouran), serta untuk
mengevaluasi den mengambil keputusan pengalokasian dapa agar lebih objekif.
Namun data yang tersedia kedang tidak bisa dijadikan sebagsi informasi (disebabkan
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data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan yang dibutuhken), alaupun bahkan, tdak
ada data dalam penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.

Faktor perileku manusia juga memberikan kendala yaitu kurangnya sikap
care dan aware terhadap data dukung dan informasi yang berkualitas, sehingga
perencanasn yang dibuat sering meleset, dan akhirnya tidak mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Masalah yang kedua adalah faktor politis yang disebabkan oleh
adanya kepentingan-kepentingan politik yang iknt serta dalam  perencanaan
pembangunan, Kendala int cukup sulit untuk dihindasd, karens bissanya datang dari
adanya tarik menparik kepentingan disntara elit poliik dan elit penguasa dalam
mempengaruhi  kebijaksanean pemerintab, Ketiga, aulitnya menentukan skals
prioritas atau bahkan tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara teges dalam
proses pengelolaan keuangan negara yvang menimbulkan pemborosan sumber daya
publik. Selama ini, hompir {idak ada vpaya mntuk menetapkan skala pricritas
anggaran di mana ada keterpaduan antara rencana kegiatan dengan kapasitag sumber
daya yang dimiliki. Juga lemahnya analisis biaya-manfaat {cost and benefit analysis)
schingga kegiatan yang dijalankan kadang tidak memberikan tingkat keuntungan atau
mantaat bagi publik. Keempat, tidak adanva standarisasi pengukuran kinetja secara
seragam, sehingga penilaian keberhasilan per-departemen juga tidak seragam.
Kelima, tidak jelasnya tujuan dan indikator kinerja. Indikator kinerjs kadang lrang
spesifik dan kurang teruker, siapa saja instansi yang berlanggung jawab dan
bagaimana kontribusi masing-masing instanst onfuk mewujudkan kineria. Keenam,
vaitu masalsh format RKA-KI, nyaris tidak terbaca kinerja apa yang akan dihasilkan
dari penggunaan anggaran uniuk program dan kegiatan yang diusulkan. Dan vang
terakhir, belum adanya standar biaya (§B) dan standar pelayanan minimal (SFM).

Departemen Huokum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai
salah satu unsur pelaksana pemernintah yang berada di bawsh dan bertanggung jawab
kepada Presiden dan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan
sebagian tugas pemerintzhan di bidang Hukum dan HAM  ( Peraturan Presiden
Nomor ¢ Tahun 2005 ). Sebagai lembaga pemerintah yang menyediakan jasa
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pelayanan hukum dan hek asasi manusia. Departemen Hulomn dan Hak Asasi

Muarnusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

1. perumusan kebijakan uasional, kebijekan pelaksanaan dan kebijakan teknis di
bidang hukum dan hak asasi manusia;

2. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya,

pengelolaan barang milikkekayaan negara yang menjadi tanggungiawabnya,

ek

o

pengawasan atas pelaksanaan tugasnya,; dan

hd

penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan
fungsinya kepada Presiden.

Paket kebijekan di bidang perepcanaan dan kevangan negara memberikan
implikasi terhadap perubshan organisasi. Secara struktur, perubsahas organisasi tidak
ada perubahan, akan tetapi terhadap pelaksanaan tugas pokek dan fungsi terdapat
perubahan vang signifikan terkait dengan paket regulasi tersebut. Perubshan tugas
pokok dan fungsi tersebut lebih ditekankan kepada fungsi pelaksanaan perencanaan
dan keuangan,

Sebelum terbitnya Organisast dan Tata Laksana (Orta) Departemen Hulaam
dan HAM tahun 2005 pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan anggaran
dilakukan di Biro Kevangan, sedangkan di bidang perencanaan dilakukan oleh Biro
Perencanaan. Penyusﬁaazz angparan bersifat 2 {dua) jenis yoitw rutin dan
pembangunan dimana pelaksanaan penyusunan anggaran rutin dilakukan oleh Biro
Keuangan, sedangkan Biro Perencanaan menyusun anggaran yang sifamya proyek,

Perubzhan kebijakan Pemerintah terhadap sistem  perencanaan yaitu
penyusunan anggaran yvang berbasis kinerja scbagaimana yang fertuang dalam
Organisasi dan Tata Kega Departemen Huokum dan HAM nomor M.04.PR.07.10
tahun 2004 tentang Organisasi dap Tata Kerja Departemen Kehakiman dan HAM,
fugas pokok dan fungsi Biro Kevangan salah satunya adalah Penyusunan Anggaran.
Sejalan dengan kebijakan Pemerintsh melalui Undang-Undang nomeor 17 tehua 2004
tentang Keuangan Negara dan Undang-Uindang nomor 25 tahun Sistern Perencanaan
Pembangunan Nasional maka tugas pokok tersebut dialibkan kepada Biro
Perencanaan dan mulai berlaku sejak tahun 2008,
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Namun diakui bahwa kinerja Departemen Hukum dan HAM masih rendah.
Hal ini ditunjukkan laporan keuangan Departemen Hukum dan HAM yang
dinyatakan disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain iy,
berdasarkan survey yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
tentang integritas pelayanan publik, Departemen Hukum dan HAM dinyatakan
sebagai salah satu instansi yang tingkat pelayanan publiknya rendah.

Perubahan menuju penganggaran kinerja memang merupakan proses yang
kompleks karena berkaitan dengan perubahan yang fundamental baik dalam sistem,
manajemen maupun perilaku manusianya. Selain itu, penganggaran kinerja
membutuhkan dukungan sistem manajemen Kinerja, sistem akunfansi pemerintahan,
dan perhitungan biaya.

George C.Edwards III ( 1980 ; 1 ) menegaskan “....but even a brilliant
policy porrly implemented may fail to achieve the goals of its designers”.

Hal ini berarti bahwa sebaik apapun kebijakan yang telah ditetapkan, tanpa
diikuti dengan implementasi yang baik maka kebijakan itu tidak akan mencapai hasil
yang telah direncanakan. Implementasi kebijakan adalah tahapan yang sangat
penting dalam kebijakan publik sebagaimana George C.Edwards III ( 1980 ; 1 )
mengemukakan pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut :

“Policy implementation as we have seen, is the stage of policy making
between the establishment of policy such as the passage of a legisiative
act, the issuing of an executive order, the handling down of judicial
decision, or the promulgation of a regulatory rule, and the consequences
of the policy for the people whom it affects”.

Dari pengertian ini terlihat bahwa pelaksanaan atau implementasi kebijakan
merupakan suatu tahapan diantara pengesahan dengan akibat atau dampak dari
kebijakan itu terhadap publik. Untuk memahami keberhasilan implementasi
kebijakan Edwards, memperkenalkan suatu pendekatan dengan mengemukakan
beberapa faktor penting yang saling berinteraksi dan mempengaruhi proses
implementasi kebijakan.

Diharapkan dengan implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja yang

betul-betul mengacu kepada tercapainya tujuan dan penggunaan indikator kinerja
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dalam penyusunannya, akan tercapai suafu sistem pemerintshan yang berorientasi
kepada publik dengan memberikan pelayan terbaiknya kepada publik dengan
mengacu prinsip-prinsip Good Governance.

Tidak hanya itu, dalam implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja
juga harus tercapal keselarasan kebijakan dengan owfcome/owiput yang akan
dihasilkan, peayusunan owlcome dan output dilakukan dengen konsultasi secara
ekstensif dengan berbagal pihak ferkait, seperfi stakeholders dan grup pelanggan.
Sehingga pernerintah tahu dengan pasti apa yang menjadi keinginan publik terhadap
pelayanan yang nantinya akan disediakan cleh pemerintah.

Keterkaitan puipur unit kerja dengan oxtcome tergambar dengan jelas dan
terpetakan/terstruktur dengan baik dengan indikator yang spesifik dan ferukur,
Pembshasan anggaran di tingkat legislatif dilakukan dengan mempertimbangkan
kinerja yang ditargetkan. Apropriasi anggaran juga harus didasarkan pada oufcome
yang dihasilkan.

Crientasi paket kebijakan pemerintah ini bertujuan agar pelaksanaan
kegiatan yang berorientasikan oufput lgbih diutamakan dimana ukuran keberhasilan
dapat dinilai dari hasil pencapaian kegiatan, Ukuran keberhasilan pada pencapaian
kegiatan dapat dijadikan acuan uoivk melaksanakan kegiatan lainnya.

Pelaksanaan anggaren yang dilakukan oleh Biroe Keuangan, dapat dijadikan
sebagai salah satu indikator fugas pokok dan fungsi dalarn mengukur pencapaian hasil
pelaksanaan kegiatan dari suatu program yang dilakukan oleh satuan kerja. Variabel
kontrol melalu mekanisme penganggaran dapat dilakukan melalui mata anggaran
kegiatan. Mekanisme kontrol ini dapat mengukur tingkat penyerspan anggaran
kegiatan akan tetapt {idak dapat mengokur tingkat keberhasilan pencapaian program.
Oleh sebab itu, perencanaan penyusunan dan pelaksangan anggaran yang akurat harus
dilakukan secara terintegrasi agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap satuan
kerja dapat tercapal secara optimal,

Schingga dibntubkan suaty upaya untek menganalisa implementasi
kebijakan tentang angearan berbasis kinerja tersebut sehingga dapat diketahui apakah
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kebijakan anggaran yang sudah ada telah berjalan efektif dan sesnai dengan tujuan
yang telah ditetapkan.

1.2 Permasalahan

Yang menjadi pokok permasaiahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor — faktor komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi dan
struktur birokrasi mempengaruhi implementast kebijakan Anggaran
Berbasis Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum
dan HAM RI?

2. Apa kendala yang dihadapi Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan
HAM RI dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran berbasis

kinerja?
1.3  Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor — faktor komunikasi, sumber daya,
sikap/disposisi dan struktur birokrasi mempengaruhi implementasi
kebijakan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal
Departemen Hukum dan HAM R1.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Sekretariat Jenderal Departemen
Huloumn dan [HJAM RI dalam mengimplementasikan kebijakan pelaksanaan

anggaran berbasis kinerja
1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan

pengetahuan dalam  proses pengambilan kebijakan secara berkelanjutan
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{ suistainable policy making precess ) dan mengimplementasikan kebijakan anggaran

berbasis kinerja tersebut di ingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sedangkan dari aspek akademis, apa yang ditemukan melalui penelitian ini

diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai anggaran berbasis

kinerja dengan berdasarkan kaidah-kaidah iimu pengetahuan.

1.5 Sistematika Penunlisan

Penutisan tesis ini akan disajikan secars sistimatis dan disusun dalam enam
bab yang saling menunjang dan berhubungan satu dengan lainnya, schingga
membeniuk satu kesatuan. Urutan pembahasan untuk setiap bab adalah sebagai
berikut ;

Bab 1 Pendahuluan :
Rab ini berisi, dimulai dari latar belakang maszlah, pokok permasalahan,
tujuan pepelittan, manfaat penelitian secara akademis dan praktis, dan
sistematika penulisan.

Bab 11 Tinjauan Pustaka
Bab inl menguraikan landasan teort yang relevan dengan topik penelitian.
Kerangka teori yang digunakan meliputi Teori implementasi kebijakan
digunakan sebagai pijskan pengetahuan yang mendasari bmplementasi
atau pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kineria serta teori
pengukuran kinerja sebagai teori yang mendasari evaluasi terhadap
anggaran berbasis kineria, definis Anggeran dan Penganggeran, serta
definisi anggaran berbasis kinerja.

BABIIT Metode Penelition
Bab ini akan membahas mengenai metode Penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini mulal dari pendekatan penelitian, Sumber data dan
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Bab IV

BABY

Bab VI

11

Instrumen Penelitian, Proses Pengumpulan Data, dan Proses Analisa
Data, serta mengungkapkan kelerbatasan penelitian yang dimiliki.
Gambaran Unn Departemen Hukum dan HAM

Bab ini menguraikan tentang tugas pokok dan fungst Departemen Hukum
dan HAM, Sekertariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM, serta unit
kerja Biro Keuangan dan Biro Perencanaan yang mencakup tugas pokok
dan fungsi.

Analisis Hasil Pepelitian

Membabas hasil penelitian mengenai implementasi kebijekan anggaran
berbasis kinerja di Departemen Hokum dan HAM, serts menjelaskan
kendala-kendala vang tmbul dari implementasi kebijakan  sistem
anggaran berbasis kinerja dengan menggunakan teori implementasi
kebijakan George Edward 1T

Penutup

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari haesil pevelitian dan

saran/rekomendasi,
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BABH
TINJAUAM PUSTAKA

Z2.1. Anggaran dan Penganggaran

Menurut Corbett (1998:118) anggaran adalah “a formal statement of planned
expenditure for a predetermined future period with an accompanying siatement of
where the morey is to come jrom”. Kurang lebih artinya bahwa anggaran adalah
suaty pernyataarn formal tepfang pengeluaran yang direncanakan untuk periode masa
depan vanp ditetapkan schelurmnya dengan svatu pemyatasn yang menyeriainya
ferhadap dari mana vang berasal. Dengan demikian, benang merah dari definisi
anggaran menurut Corbelt adalah pernyatasn formal yang memuat 1) rencana
pengeluaran periode masa depan, dan 2) keterangan dari mana penerimaan diperoleh.

Agek berbeda denpan pengertian yang diberikan Corbett, menurut Woelfel
(1987;30) pengertian anggaran adalab “an orderly and coordinated plan of finoncial
planning and monagement. The budgeiing forces manugement (o determing its goals
and objectives an to develop a epordinated plan for achieving these ends”. Kurang
lebih artinya bahwa anggaran adalah suafu perencanasn kevaogan dan manaiemen
yang teratur dan terkoordinasi. Penganggaran mengharuskan mangjemen untuk
menetapkan sasatan-sasaran dan tujuan-ujuan serta mengembangkan suatu rencana
yvang terkoordinasi untuk mencapai sasaran-sasaran dan tjuan-tujuan tersebut.
Dengan demikian, Woelfel menekankan arti pentingnya pencapaian target sesuai
dengaan hasi! yang ingin dieapai dengan cara penerapan proses koordinasi.

Menurut The National Commite on Gevermental Accounting (NCGA) dalam
Sugiianto, Gunardi, dan Loho (1995;22) definisi anggaran adalah “plan of financial
operation embodying an estimated of proposed expenditure for a given period of time
and the propused means of financing them®, Kurang lebth artinya bahwa anggaran
adalah perencanaan operasi keuangan untuk mewujudkan swatu perkiraan pengajuan
pengeluaran untuk pericde waktu tertentu dan pengaiuvan tersebut berarti untuk

membiayai rereka. Darl definisi di atas dapat dicatat behwa anggsvan Negara
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meliputi 1} rencana belanja; 2} untuk jangka waktu tertentu; 3) untuk membiayai
kegiatan-Kegiatan.

Sedangkan definisi anggaran menurut Aaron Wildavsky di dalam bukunya
berjudul The Politics of the Budgetary Process, 1974) dalam Henry (1995;249),
seperti diterjemahkan Luciana D, Lontoh, dinyatakan bzhwa “anggarsn adalah
serangkaian tujuan dengan tariff masing-masing”. Selain itu, Wildavsky dalam Jones
(1991°256), seperti yang diterjemahkan Ricky Ismanto, menjelaskan bahwa:

Dalam batasan yang paling umum, penganggaran diartikan sehagal
pengalihan sumberdaya finansial bagi kemaofaatan sertz mencapai tujuan
untuk manusia. Oleh karenu itu, sebuah anggarap dapat dicirikan sebagai
serangkaian fujuan dengan daflar harga terlampir. Semenjak adanya
keterbatasan dana bantuan, yang itu pun masih harus dibagi-bagi lagi,
_anggaran menjadi membuat pilihan-pilihan di antara pilthan pembiayaan
(expenditures).

Telah dikenukakan dimuka makna tuyjuan sdalah keadaan akhir yang hendak dicapai
atau hasil akhir yang skan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian,
definist anggaran menurut Wildavsky adalah serengkaian kegiatan bermanfaat yang
ingin dicapai dalam wakiu tertentu dengan daflar harpa kegiatan yang telah
ditentukan. Selain aspek efisiensi, anggaran menekankan arti pentingnya aspek
prioritas.

Berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh pakar-pakar teridahulu, Munaundar
dalam Muljone (1986;1), memberikan definisi angaaran yaitu “suatu rencana yang
disnsun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan
dalam unit (kesatuan) moneter yang berizku untuk jangka waktu (pericde} tertentu
yang akan datang”. Dengan pengeriian yang suma, Sabeni dan Ghozali (2001;39)
mengartikan anggaran pemerintah adalah “jenis rencana yang mengpambarken
rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam beniuk angka-angka rupizh
untuk suaty jangka waktu tertentu™. Selain ity Tunggal (1995;1-2) mengariikan
anggaran adalah :

... suatu rencana tindakan (plan of action) vang dinyatakan secara kuantitatif
mengenai apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi perusahaan pada masa
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mendatang dalam hubungannya dengan pendapatan, arus kas, posisi keuangan
dan rencana-rencana lainnya yang relevan dengan hal-hal tersebut.

Dengan demikian, benang merah dari definisi anpgaran yang dikermukakan oich
ketiga pakar tersebut adalah babwa anggaran mervpakan rencana sehurvh kegiatan
organisasi yang dinyatakan dalam ukoran biaya yang beriaku dalam korun waktn
tertentu dimasa vang akan datang.

Masith di dalam buke yang sama, Robbins dan Coulter (1999:259)
mengatakan bahwa “anggaran  adalah rencana numeric umtuk  menpalokas;
sumnberdaya bagi kegiatan-kegiatan tertentu”, Sedangkan John F, Due dalam bukunya
berjudul Governmenr Finance and Economics Analysis dalam Sugiianto, Gunardi,
dan Loho (1995;22), memberikan pengertian anggaran adalah :

... @ budget, in the general sense of the fer, is a financial plan jor aspesific
period of time. A government budget therefore, is u statement of proposed
expenditures and expected revenues for the coming period, together with data
of actued expenditures and revenues for currentand past period.

Apa vang dikemukakan John ¥. Due, kurang lebih berarii apnggaran merupakan
perencanaan keuvangan untuk periode waktu terfentu. Oleh karena i, anggran
pemerintab adalab pernyvataan pengaiuan pengeluaran dan penerimaan untuk periode
yang aken datang bersama dengan dais pepgeluaran dan penerimsan sebenamys
untok waktu sekarang dan waktu vang akan datang.

Dari beberapa definisi anggaran yang telah dikemukakan, definisi anggaran
menurut Jones (1991;262) adalah yang paling singkat yaita “rencana bagi pemasukan
dan pengeluaran vang”. Dimana rencana diartikan sebagai cara yang ditetapkan untuk
mencapal tujuan, Sedangkan tujuan adalah keadaan akhir yang hendak dicapai.

Berdagarkan pengerbian atau definisi-definisi yang dikemukakan diaias, pada
hakikatnya anggaran mengandung unsure-unsur: pengeluaran dalam satuan ueng
yang direncanskan membiayai kegiatan-kegiatan dengan standar harga yang berlaku
untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; penerimaan dalam satuan vang yang
direncanakan dan keterangan dart mana penerimaan terseiut diperoleh; serta waktu

yang direncanakan untuk pengeluaran maupun penerimaan.
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Selanjutnya, pendapat pakar mengenai kegunaan atau manfaat anggaran perlu
dipaparkan pula. Menurot Robbins dan Coulter {1999;259), “anggaran digunakan
untuk memperbaiki waktu, reang, dan penggunaan sumber daya material”.
Sedangkan Henry {1999;252) menerangkan manfaat anggaran adalah “schagai alat
yang sistematis dalam mengkoordinir manajemen pemerinizh dan untuk mendukung
systern perolehan keuntungan”. Di dalam buke yang sama Henry (1999:254)
mengatakan bahwa “anggaran kinerja menyajikan kontribusi yang berarti dalam
mengukur efektivitas suatu organisasi”.

Sedangkan arti penting penganggaran perlu pula dipaparkan, MNawawi
{2000,109) mengatakan bahwa:

penganggaran  sengat  penting  bapgt organisasi  non-profit  delam
mengaktualisasikan perencavaan, karena tidak saja berkenean dengan
penerimaan, peayimpanan, penggunaan, dan pertanggung jawabannya,
sebagai kegiatan tata laksana kevangan dalam Manajemen Operatif atau
Administrasi Kenangan secara sempit. Namun dari semua kegiatan itu, unfuk
meiaksanakan fungsl pengangaran fersebut organigasi non-profit harus
menerima kenyataan bahwa aspek yang terpenting adalah melaksanakan
pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab dalam artl secara tepat guna
{efektif),

Selzin #u penjelssan tentang klasifikasi amggaran perlu dipaparkan pula.
Sebagaimana dikemukakan Arsyad dan kawan-kawan (1992;43), klasifikasi anggaran
adalah “usaha yang mensistematiskan jenis-jenis pengehmaran pemerintah ke dalam
kelompok yang benar, Di Indonesia pengeluaran diklasifikasiken baik secara objek,
organik, maupun ekonomis™

Sedanpkan menurut Sugijanto, Gunadi, dan Loho (1995;24) kiasifikasi
anggaran merupakan “pepgelompokan atau pembagian darl anggaran agar dapat
memberikan gambaran yaog lebih terinci. Adapun klasifikasi anggaran dapat
dijelaskan sebagai berikut”,

Berdasarkan Objek

Berdasastkan ohjek, yaitu penggolongan anggaran berdasarkan  jenis

penerimasn dan pengeluaran. Penerimaan terdirl darl beberapa jenis seperti

Pendapatan Pajak Penghasiian, Penerimaan Negara Bulcan Pajak (PNBP), dan lain-
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lain. Sedangkan pengelvaren mencakup Belanja Pegawai, Belanja Bamang, dan
Belanja Modal. Penerimaan dan pengeluaran dibagi lagi lebih lanjut yang disebut
perincian jenis penerimaan atau pengeluaran,

Berdasarkan Organisasi

Berdasarkan organisasi, yaitu pembagian anggaran didasarkan pada satuan
orgamisasi  yang merupakan  bagtan  terstruktur  ketatanegaraan  seperti
Departemen/Lembaga  yang  diperinel lebih  lanjut menurast unit  organisasi
{Eselon [} dan seterusnys,

Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan  fungsi, vaifu penggolongan anggeran berdasarkan fungsi
pengeluaran yang berupa tujean pengeluaran sesuai yang dieroban negara seperti
pengairan, pendidikan, dan lain-lain. Fungsi-fungsi tersebut dapat digolongkan lehih
fanjut ke dalam sckior dan subsektor {seperti digunakan dalam ULT APBN)
Berdasarkan Sifat/Karakier

Berdasarkan sifat/karakter, yaitu pembagian anggaran berdasarkan sifat
pengeluaran, seperti pengeluaran operasional, pengeluaran belanja, pembayaran wiang
dan pengeluaran modal,

Berdasarkan APBN atau disebut juga berdasarkan Ekonomi

Berdasarkan APBN/ckopomi, vaitu dalam rangks pembangunan terichih
dahulu dibedakan pendapan rutin dan pendapatan pembangonan seria belanja rutin
dan belana pembangunan.

Sedangkan fungsi anggaran dapat mengacu fungsi keuvangen negara
sehagaimana dirumuskan oleh Musgrave {1984). Menurut Muasgrave dalam Arsyad
dan kawan-kawan {1992;44), anggaran mempunyai fungsi alokasi, fungsi distribusi,
dan fungsi stabilisasi.

Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi adalah proses di mana sumberdaya nasional dipergunakan
untuk barang privat dan barang publik. Selain dalam rangka penyediazn barang
publik, sunberdaya nasional juga harus dialokasikan ke sektor publik karena perlunya

peranan pemerintah dalam mengatast kegagalan mekanisme pasar,
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Fungst Distribusi

Fungsi distribusi pada hakikatmya adalsh peranan kepangan negara dalamn hal
ini anggaran dalam rangka pembagian kembali pendapatan. Berdasarkan mekanisme
barga, pembagian pendapatan berdasarkan pemilikan sumberdaya atau faktor-faktor
produksi, misalnya pemilik taneh dan modal. Tetapi ada pula sebagian masyarakat
tidak memperoleh pembagian pendapatan menurut mekanisme pasar, misalnya orang
cacat dan jompo. Karena distribusi pendapatan mengandung unsur baraog publik,
maka pemerintah harus {ampil mengatasi ketidekmerataan pembagian pendapatan
pembagian pendapatan, misalnya melalul sisi penemmaan sepertl pajak dapat
dikenakan dengan cara pemberian arif pajak progresif serta pada sisi pengeluaran
anggaran juga dapat menjadi instrumen dalam pembagian kembali peadapatan yaitu
melalui program pembayaran transfer atau subsidi.
¥upgsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi adalah proses dimana angparan merupakan alat kebijakan
makro pemerintah. Misalnya: 1) pemerintah menaikkan pajak, maka konsumpsi ruma
tangga berkurang akibatnya pengelusran agrepar berkurang karenz  konsumsi
merupakan komponen pengeluaran ggregat. Hal ind dapat mengubah keseimbangan
pendapatan si sektor riil dalam bentuk penurupan owput; 23 pemerintah menurunkan
paiak, maka konsumsi rumah tanggs bertambah akibatnya penpgeluaran agregat
menjadi [ebih besar vang pada gilirannya akan meningkatkan eufpuf (pendapatan
nasional).

Ager pemabaman lebth jelas, maka perlu pemaparan perbedasn antara
anggaran (budget) dan penganggaran {Pudgefing). Pengertian anpgaran negara dan
penganggaran menurut Arsyad dan kawan-kawan {1992;41—42) adalah

.. anggaran pendapatan dan  belanja negars (APBN) yasg pada
hakikatnyamerupakan rencana kerja pemerintahan yang akan dilakukan dalam
satt tahun yang dituangkan dalam angka-angka rupiah. Sedangkan pengertian
pengunggaran adalah seatu proses yang sistematis yang menghubungkan
pengeluaran untuk merabiayai pelaksanaan tujuan yang telah direncanakan,

Lebih luas dapat dijelaskan bahws anggaran negara pada hakikataya juga

mengandung sisi pengeluaran dan sisi penerimaan. Pada sisi pengeluaran anggaran
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negara ada pengeluaran rutin yang terdiri dari belanja pegawai, belania barang,
belanja pemelibaraan, belanja perjalanan, dan belarga subsidi/bantuan serta ada
pengeluaran pembangunan yang terdird dari belanja penunjsng dan belanja modal.
Bengan demikian dapat dijelaskan bahwa pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang
disediakan untuk menyelenggarakan tugas wmun pemerintaha secara terus menerus
gengan kriteria a) pelaksanaan kegiatan setiap tahun dilakokan berulang secara
periodik; by dilaksanakan oleh subyek atau unit pelaksana secara berulang; c) jenis
kegiatan yang dibiayai secara berulang sama; serta d) mempunyai objek atau sasaran
yang cakupannya secaraberulang sama. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah
pengeluaran yang bertwjuan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta ditujukan
untuk investasi pemerintah bag! pelaksanaan pembangunan baik melalui pembiayaan
rupiah murni maupun pembiaysan proyek dalam waktu terfeniu. Sedangkan pada sisi
penerimaan anggaran negara ferdapatl peperimaan perpajakan, penerimaan negara
bulcan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.

Menurut Kana (1990;4) perbedaan arti anggaran dan penganggaran adalah
sebagal berikus ;

... anggaran (budget) merupakan hasil yang diperoleh sotelah menyelesaikan
aktivitas (lugas) perencanaan, sementara penganggeran (budgeting)
menunjukan suatu proses yang dimulal dari sejak tehap persiapan yang
diperlukan sebelum memulal penyusunan rencans, pengumpulan berbagai
data dan informasi yang perly, pembagian tupas perencanaan, penyusunan
rencana ita sendinl serta implementasinya, sampal pada tahap pengendalian
dan penilaian hasil peiaksanaan rencana yang bersangkutan,

Selain ite, Simamora (1999;190) memberikan perbedaan pengertian anggaran
(budyger) dan penganggaran (budyeting) sebagai berikut

Anggaran adalah svafu rencans rinct yang memperiihatkan bagaimana
sumber-sumber daya diharapken akan diperoleh dan dipakai selama periode
waktu tertentu. Oleh karena itu, anggaran merupakan suatu rencana finansial
yang dipakal untuk pengelolaan sumber dava organisasi. Sedangkan
penganggaran (budgesing) adalah “proses penyusunan anggaran-anggaran”.
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2.2, Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik terdiri dari anggaran tradisional dan anggaran dengan
pendekatan New Public Management. Anggaran tradisional ditandai dengan cin
utarnanya vang bersifat line-ifem dan incrementalism, sedangkan anggaran dengan
pendekatan NPM adalah anggaran yang bororientasi pada kinerja, yang terdinl atas
Planning Programming and Budgeting System (PPBS), Zero Based Budgeting (ZBB)
dan Performance Budgeting.

Jenis-jenis anggaran tersebut antara Jain
1. Sistem Anggoran Tradisional (Traditional Budget Systam)

Sistern Anggaran Tradisional adalsh suvatu cara menyusun anggaran yang
tidak didasarkan atas peraikiran dan analisa rengkaian kegistan yang harus dilakukan
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada
kebutuhan rutin berdasarkan objek pengeluaran ffine-flem budgering) seperti belanje
pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belagja pegalanan dinas dan
pengeluaran rutin lainoya

Kenaikan anggaran pada wmumnya dilekekan secara incremenial den
digunakan sebagai dasar pengelvaran adalah pengeluaran tabun sebelumnya ditambah
sejumliah kenatkan, penyesuaian dan perubahan.

Anggaran ftradisional lebih difokuskan pada aspek pertanggungjawaban
pelaksanaan atggaran sehingga orientasinya mencakup pada pengawasan serfa
penyusunan pembukuannya. Penjelasan mengenal penerimaan dan pengeluaran
secara detail tidak dikaitkan dengan fujuan yang hendak dicapai.

Pada dasamya anggaran pengelvaran digunakan sebagai landasen pengukuran
besar kecilnya kegiatan dan sama sekali tidak menggambarkan hubungan vang jelas
antara input dan gutput.

Dengan  demikian sistem anggaran tradisional inipun tidak  dapat
mengidentifikasikan berapa besarnya dana yang akan dikelonarkan untuk kebutuhan
suato jenis pelayanan tertentu, disamping ite anggaran tradisional ini tidak dapat
mengidentifikasikan apakah suatu jenis pengeluaran tertentu masih dipakal atau tedak
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sehingga suatu pengeluaran fertent masih masuk dalam anggaran yang pada tahun-
tahun berikutnya pengeluaran fersebut akan terus muncul dan tidak pernal dievaluasi
apakah masih diperlukan lagi atau tidak. Depgan demikian anggaran tradisional im

kurang menggambarkan berapa sebenarnya kebutuhan unit secara ideaknya.

2. Sistem Anggaran PPBS (Planning, Programing Budgeting System )

PPBE menekankan pada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun
sesuai dengan tujuan nasional yaito untuk kesejahteraan rakyat karena pemerintzh
bertanpgung jawab dalam produksi dan distribusi baranp-barang maupun jasa-jasa
dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang lain.

Proses Implementast PPBS ini melalui beberapa tahap sebagai berikut -

a. Menentukan tujuan organisasi vang hendak dicapai dengan jelas.

b. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.

e. Mengevaluasi berbagal alternatif program denpan mengitung cost-benefit dart
masing-masing program. \

d. Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang keeil,

c. Alokasi sumber daya ke masing-masing program vang disetujui.

Penerapan FPBS lebib sulit karena

a. Tupsan-fujvan sullt didefinisikan dalam kegiatan pemerintah pada umumnya
dihadapkan pada usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang spesifik
dan beranekaragam. Masing-masing kebutuhan memerlukan perhatian yang
berbeda bakikan kadang-kadang bertentangan.

b. Output dari pelayanan umum blasanya sangat sukar diukur, oleh karena ity
program tersebut jarang mempunyal sistem pengendalian olomatis uniuk
menugukkan sampal scjauh mana efektifitas dan  efisiensi program
bersangkuotan,

3. Sistem Anggaran Dasar Nol (Zere Based Budgeting)
Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatast kelemahan yang

ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggatan dengan menggunakan
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konsep ZBB dapat menghilangkan incrementalism dan line-fiem karena anggaran di
asumsikan matai dari nol fzero based).

Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan besamya
realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan, yaitu dengan
menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumiahk penduduk. ZBB tidak
berpatokan pada anggaran tahun lale untok menyusun anggaran tabun ini, namun
penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini.

Proses ZBB terdisi dari :

a. Membagi semua kegiatan pemerintah menjadi unit keputusan, unit ini bisa
berupa program, kegiatan atau unit organisasi terendah, dalam hal ini ZBB
mengikuii pola organisasi seperti halnya PPBS.

b. Membagt masing-masing onit keputusan menjadi paket keputusan dasar
pernbagian ini dapat berupa kegiatan tertentu, pelayanan tertentu sub unit dari
unit keputusan, atan alternatif kegiatan yang dapat dijalankan untuk mencapai
fujuan program,

¢. Memilib altematif terbaik penyelenggaraan pelayanan berdasarkan analisis
biraya manfaat atau analisis lainnya.

d. Menyusun rangking keputusan anggaran diurut dart bawah ke atas, dan pada
setiap tahap pembahasan dilakukan ranghing package keputusan berdasarkan
prioritas. Prioritas ini dapat disusun melalui PPBS afau kalau belom ada
disusun berdasarkan tingkat pelayanan.

g. Membagi alternatif yang terpilih kedalam berbagai tingkatan pelayanan,
misalnya tngkat pelavanan tabun falu, minimal dikurangi, ditambah atan
maksimal setiap tingkatan tersebut dihitung bisyanya dan biaya yang
diperoleh dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan.

Dalam prakteknya pencrapan ZBB  mengalami  kesulitan, karena
membutuhkan wakto vang lama untuk menyusun rangking unit dan paket keputusan
disamping itu juga salit untuk menghitung biaya alternatif pelayanan. Oleh karena itu
penerpan ZBB biasanya dimodifikasi, dilakukan peninjavan terhadap beberapa
kegiatan setiap beberapa tahun sekali, dan buken dilakukan setiap tahun, sedangkan
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jenis pelayanan diasumsikan dijalankan terus sehingga pembahasan hanya dilakukan
atas tingkatan pelayanan saja.
4, Sistem Anggaran Kinera (Performance Budget System)

Anggaran yang berorientasi kinerja adalah sistemn anggaran yang berorientasi
pada oulput organisasi, dan berkaitan erat techadap visi, misi, dan Rencana Stralegis
organisasi. Sistemy ini juga berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia
unfuk mencapal hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem
penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja,
tetapy juga didasarkan kepada fujusn-lujuanfrencana-rancana terfentu yang untuk
pelaksamaannya perlu disusun ateu didukung oleh suate anggaran biaya yang cukup
dan biaya/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efekiif dan efisien. Hal
ini jupa merupakan alat untuk dapat menjalankan prinsip akuntabilitas, karena yang
diterima oleh masyarakat pada akhirnya adalah ourpur dart suatu proses kegiatan
birokrasi.

Ukuran-ukuran kineria pada sistem anggaran yang berorientas: pada kinerja
berguna pula bagi lembags perwakilan rekyat (DPR dan DPRD) pada ssat
menjalankan fongsi pembentukan kebijakan, fungsi penctapan anggaran, dan fungsi
pelaksanaan pengawasan. Bagi manajemen puncak di pibak eksekuiif berguna untuk
melakukan kontrol manajemen dan kualitas, serta dapat digunakan untuk sistemn
insentif pegawal,

FPerformance budgeting berkaitan dengan visi, misi dan rencana strategis
organisasi, Ini berarti dalam proses perencanaan anggaran, vish, misi dan rencana
strategis menjadi acuan ufama. Dengan demikian, misi dan rencans strategis harus
dirinci schingpa menghasiltkan program, sub program serta proyek yang relevan
dengan tujuan jangka panjang. Setiap ow(put organisasi harus dapuat dikaitkan dengan
misi dan rencana strategis organisasi. Schingga misi dan sasaran dapat dikatakan
sebagai elemen-clemen strategis sedangkan ¢lemen-elemen praktisnya terdin dari
program, aktivitas dan target aktivitas,

Penganggaran berdasarkan kinerja bertujuan untuk meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektifitas dari pelaksanaan kebijakan dan
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Program. Sistemn penganggaran berdasarkan kinerja, sejalan dengan beberapa
penyempurnaan lainnva di bidang manajemen kevangan negara sepertl penerapan
anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah yang berusaha untuk
menghubungkan antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran,

Satu hal peating yang mendasar dalam penyempurnaan manaiemen keuangan
ini adalah kewenangan dan ranggungjawab yang lebih besar bagl kementerian
negaraflembaga dalam mengelola program dan kegiatan yang ada dalam Hnghkup
kerjanya dimana penganggaran berdasarkan kinera akan sangat membantu dalam
penerapannya.

Untuk mengetahui perbedaan pokok antara Traditional budget system,
performance budget system, dan PPBS dapat dilihat pada tabel bertkat ini.
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Tabel 2.1

Perbedaan Pokok antara ;
Traditional Budget System, Performance Budget Sysiem, PPBS

24

Planning
Traditional Performance Programming,

No | Keterangan Budget System Budget System Badget System

1 | Pengertian Suatu perkiraan atau | Meocerminkan Suatu  bentuk  kebijakan
budget rencana  penerimaan | program kega dan | pemerintab dalam proses

dan pengeluaran dana | sebagai  alat  dari | alokast sumber-sumber
dan merupakan  alat | manajemen  wntuk | ekonomi yang langka untuk
yang  mencerminkan | mengukur prestasi memenuhl  kebutuhan yang
pengesaban tak terbatas

pendapatan belania

ncgara

2 | Landasan Besar keciluya | Performance  atau | Keberhasilan rencana,
pengukuran | pengeluaran, Jika | prestasi dari tujuan / | program  dalam  mencapai
(tolak vkur) { secimbang  dikatakan | hasil anggaran yang | fujuan nsgara dan

berhasil, efisien pengaruhnya terhadap
lingkungan sosial.

3 | Bentuk Rencana jangka | Rencana jangka | Rencana jangks pendek dan
rencana pendek {rencana | pendek {rencana | jangka pamjang (20 - 30

tahunan)} tahunan} tahun }

4 | Orientasi Pertangpungjawaban | Pendayagunaan dana | Penyususan  rencana dan

pelaksanaan anggaran | yang tersedia umiuk | program
mencapai hasil yang
optimal

5 | Penpumpula | Pencrimaans Penerimaan dan | Kesejabteraan  sosial  dan

n data penerimasn dan | pengeluaran  serta | kebutuban masyarakat, baik
terutama pengeluaran- | data biaya dimasa yang laln maupun
pengeluaran masa yang akan datang

& | Pengelompo | Didasarkan atas | Didasarkan atas | Didagsarkan  atas  tujuan-
kan pos-pos | obyek-obyek rencan kegiatan dan | tejuan yang hendak dicapai
anggaran pengeluaran ditetapkan tolak | di masa yang akan datang.

ukur berupa standar
biaya dan  hasil
kerja.

7 | Sistem Cash basis Cash basis, acerual | Cost  gyster,  misal:blaya
akuntast basis, dan cost basis | research dan  development,
keuangan biaya operasi dan  biaya-

biaya lain yvang terpadu.

Sumber: Sabeni dan Ghozali, Pakok-Fokok Akmtamsi Pemerintab, 2001.
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Sedangkan menurut Beriram Gross dan Allen Schick dalam Henry {1995;248,
249, 283) menyatakan bahwa ada 5 periode dengan perbedaan konsep berdasarkan

perkembangan anggaran. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Beberapa Perbedaan Antara Konsep-Konsep Anggaran

Perihal | Traditional | Performance | Planning, | Management | Zero Based
Budget Budget Programing, | by Objective | Budgeting
Budget
Onentasi Pengawasan { Manajemen | Perencansan | Mansajemen | Pembuatan
dasar Kebyjakan
Calupan Input Input das | Input, Input, Output | Input, Output
QOutput Output, dan akibat akibat, dan
akibat  dan alternstif
alterpatif
Keahlian Alkunting Mangiemen | Ilmp Pengetahuan | Manajemen
Personal ekanomi dan | awam dan
perencanaan | manajenisl Perencanaan
Informasi Objek Kepiatan Nasaran- Ffekiifitas Sasaran
Kntis pemblayaan | Instansi gasaran program program atau
instansi instansi
Gaya Menaik Menaik Sistemik Desentralisasi | Sistemik
pembuatan dan kausalis
kebilakan partisipan
Tanggung | Jarang ‘Tersebar ‘Terpusat Menyeluruh | Desentralistis
jawab terdapat pamun
perencanaan teralokasi
Peran Alokesi Efistensi Kebijakan Efektifitas Penentuan
instansi dana dan efisisensi | prioritas
| anggaran program kebiiakan

sumber: Henry, Administrast Negara dan Magalah-masalah Publik, 1995

Berkaitan dengan penyusunan anggaran, Faitah (2000;30) mengatakan bahwa

“persoalan penting dalam penyusunan snggaran adalah bagaimana memanfaatkan

dana secara efisien dan mengalokasikan secara tepat sesuaf dengan skals prioritas™
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Oleh karena itu, dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan {ahapan-tabapan

yang sistematilk. Tahap penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

I'imengidentifikasikan kegiatan-kegiatan vang akan dilakukan selama perdode
anggaran; 2} mengidentiftkasikan sumber-sumber yang dinyatakan dalam
vang, jasa, dan barang; 3) sermua sumber dinyatakan dalam bentuk vang sebab
anggaran pada  dassamyva  menpakan  pernystaan  finansial;  4)
memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan
dipergunakan oleh instansi tertent; 5) menyusun usulan angpgaran untuk
memperoleh persetwjuan dari pthak yang berwenang; 6) melakokan revisi
usulan anggaran; 7) persetujuan revisi usulan angparan; §) pengesahan
anggaran.

Lebih lanjut Woelfel (198733} menguraikan hal-hal vang berkaitan dengan

penganggaran vang perla mendapatkan perhatian organisasi.

i

Perencanasn dan penganggaran harus terpadu. Ustuk mencapai hal ini,
kehijaksanaan-kebijaksanaan organisasional dibutubkan dan suatu  filosofi
manajemen organisasional harus ada. '

Penganggaran adalah suatu proses untuk menetapkan prioritas-prioritas.
Perencanaan dan penganggaran harus berdasarkan data dan berorientasi kepada
hasil (keluaran}

Penpanggaran adalah suatu proses penyalur sumberdaya, Ini dapat memmbulkan
konfiik pada dan didalam tingkatan-tingkatan organisasional.

Konfrontasi bisa muncul dari faktor-faktor ekonomis {seperti ketidakcukupan
sumberdaya), proses-proges penyalur, kurangnya pengertian, sikap keberpihakan
pada satu kelompok, dan kepemimpinan yang tidak memadai.

Penganggaran pada hakikatonya bersifat polifis dan menuntut kemampuan untuk
mempengaruhi dan berkompromi.

Ada suaty dikotomi yang permanen antara kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-
keinginan organisasional dan ketersediaan sumber-sumber daya.

Sumber-sumber daya keuangan tidak tak terbatas atau tidak dapat memperbarui
diri.

Penganggaran adalah suatu pemaparan sasaran-sasaran dan  tojuan-tujuan

kelernbagaan dalam terminologi kevangan.
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10. Hubungan penganggaran harus secarz sistematis menghubungkan pengeluaran
dana-dana dengan pencapaian twjuan-tujuan yang telah direncanakan.

11. Penganggaran bertumpu pada orang-orang yang membuat pilthan-pilihan optimal
dalam wrusan-urusan ekonomis dan non-ekonomis.

12. Penganggaran harus dapat disesuaikan dengan keadaan dan luwes,

13. Penganpgaran kembali sumber-sumber daya adalah sumber utam keluwesan,
ketika pertumbuahan pendapatan terhenti.

14. Penilgian dan kompromi sering mendabolui  bentuk-bentuk  pengambilan
keputusan vang bersifat penghitungan dan birokratis.

15, Keputusan penganggaran sering kali dinegosiasikan dengan cara yang sering kals
subjelktif.

16. Ketidaksepakatan sering diselesaikan dengan penggunasn paksasan apabila
diperlukan,

Sedangkan prinsip-prinsip penyusunan anggaran menpurut Sugijanto, Gunardi,
dan Loho (1995:2628) adalah - '

“keterbukaan; periodisitas; pembebanan  anggaran  pesgeluaran  dan
menguntungkan anggaran pencrimaan; fleksibilitas; prealabel; kecenmatar;
kelengkapan atau universalitas; komprehensif, terinci; anggaran berimbang,
dinanmis™

Selain anggaran dan penganggaran terdapst pula pengertian terdapet pula
pengertian penganggaran kinerjia. Woelfel (1987,36—37) menyatakan bahwa :

... penganggaran kinerja adalah suatu struktur penpanggaran yang (1)
berfokus pada kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi yang menghasilkan nilai
tambah dan dari mana sumberdaya digunakan atan (2) mesgembangkan suatu
proses anggaran vang berusaha menghubungkan tujuan-tyjuan organisasi
dengan pemanfaatan sumberdaya. Fokus utamanya adalah memperbaiki
efesiansi dengan menggunakan klasifikasi-klastiikast kegiatan dan ukuran-
vkuran biaya. Unsur-unsur umum dari sistern anggaran kinerja adalah
klasifikasi kegiatan, ukuran Kinerja, dan laporan kinerja,

Sedangkan Plastrik dan Osborne (2000;147), seperti yang diterjernahkan

Abdul Rosyd dan Ramelan, menyatakan babwa:
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Penganggaran kinegja mempakan salah satm alat manajemen kinerja,
Penganggaran kinerja menetapkan persyaratan kinera tertentu ke dalam
penentuan besarnya dana anggaran yang bdiberikan pada swatu organisasi.
Ketika ekselutif menyiapkan anggaran, legislatif akan meloloskannya dengan
menetapkan hasil dan kelvaran yang harus dicapal oleh organisasi tersebut
sebagal ganti dari dana anggaran vang disepakati untuk dikeluarkan. Selain
itu penganggaran kineria memperbsaiki fungsi pengarshan (strategi inti),
karena mensyaratkan pembuat kebijakan untuk menctapkan secara jelas hasil
atan keluaran seperti apa vang ingin mercka "beli”, dan memungkinkan
mereka untuk melihat hasil yang diperolehnya sebagal imbalan dona yang
dikeluarkan (20605;298)

Disamping ifu, cara penerapan model angparan dalam bentok penyerazhan
sejumlah dana yang dapat direalisasikan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi mengarlung makna agar spsaran organisasi fercapai (sebagaimana di
Inggris disebut "running cost” budget adalah biaya operasiy {(Plastrik dan Osborne,
2000;210}. Im artinya membertkan wewenang vang lebih besar antuk mengelola
sumberdaya mereka sesual dengan besarnya anggaran.

Dengan demikian peiganggaran kinefja bernuansa bagaimana tingkat
efisiensi yang optimal tercapsi schingga kinerja yanp optimal dapat tercapai jupa.
Denpan kata lain, anggaran yaog diberilan harus sesumt dengan kineria yang
diharapkan berdasarkan tujuan, sasaran, dan manfaat vang ditetapkan oleh organisasi.

Selein 1w Campo dan Tommasi (1999;62) menyatakan babwa di dalam
anpgaran kinerja, anggaran menunjukkan maksud pengeluaran, biaya pzogm_m yang
diusulkan untuk maksud-maksud tersebut, dan pengukuran dag hasi! di bawah setiap
prograrn. Dengan demikian, anggaran kinerja meliputi hal-hal sebagai berikut:

% Keglatan-kegiatan pemeriniah dibagi dalam fungsi-fungsi vang luas,
program-program, kegiatan-kegiatan, dan unsur-unsur biaya. “Fuogsi”
dapat disamakan suatu tujuan yang luas deri pemerintah (mmisalnya
promosi pertanian). “Program” adalabh serangkaian kegiatan  yang
memenuhi rangkaian yang sama dad tujuan-tuivan khuses (misalnye
pengembangan hasil pertanian). “Kegiatan™ adalah suatu subbagian dari
suata program ke dalam kategori yang homogen (misalnya proyek

irigast). Kriteria yang digumakan untuk memperiuas kategori kegiatan
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adalah tingkat dimana Indikator-indikator kinerja dapat dijabarkan dan
biaya-biaya bisa divkur, Tujuan operasional dar setiop program dan
kegiatan diidentiftkasikan untuk setiap tahun anggaran.

% Indikator-indikator kinerja dan blaya-biaya yang ditetapkan, diukur, dan

dilaporkan.
2.3,  Proses Penyusunan Anggaran

Siklus anggaran merupakan serangkaian prosedur dari suatu rangkajan
kegiatan didasari prinsip-prinsip anggaran, metode serta teknik peoyusunan yang
gapat dilerima secara umum. Prinsip-prinsip pekok siklus anggaran perlu diketabui
dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Mardiasmo { 2002 ; 70)
mengatakan stklus anggaran melipufi empat fabsp yang terdiri atas persiapan,
ratifikast, implementasi, serta pelaporan dan evaluasi. Tidak jauh berbeda dengan apa
yang dikemukakan oleh R.Daniel, Mullins dalam Shah, Anwar ( 2007 ; 222 )
menggambarkan  siklus  anggaran  ferdiri daxi : persiapan dan  formulasi,
persetyjuan/olorisasi, pelaksenaan, serta andit dan evaluasi.

Menurut National Advisory Council on State and Local Budgeting
(NACSLRB), seperti dikutip oleh Mullins (2007 ; 227 ) :

“ a good budget process borporates a long-term perspective, establishes
links to broad organizational goals, focuses budge! decisions on resulis and
outcomes,  involves and promotes  effective  communicalion  with
stakeholders, and provides incentives to government management and
employees” (NACSER 1998).

Berdasarkan pendapat diatas bahwa preses anggaran yang baik adalah yang
dibuat untulc perspektif jangka panjang, berkaitan dengan sasaran organiasasi dan
melibatkan  stakeholder serta melengkapinya dengan insentif bagi pegawai
pemerintahan, dengan demikian proses dan prosedur dalam formulasi dan persetujuan

suatu anggaran harus diperkuat dengan elemen-clemen tersebut.
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Pada tahap persiapan, peranan eksekutif mendominasi termasuk dalam
perencanaan karena memberikan pan§nm dan platform kepada institusi yang
berhubungan dengan kerangka fiskal jangka menengah sampai kepada kerangka
pengeluaran jangka menengeh dalam periode tahun anggaran, menyusun dan
mengembangkan skala prioritas dan sumber daya agar mampu meautupi seluruh
rencana pengeluaran, memberikan petunjuk dan masukan kepada agency budyet
submission (dirien anggaran) dan melakukan penilaian kembali permintaan dana dari

institusi.
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Persetujuan dilakukan oleh legislatif yang ditandai dengan penyerahan
anggaran kepada dewan sebagai baban pertimbangan, persetujuan itu meliputi
cakupan anggaran, tingkatan dokumentasi ditkuti cakupan Kewenangan persctujuan,
diskresi oleh legisiatif dalam penyesuaian anggaran, serta jadwal pelaksanaan. Tahap
ini sama dengan yang dimaksud dengan ratifikasi anggaran, vang melibatkan proses
pelitik vang cukup rumit dan berat, pimpinan eksekutif tidak hapya dituntu
managerial skill pamwun juga harys mempunyal peliticel skill yang memadal
Infergritas dan kesiapan mental yang tinggi sangat penting dalain tahap ini, karena
dalam lahap ini pimpinan eksckutif harus mempunyal kemampuan menjawab dan
memberikan argumentast atas pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif.

Setelah  anggaran disetwjui oleh legislatif, tahap sclanjutoya tabap
pelaksanaan anggaran meliputi  problem/isn negara yang tegadi  (varrants
issuance)lyang harus  segera  direalisasikan, mekanisme yang memastikan
skuntabilitas  eksekutif sesuai  kebijekan legislatif peda tahap sebelumnys,
pendistribusian anggaran, administrasi pelaksanaan, serta ensur fleksibilitas sehingga
dimungkinkaanya penyesuaian prosedur pertengaban talnm agar mencapai hasil
maksimal dan pengendalian kevangan

Tahep terakhir adalah audit dao evalvasi yaitu melakukan wverifikasi
tethadap pelaksamaan anggaran dalam  bentuk-bentuk seperti program  oudits,
Sinancial audit, laporau skuntabilitas, dan pengungkapan oleh publik (public
disclosure). Siklus pengangparan harus disesuaikan dengan kalender anggaran yang
telah ditetapkan oleh pemerintah. Proses penyusunan anggaran yang baik dan fepat
wakiu akan menghasilkan ouicomes vang optimal,

Proges penyusunan anggaran merupakan proses akuntansi dan proses
manajernen. Proses akuntansi kareng penyusunan anggaran merupskan  studi
mekanisme, prosedur merakit data, dan format anggaran. Proses manajemen karena
penyusunan anggaran merupakan proses penetapan peran tiap kepale vnit/satvan kerja
dalam peleksanaan program atau bagian dari program dan penetapan pusat-pusat
pertanggungiawaban,
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Perencanaan dalam menyiapkan angparan sangatlah penting. Bagaimanapun
juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran
strategis disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang
pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yvang beroerientasi kesasaran
masa mendatang. Semskin bergejolak lingkungan pasar, ieknologi atau ekonomi
eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun stategi. Pemikiran stralegis
manajemen, dircalisasi dalam berbagal perencanaan, dan proses integrasi keselurahan
ini didukung prosedur penganggaran organisasi .

Dalam proses penyusunan anggaran harus dapat mengkomunikasikan
tujuan organisasi, alokasl sumber daya, membernikan feedback, dan motivasi bag
pegawai. Anggaran disusun harus sesual dengan kebutuhan, konsisten dengan
strukiur organisasi dan sumber dava yang dimiliki.  Kegiatan dalam proses ini
menciptakan tujuan, rencana kegiatan, identifikesi sumber data dan sumber daya,
mengecek  sarana/fasilitas, menyusun  prakiraan, analisa kendala/hanmbatan
berdasarkan pengalaman di masa lalo dan prediksi perubshan lingkungan. Hal ini
merupakan proses yang sangat kompleks.

Ada enam tabapan proses penyusunan anggaran menurut Shim, Jae K dan
Siegel (2005 ;9
1. Setiing objecsives, dulam hal prosss penyusunan angparan adalah penting

menjadikan tjuan sebagai hal yang paling menentukan mengapa anggaran
tersebut diperiukan,

2. Anaiyzing available resources, kemudian analisa jumilah sumber daya yang
dimiliki perlu uniok menyeimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada
dengan output yang akan dibasilkan,

3. Negotiating to estimate budget components, tjuan yang telah ditetapkan
dinegosiasikan dengan kompoenen-komponen anggaran yaitu sumber-sumber
penerimaan ataupun pengeluaran,

4.  Coordinating und reviewing components, serta dilakukan koordinasi dan

review kembali terhadap komponen-komponen tersebut.
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5. Obiaining final approval, pada akhirnya proses penyusunan anggaran {ersebut
harus mendapatkan persetujuan Jari legislatif,

6. Distributing the approved budget pendistribusian hasil penyosunan anggaran
kepada pemerintahan pusaf, pemerintahan daerah, departemien tekois untuk
dijaksanakan dalam periode tahun anggaran yang telah ditetapkan serfa agar
dapat dipertanggungjawabkan.

Dari ecnam tahapan tersebut menunjukan bahwa dalam prosesnya suate
anggaran harus membuat estimasi untuk sernua komponen anggaran, menyusun
rekomendasi, melakukan revisi jika diperlukan. meoyetujui atan menciak hasil
penyusanan bagi legislatif sebelum dilaksanakan. Kesuksesan proses penyusunan

anggaran membutuhkan kerja sama selurub level dalam organisast.

2.4.  Proses Pelaksanaan Anggaran

Masa berlskunya anggaran merupakan tahun anggaran dalam rangka realisasi
pencapaian hyjudn seliap program alay target vang dianggarkan, baik auntuk anggaran
pendapatan maupin belanjanya. Aspek-aspek teknis administratif dalam proses
pengelolaan anggaran berada pada proses pelaksgnaan anggaran ini. Sehinggs proses
pelaksanaan anggaran merupakan tahap utama siklus anggaran. Peran dominan dalam
proses pengelolaan anggaran dalam proses inl, secara feknds penganggaran berada
pula pada Menteri Kevangan,

Dalam tghep pelaksanaan snggaran, hal terpenting yang barys diperhatikan
oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinys sistem informasi akuntasi dan
sistem pengendalian manajemen (Mardiasmo, 2002 172} Belanja Negara di dalam
APBN merupakan batas’ tertinggi untuk tiap jenis pengeluaran, oleh karena itu
pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Nen Departemen tidak diperkenankan
melakokan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran vang tidak tersedia di APBN.
Selain ifu juga tidak dipeckepankan melakukan pengeluaran selain dan tujuan
diadakannya belania tersebut {Arif dkk, 2002 :42).

Pelaksanaan anggaran dilakulan untuk
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Memastikan bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan
yang diijinkan secara hukum pada aspek keuvangan dan kebijakan;
Menyesuaikan pelaksanaan anggaran bagi perubahan yang signifikan di dalam
lingkungan ekonomi makro;

Memeeahkan kembali permasaizhen-permasalahan  yang muncul selama
pelaksanaan;

Mengelola perlengkapan dan menggunakan sumber daya secara efisien dan
efektif.

Sistemn pelaksaaan anggaran mempunyai 3 {tiga) sasaran utama dan sistem

pembiayaan publik, yaitu :

1)  Pengawasan jumish biaya;
23 Strategi pengalokasion sumber daya, dan
3} Efisiensi pelaksanaau operasional, Dan prosedur pelaksanaan anggaran
harus dapat memastikan bahwa sasaran keuangan diselenggarakan dengan
efeltif dan para manajer tunduk pada anggatan yang disabkan oleh
fegislatif (Schiavo-Campo dan Tommasi, 1999 1 143-144).
Pelaksapaan anggaran belania dilakukan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip vang telah ditetapkan pada Keppres No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan APBN, yaitu

4.

2.5

Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan feknis yang
divyaratkan,

Efektif, terarah, dan terkendali gesuai dengan rencana, program / kegiatan setiap
Pepartemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan potensi nastonal.

Anggaran Berbasis Kineria

Penganggaran merupakan rencana Keuangan yang secars  sisfimatis

memmnjukkan alokasi sumber daya wanusia, material, dan sumber daya Jainnya.

Berbagai variesi dalam sistem pengangparen pemerintah dikembangkan untuk

. Universitas Indonesia

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



35

melayani  berbagai tujuan termasuk gana pepgendalian keuangan, repcana

manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik.

Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai

alat pengulcuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

Penganggaran berbasis kineria merupakan metode penganggaran bagi
manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang ditvangkan dalam kegiatan-
kegiatan dengan kelvaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam
targel kineria pada setiap unit kerja. Sedanpkan bagabmana tujuan fu dicapai,
dittangkan dalam program, diikuti dengan pembiayaan pada setiap fingkat
pencapaian tujvan.

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinistken scbagai instmamen
kebijakan yang berisi satu atau lebih keglatan yang akan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah/lcmbaga untuk mencapal sagaran dan tojuan, serta memperoleh alokasi
anggaran atau kegiatan masyarakat vang dikeordinasikan cleh instansi pemeriniah.
Aktivitas tersebut disusun sebagal cara untuk mencapai kineria tahunan. Dengan kata
lain, integrasi dari rencans Kerja tahusan yang merupakan rencana operasional dari
Renstra dan anggaran tahunan merupakan komponen dan anggaran berbasis kinetja.
Elemen-clemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganpparan berbasis
kinena adalah :

13 Tujuan yang disepakatl dan ukuran pencapaiannya.

2}  Pengumpulan informasi vang sistimalls atas realisast pencapaian kinerja dapat
diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biayz dengan
prestasinya.

3) Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat digunakan dalam
manajemen perencanaan, pemrograman, penganggaran dan evaluasi,

Kondisi yang hams disiapkan sebagal faktor pemicu keberhasilan
implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, adalah
1)  Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.

2}  Fokus penyempurnaan administrasi secara t81us menerus.
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3)  Sumber daya vang cukup untuk uszha penyempumaan tersebut (uang,wakiu

dan orang).

4)  Penghargaan {reward) dan sanksi {punishment) yang jelas

5} Keinginan yang kuat untuk berhasil.

Dalam menyusun anggaran berbasis kineria perfu diperhatikan antara lain

prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas ufama dalam penyusunan anggaran berbasis

kinerja dan peranan legislatif,

1.  Prinsip-Prinsip Pengangguran

1

2)

L))

Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan,
sasaran, hasil, dan manfaet yang diperaieh masyarakat dari suaiu kegiatan
atau proyek yang diangparkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses
yang sama vnluk mengetahui proses anggaran karena menyaogkut aspirasi
dan kepentingan masyarakat, terufama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
hidup masyarakat.  Masyarakat jega berhak untuk  inenuniot
pertanggungiawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
Disiplin anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional yang dapat dicapsl untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan
belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertingg:
pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan
adanya kepastian tersedianya penerimizan dalam jumlah vang cukep dan
tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia
anggarannya. Dengan kata lain, bahwa penggunaan setiap pos anggaran
harus sesuai dengan kegiatan/proyek yvang diusutkan

Keadilan anggaran

Pemerintah wajib mengalokasiken penggunaan anggarannya secara adil
agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi
dalam pemberian pelayanan, karena pendapatan  pemerintgh  pada
hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan,
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4} Efisiensi dan efektivitas anggaran
Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azss efisiensi,
fepat  guna, tepat waktu peleksanaan, dan penggunsannya  dapat
dipertanggungjawabkan, Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan
sebaik mungkin uniuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan
yang maksimal untuk kepentingan masyarakat,
3) Disusun dengan pendekatan kinerja
Anggaran yang disusun dengan pendekalan kinerja mengutamakan upaya
pencapalan hasy kerja (ouiput/ontcome) dari perencanaan alokas: biaya atau
input vang telah ditetapkan. Hasil kerjanva herus sepadan aisu lebih besar
dari biaya atau inpui yang felah ditetapkan, Selain itu harug mampu
memumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja vang terkait.
Selain prinsip-prinsip secara umum seperti yaog telah diuraikan di atas,
Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 mengamanatkan perubahan-perubahan kunci
tentang penganggaran sebagai berikut:
1).  Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah
Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang
menyehwah, meningkatkan keterkaitan antara proses perencangan  dan
penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengaraehkan alokasi sumber
daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan vang optimal dan
lebih efisien.
Dengan melakukan proyeksi jangka menengah, dapat dikurangi ketidakpastian
di masa yang akan datang dalam penyedizan dana untek membiayai
pelaksanaan berbagal inisiatif kebijaken bary, dalam penganggaran tahunan.
Pada saat yang sama, harug pula dilitung implikasi kebijakan baru tersebut
dalam konteks keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Cara ini juga
memberikan peluang uniuk melakukan analisis apakah pemerintah perlu
melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ade, fermasuk menghentikan
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program-program yang tidak efektif, agar kebijakan-kebijakan bar dapat
diakomodasikan.
2).  Penerapan penganggaran secara terpadu
Dengan pendekatan ini, semua kegiatan instansi pemerimzh disusun secara
terpadu, termasuk mengintegrasiken anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan. Hal tersebut merupakan tahapan yang diperlukan sebagai
bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih
fransparan, dan memudahkgn penyusunan dan pelaksapaan anggaran yang
berorientasi kinerja. Dalam kaitan dengan menghitung bisya input dan menaksir
kinerja program, sangal pepfing untuk memperiimbangkan biava secara
kesclurnvhan, batk yang bersifat invesiasi msupun biays yang bersifal
operasional.
3},  Penerapan pengangparan berdasarkan kinerja

Pendekatan ini memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagal bagian dari
pengembangan  sistemn  penganggaran  berdasarkan kinera. Hal ini akan
mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya
dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam
kerangka jangka menengah. Rencana kega dan anggaran (RKA) vang disusun
berdasarkan prestasi kerja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat vang
sebesar-besarnya dengan menggunakun sumber daya yaog terbatas. Oleh karena
ltu, program dan kegiatan Kementerian Negara/lembaga atau SKPD hars
diarahkan untuk mencapai hasil dan kelusran yang telah ditetapkan sesuai
dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau rencana Keria Pemerintzh

Daerah (RKPD).
2. Aktivitas Utama dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah

mendapatkan data kuantitetif dan membuat keputusan penganggarannya. Proses
mendapatkan data kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasi dan pengertian
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tertang berbagai program yang menghasitkan output dan outcome yang diharapkan.
Data kuantitatif juga dapat memberikan informasi tentang bagsimana manfaat setiap
program terhadsp rencana strategis, Proses pengambilan keputusan harus melibatkan
setiap level dari manajemen pemerintahan, Pemilihan dan prioritas program yang
akan dianggarkan akan sangat fergantung pada data lentang farpet Kinerja yang

diharapkan dapat dicapai.
3. Perapan Legislafif daleny Penyusunan Anggaran

Alokasi anggaran setiap program di masing masing unit keria pada akhimya
sangat dipengaruhi oleh kesepakatan antava legislatif dan eksekutif. Prioritas dan
pitihan pengalokasian anggaran pada tiap unit kerja dibasilkan setelah melalni
kouordinasi diantara bagian dalam lembage eksekutif’ dan legislatif. Dalam usaha
mencapal kesepakatan, seringkalil Keterkaitan antara kinerja dan alokasi anggaran
menjadi Reksibel dan longgar namun dengan adanya Analisis Standar Belanja (ASE),

alokasi anggaran menjadi iebih rasional.

2.2.1 Kebijakan Publik (Public Policy)
a. Definisi Kebijakan Publik

Kehijakan publik merupakan cabang daxi disiplin ilmu politik yang
‘berkembang pada pertengahan tahun 1860, Menurut pendapat Edward HI dan
Sharkansky dalam Istami (1984:18), mengemukakan bahwa kebijakan publik adalab
apa yang pemerintah katakan dan dilakukan, atag tidak dilakukan. Pendapat tersebut
juga senada dengan Dye yang mengartikan "public policy is whatever governmenis
choose to or ot 10 do”. Defindsi Ini dibuat oleh Dye dengan menghubungkan pada
beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, dan Carl Fredrich.
Easton menyebutkan kebijakan publik sebagai “Kekuasaan mengalokasi nilai-nilai
untok  magyarakat secara keseluruhan,” yang mengandung konotasi tentang
kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat,
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Tidak ada suatu organisasi yang wewenangnya dapat mencakup seluruh
magyarakat kecuali pemerintah, Sementara Laswell dan Kaplan melihat “Kebijakan
sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan sebagai program yang diproyeksikan
berkensan dengan tujuan, nilai dan prakiek” (@ projected program of goals, values,
and prociices). Fredrich mengatakan bahwa yvang paling pokok bagi suate kebijakan
adalah adanya twjuan (goa!), sasaran {edjective), atau kehendak (purpose) (Abidin,
2004:20-21}.

Bedangkan Jenkins (1978:15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai
berikut :

Public policy is a set of interrelated decisions iaken by « political acior or
group of aciors concerning the selection of goals and the mewns of achieving
them within the power uf this aclors io achieve.

{Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh seseorang politisi
aiau kelompok pelitik berkaitan dengan tuivan tertents dan cara-cara
mencapainya dalam situast dimana keputusan tersebut masih dalam batas
kewenangan kekuasaan pelaku politik tersebut). ‘

Dari definisi-definist tersebut dapat disirpulkar bahwa kebijakan publik
terdiri atas unsur pemerintah pembuat kebijakan, program-program atan rangkaian
kegiatan atau tindakan terfestu untuk mencapai tujuan terfentu. Pemerintah sebgai
pembuat kebijakan berusahe untuk dapat mengatasi masalah-masalab yang sedang
dihadupi dan membuat kebijakan yang dirancang untuk menangani keadaan di masa
mendatang.  Adapun  kebijakan publik merupakan piliban  pemerintah untuk
mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesoatn dalam rangka mencapai tujuan
bagi kesejahteraan masyarakat,

Menurut Dunn (2000:98) agar suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif,
sehelum dilakukan perumusan kebijakan haruslah terlebih dahulu dilakukan analisis
kebijakan yaitu suatu aktivitas infelektual yang dilakuken dalam proses politik.
Kemudian akrivitas politik tersebut dijelaskan sebagal proses pembuatan kebijakan
(policy making process). Dalam melakukan analisis kebijakan, terdapat tiga
pendekatan, yang dapat diketabul dengan pertanvaan yang diajukan, vaitu:
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. Pendekatan cmpiris, dengan bentuk pertanyaan adakah dan akankah ada
{fakta). Dalam hal ini, tipe informast yang dibutohkan adalah deskriptif
dan prediktf.

2. Pendekatan valuatif, dengan bentuk pertanyasn apa manfaatnya {pilai}.

Dailam hal ini, tipe informasi yang dibutuhkan adalah valuatif.
Pendekatan normatif, dengan benmtuk pertanyaan apakah vang harus
diperbuat (aksi). Tipe informast yang dibutuhkan adalah perspektif.

Selanjutnya Dunn (2000:110-123} mengatakan ada lige bentuk apalisis

ted

kebijakan, vaitu

1. Analisis kebijakan prospekiif, yakni berupa produksi dan transformasi
informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan dimplementasikan
cenderung mencin cara beroperasinya para ckonom, analisis sistem dan
peneliti aperast,

2. Analisis kebijakan retrogpekiif, yakni sebagai penciptaan dan transformasi
informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan.

3. Analisis  kebijekan terintegrasi, yakmi  bentuk  analisis  yang
mengkombinasikan gaya oprasi para praktisi yang menzrul perhatian pada
penciptaan dan transformasi informast sebelum dan sesadah tindakan
kebljakan diambil.

Analisis Kkebijaken adalzh bagian dani sistern kebijakan. Svatu sistem
kebijakan mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur, yaitu kebijakan
publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Kebijakan publik dibuat oleh
badan-badan pemerinteh yang diformulasikan ke dalam bidang-bidang seperti
perdagangan, perindustrian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pelaku kebijakan
grtara fain kelompok warpga negara, perserikatan bucub, partel politik, dan agen
pemerintahl. Lingkungan kebijakan adalah konteks khusus dimana kejadian-kejadian
di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruht dan dipengaruhi oleh pembuat
kebijakan dan kebijakan publik.
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Gambar 2
Tiga Elemen Sistem Kebijakan
Pelaku
kebijakan
Lingkungan » Kebijakan
Kebijakan - Publik

Sumber ; Thomas R. Dye diadaptasi oleh dunn (2000:110)

b. Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Publik
Dalam proses kebijakan, terdapat beberapa tahapan dalam pelaksansanya.
Cochran dan Malone (1999:39-32) serta Dunn (2000:24) membaginya dalam lima
tahapan yaito ;
1. Identifikasi masalah dan penyusunan agenda
Para pejabat vang dipilib menempatkan masalah pada agenda publik
wntuk menemukan esgumsi-asumsi yang forsembunyi, mendisgoosis
penyebab-penyebab mesalah dan memetakan tujuan-tujuan.
2. Formulasi kebijakan
Para pejabat memumuskan alternatif kebijakan unfuk mengatasi masalab
disertai dengan peramalan skibat dilakukannya atau fidek dilakukannya
kebijakan tersebut di masa sken datang.
3. Adopsi kebijakan
Alternatif kebijakan yang diadopsi harus didukung oleh mayoritas
legislatif atau kongensus dari semua pihak yang terkait,
4, Fmplementasi kebijakan
Kebijakan yang telab diadopsi dilalsanaken olel wnit-unit adosinistras
yang menggerakien sumber daya,
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5. Evaluasi kebijakan
Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah pelaksanasn kebijakan sesual
dengan persyaratan dan apakah tujuan telah tercapal. Evaluasi juga
menyumbang pada klanfikasl dan kritik terhadap milai-nilal yang
mendasari kebijakan serta membantu penyesusian dan  perumusan
kembali masalah.

Secara garis besar Bromley {1989:32-33) membagi 3 (tiga) tingkatan dalam
proses kebijakan vang disusea berdasarkan hierarki seperti pada ganbar 3. Susanan
hierarki proses kebijakan mulai dari tingkatan teratas sampal dengap {ingkatan
terenclah berturut-turut adalah poficy level, orgonizationnl level, don aperational

level.
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Dari gambar 3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Policy Level

l

Instirstional Arrangement

l

Organizationai Level

Institutional Arrangement

|

Operational Level

1

Patterns of intoraction

Outeomes

l

Assessment

Sumber : Bromley, 1989:33

Pertama : pelicy level, pada tingkat ini pernyataan mengenai tujuan nasional
diformulasikan  oleh pihak legsilatif dan selanjutnys pihak  eksekutif
mengakinalisasikan tujuan ke dalam peraturan-peraturan  yang  mendukung
terlaksananya kebijakan tersebut,

Kedua : organizational level, pada tingkat ini ditetapkan organisasi atau departermen

teknis sebagai pelaksana untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut,
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Ketiga : operational level, pada tingkat ini peraturan-peraturan dijabarkan secara
teknis untuk dapat diimplementasikan oleh unit pelaksana yang berhubungan
langsung dengan masyarakat dan stakeholders. Terjadi interkasi antar berbagat pihak
vang etrkait. Wujud dari interaksi tersebut akan menghasilkan keluaran {gusput) dan
dampak (owlcome). Selanjutnya untuk menyempurnakan kebijakan diperiukan
penilaian (assessment) tethadap policy fevel dan organizational level berdasarkan

pertimbangan dampak yang terjadi.

222 Implementasi Kebijakan Publik
a, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang telah disyahkan, tidak akas bermanfast, apabila
tidak diimplemetasikan. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik
hergsaha untuk mewajudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam
realita nyata.

Implemetasi kebiiakan publik {(pubfic policy implementattion} merupakan
salah sat tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process). Menurut
George C. Edwards TI (1980:1) Implementasi Kebijakan sebagai berikut

Folicy implemeniation, s we have seen, is the stage of policy making hetween
the establishment of policy-such as the passage of a legislative aci, the issuing
of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the
promulgetion of a regulatory rule-gnd the consequences of the policy for the
people whom it affects.

(Seperti vang dapat kita libat, implemetasi kebijakan, adalah suat tahap
proses pembuatan kebijakan antara pengesahan kebijakan seperti bagian dari
kegiatan pembentukan undang-undang, penerbitan peraturan pemerintah,
proses pengambilan putusan pengadilan, atau penjabaran  peratoran
perundang-undangan dan konsekuensi kebijakan terhadap orang-orang yang
terkait}.

Sedangkan menurut kamus Webster dalam Wahab {1991:530) kebijakan
publik diartikan “to provide the means for carrying out {menyediakan sarana untuk
melaksanakan sesuatu);, fo give practical effect to {menimbulkan dampal/akibat
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terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan
suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertenty.

Mazmanian dan Sabatier menvebutkan bahwa “Implementation is the
carrying out of a basic policy decisio, usually incorporated in a statue but which can
also toke form of important executive erders or court decision. ldeddly that decision
identifies the problem (3} to be addressed, siipulates the objective (5) to be pursued,
and, in a variety of ways, “structures” the implemeniation process. The process
normally runs through o wanber of stages begianing with passage of the basic
statue, followed by the policy owtputs (decisions} of the implementing agencies, ihe
compliance of target groups with thouse decision, the actual impacts-both intended
and unintended-nf those ouipuls, the perceived impacts of agency decisions, and
finally, imporiant revisions {or altempted revisions) in the basic sianae”
{Mazmanian, et.al, 1983:20-21). Pengertian implementasi tersebut dapat diarfikan
bahwa inplementasi merupakan pelaksapaan keputusan kebijakan dasar yang
blasanya dilakukan dalam bentuk undang-undang atau perintah-perintah maupun
keputusan gksekutif maupun badan peradilan. Biasanya keputusan tersebut
mengidentifikastkan masalah yeng dihadapi, tyjuan yang ingin dicepal, dan strultur
dari proses implementasi. Proses ini normalnya melewati berbagai tahapan yaitu
pengeluaran peraturan dasarnya, diikueti keputusan kebijakan dari agen pelaksana,
dampak aktual, dan terakhir revisi terhadap aturan dasarnya.

Selanjutaya Van Meter dan Van Hom mengemukakan bahwa implementasi
diartikan sebagai “those actions by public and private individugis {or groups) that
are directed at the achievemenr of objectives sel forth in prior policy decisions. This
includes both one time efforts to transform decisions into operational terms, as wells
as conlinuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy
desicions (1975:14) atau dapat diartikan bahwa implementasi diartikan scbagai suatu
tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pthak pemerintzh maupun individu (atan
kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada

suaty saal berusaha untuk mentrasformasikan keputusan merngadi pola operasional,
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serta melanjutkan usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun
vang kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan tertentu.

Dengan demikian berdasarkan definisi implementasi kebijakan publik yang
dikemukakan diatas, maka penulis hanya akan membahas faktor-fakior yang
mempengaruhl implementasi standar skunfansi pemerintahan serta dampak dari

penerapan implementasi tersebut.

2.2.3 Moedel-Model Implementasi Kebijakan Publik
A} Model George C. Edwards I (1950)

Edwards I (1980:9-10) mengatakan ada empat faktor ataa variabel utamg
vang perlu dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan vaitu : komunikasi
(communication), sumber-sumber (resources), diposisi ataw sikap {(disposifions or
aftitudes), dan strukiur birokrasi (bureaucratic sirufurs).

a, Komunikasi (communicarion)

Agar implementasi kebijakan efektif maka pihak yang bertanggung jawab
dalam implementasi kebijakan harus mengetahui dengan jelas aps vang harus
dilakukan. Petunjuk atau perintah ontuk implementast kebijakan harus diterusian
kepada personil yang tepat dengan jelas, akurat dan konsisten. Perintah harus secara
jelas menerangkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Berbagai
petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan tidak boleh kontradiktif agar pelaksana mudah
untuk mengikutinya (George C. Edwands 111, 1980:17).

Proses implementasi kebijakan yang efekiif, sangat ditentukan oleh
kejelasan dengan mana standar dan tujuan dicantumkan dan dikormmikasikan kepada
para pelaksana {fmplementorsy secara konsisten dan akwrat (gocwracy owd
consistency}. Maka dapat disimpulkan komunikast kebijakan mencakop dimensi ;

1. Dimensi transformasi (frausmiission), mengandung pengertian bahwa
sebelum pejabat dapal mengimplementasikan suatu keputusan, la barus
menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suat perintah untuk
pelaksanaannya telah dikelvarkan, Namun ada beberapa hambatan yang

timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi, antara
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lain pertentangan pendapat antara pera pelaksana dengan perintah yang

dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, informasi melewati berlapis-lapis
hierarki birokrasi, serta persepsi vang selektif dan ketidakmauan para
pelaksana untuk mengetabui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan,

Ada beberapa saluran komunikasi dalam organisasi. Menurut Kasim

(1989:71-77} pada komunikasi formal dapat diidentifikasikan menjadi

tiga yaiiu :

a)

b)

Komunikasi ke hawah

Komumikesi ini daleh komunikasi yang berasal darl pimpinan
tertinggi ditvjukan kepada pimpinan menengsh, kepada manajemen
tingkat rendah dan terus kepada para bawshan, Fungsinya adalab
memberi  pengarahan, instruksi, indokirinasi, evaluasi  dan
sebapainya., Makin rendah tingkat hierarkhi makin rinci perintah
atau wstroksi yang dikomunikasikan.

Disamping mengkomunikasikan perintal, komumikasi kebawak
joga berkaitan dengan informasi temtang fujuan  organdsasi,
kebijakan, peraturan, insentif, manfaat, hak-hak kbhusus, umpan
balik dari atasen atas hast pelaksansan tugas bawshan dan
sebagainya, Media yang dipakai untuk komunikasi meliputi rapat,
telepon, memo dan perfemuan tatap muka Selsin fte dapat juga
digunakan buletin, poster, papan pengumuman dan sebagainya.
Komunikasi ke atas

Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang berasal dari bawahan
dan ditujukan ke atasan, biasanya bergerak menurut geris hierarkhi
dalam organisasi. Fungsinya untuk mengetahui kegiatan-kegiatan
para bawzhan termasuk keputusan yang ekan dibuat dan bagaimana
prestasi kerja (performans).

Bentuk komunikasi ini meliputi laporan pelaksanaan pekerjaan,
saran-saran, rekomendasl, rencana anggaran, pendapat keluhan,

permintaan bantuan dan sebagainya. Sementara media yang dipakat
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adalah rapat-rapat, laporan tertulis, memo, telepon, pertemuan
langsung {(iatap nwika). Disamping itu, dapat digunakan survai,
pertemuzn khusus antara pimipinan dengan pekerja, panitia khusus,
dafrar pertanyaan, informan dan sebagainya.
¢}  Komunikasi lateral
Komunikasi lateral terjadi antara orang-orang yang mendudukin
jobatan yang setingkat dalam siruktur organisasi (komunikasi
horizontal) dan antara orang-orang yang menduduki jabatan vang
berbeda tingkatannya tetapi tidak ada hubungan komando lansung
(komunikas) diagonal). Komunikasi ini terjadi secara teratur
diantara para pekerja yang bekerasama sebagai satu tim, antars
anggota dan kelompok kerja yang mempunyai tugas yang saling
tergantung, antara fepaga staf dan lini dan sebagainya, Pola
komunikasi yang dipakai adala pertermuan tatsp muke, telspon,
memo, order kerja, dan sebagianya.
Fungsi ufamanya adalah koordinasi dan pemecahan masalah.
Komunikasi lateral lebih cepat efektif dibandingkan dengan
komunikasi melalui saluran hierarkhi karena komunikast ini selalu
langsung antara pejabat vang bersangkutan,
2. Dimensi kejelasan {clariry), artinga kebijakan ditmplementasikan
sebagaimana yang dilnginkan, maka petunjuk pelaksana tidak hanya
' harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, melainkan juga komunikasi
kebijakan terscbut harus jelas. Edwards mengidentifikasikan enam faktor
yang mendorong ferjadinya ketidakielasan komunikasi kebijakan, yaitu
kompleksitas kebfjakan publik, keinginan untuk tidek menggzanggu
kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan,
masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari
pertanggungiawaban  kebijskan, dan sifst  pembuatan  kebijakan
pengadilan (Edwards, 1986:26).
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3. Dimensi konsistensi {consisfency), mengandung pengertian bahwa jika

implementasi kebijakan ingin berfangsung efektif| maka perintah-perintah
pelaksanaan  harus  konsisten dan jelas. Walanpun perintah  yang
disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai uvnsur kejelasan,
tetapt apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak
akan memudahkan pars pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya
dengan baik. Di sist lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak
konsisten skan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang

sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

b. Sumber daya (resources)

Petuniuk-petumjuk  dalam  melakuken  implementasi mungkin  telah

ditransmisikan dengan jelas, akurat, dan konsisten, tetapi jika sumber daya vang

dibutuhkan dalam implementasi kurang atan tidak tersedia maka lmplementasi
kebijakan tidak akan efektif (George C, Bdwards II, 1980:11).
Sumber daya dalam implementasi kebijakan antara lain adalah

1

Sumber Daya Manusia (S813M)

Sumber daya yang paling penting adalah SDM, implementast akan

berjalan efekif  jika jumlah SDM yang tersedia cukup memadai dan

memiliki keterampilan/keahlian, pelatihan dan pendidikan sesuai dengan

standar kualifikasi yang ditentukan,

Menurat Nawawt (2000:10) ada 3 pengertian 8DM yaitu

a)  manusia yang bekerja dilingkangan svatu organisasi {disebut jupa
personil, tenaga kerja, pogawai atau karyawan)

b) tens] manusia sebagai penggerak organisasi dalam menwujudkan
cksistensinya.

¢) potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal {non
matenial/pon finansial) di dalam organisasi bisnis yang dapat
diwujudkan menjadi potensi nyata {real) secara fistk dan non fisik

dalam mewujudkan grganisasi.
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Menurut Sulistiyani dan Roesidah  (2003:9) SDM  adalah  potensi
manusiawi yang melekat keberadaannya pada sescorang yang meliputi
fisik dan non fisik. Potensi fisik adalah kemampuan fisik vang
terakurnulasi pada seorang pegawal, sedangkan potensi non fisik adalah
kemampuan seorang pegawai vang terakurnulasi baik dari latar belakang
pengeiahuan, intelegensi, keahlian, ketersmpilan dan human relation.
Kedua pengertian ini dapat disimpulkan baliwa SDM itu meliputi potensi
yvang ada pada diri sescorang pegawal baik fisik maupun pon fisik
Dengan  demikian = pelaksanaan  suatu  kegiatankebijakan  sangat
bergantung kepada potensi/kemampuan atau kualitas serta kuantitas
pegawal vang ada dalam organisasi.

Informasi

Informasi  yang relevan dan cukup tentang bagaimana caca
mengimplementasikan suatu kebijakan dan kerelaan atan kesanggupan
dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.
Hal yang demikian int dimaksudkan, sger para pelaksana tidak akan
melakukan spatu kesalaﬁan dalam menginterprestasikan tentang cara
bagaimana mengimplementasikan atauw melaksanakan kebijakan tersehut.
Disamping itu unfuk menyadarkan orang-orang vang ferlibat dalam
implementasi agar mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa vang
menjadi tugas dan kewaiibannya.

Dana

Diperlukan  unfuk  membiayali  operasionalisasi  implementasi
kebijaksanaan.

Kewenangan

Diperlukan untuk menjamin dan menyakinkan bahwa kebijaksanaan yang
akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.
Pemberian wewenang disesvaikan dengan fungsi dan jabafan setiap

pelaksana.
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8. Fasilitas
Merupakan sarapa yang digunakan untuk operasionalisasi implemeniasi
suaty kebijakan yang meliputi, antara Jain gedung, tanah, savanz yang
kesemuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam
implementast kebijakan.
¢, Disposisi atan sikap {(dispositions or aititudes)

Disposisi berhubungan dengan kecenderungan/sikap dari pelsksana vang
dipengaruhi oleh pandangan dan kepentingan kelompok atav individu dalam
melaksanakan Implementasi kebijakan. Pada kenyataannya anplemenfor sering
menggunakan kecenderungan tersebut dibanding mengikuti peturguk yang telah
ditetapkan dalam kebijakan {(George C. Edwards HI, 1980:53).

d. Struktur birokrasi (bureaucratic strufure}

Strukiur birokrasi mencakup Standard Operating Procedures (SOPs) dan
dimensi  fragmentation. SOPs berkembang sebagai  respon  intermal  unmtuk
mempermudah dan menyeragamkan tindakan sehingga lebih efisien. Tetapl yang
perlu diperhatikan dalam SOPs perlu disesuaikan dengan perubaban yang ada
sehingga tidak merintang( implementasi,

Dimensi Fragmentaiion menegaskan bahwa struktur birokrasi yang
terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana
kebijekan akan punya kesempatan yang besar berita/instruksinya akan terganggu.
Fragmentasi birokragi akan membatasi kemaropuan para pejabat puncak untuk
mengkeordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam spate yuridiksi tertentu,
akibatnya terjadi ketidakefisionan dan pemborosan surmber daya.

Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan strukitur  birokrasi
sebagaimana disebutkan di atas akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan
kepagalan implementasi svatu kebijakan publik. Secara skematis model proses
implementasi kebijakan publik dapat dilihat pada pambar 4 di bawah ini
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Sumber daya

Implementasi

—

b} Model Merilee 8. Grindle (1980)
Merurut Grindle {1980:8-14) implementasi kebijakan dipengarubi olch isi

kebijakan dan konteks implementasinya {content of policy and context of policy). Isi

kebijakan mencakup :

4,

Pihak yang kepentingannya dipengarubi.

Individu/kelompok yang bersentuhan  dalam  implementasi
kebijakan  mungkin merasa  diontungkan feiapt  dapat pula
sebaliknya merasa dirugikam. Sehingga pihak yang merasa
kepentinganaya terancam akan melakukan perlawanan,

Jenis manfaat yang akan dibasilkan.

Maofaat yang diperoleh bisa secara kolektif maupun terpisah.
Kebijakan yang bermanfaat secara kolektif biasanya lebih mudah

diimplementasikan.
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4

Derajat perubaban yang dibarapkan.

Derajat perubahan menyangkut perubahan perilaku dari pihak yang
memperoleh manfaat (beneficiaries). Tingkat perubahan perilaku
dipengarubi oleh manfaat kebijakan maupun waktu untuk mencapai
tujuan kebijakan.

Kedudukan pengambil keputusan,

Kedudukan pengambil keputusan terkait dengan jabatan organisasi
secara straktural maupun secara geografis.

Pelaksana program.

Keaitian, keaklifan dan tanggung jawab pelaksana program
menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Swmber daya yang dilibatkan.

Sementara konteks implementasinya adalah ;

a.

Kekuasaan, kepentingan dan strategi akior yang terlibat
Implementas: kebijakan melibatkan berbagai akter mempunyai
proses administrasi pengambilan keputusan. Masing-masing aktor
mempunyal posisi  dan  kepentingan khusus yang dapar
menyebablkan konflik kepentingan melalui strategi yang digunakan.
Karakteristik lembaga dan penguasa.

Interaksi dalam persaingan akior memperebutkan sumber daya,
tanggapan dari pejabat pelaksana dan elite politik dipengaruhi oleh
karakteristik dari lembaga dan penguasa yang terkait.

Kepatahan dan daya tanggap.

Kepatuhan {compliance) untuk mencapai tujuan kebijakan dan days
tanggap (respounsiveness) adalah msalah yang sangat penting dalam
implementasi kebijakan. Untuk mencapai kepatuhan maka para
pejabat pelaksana haros mendapatkan dukungan dari badan
pelaksana program, elite politik vang terkait dan pihek penerima
manfaat (bengficiaries). Apabila etrjadi perlawanan dari pihak yang
merasa  dirugikan maka pejabat  pelaksanaz harus  mampu
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mengalibkan perlawanan tersebut misalnyas melalut bargaining,
penyesuaian {accomodation) dan konflik.

Daya tanggap harus dimiliki oleh setiap lembaga publik untuk mengetahui
informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluas: keberhastlan implementasi
kebijakan. Daya tanggap tersehot tidak hanya pemberian fleksibilitas, dukungan,
umpan balik tetapi juga melakukan kontrs! {pengendalian} dalam pencapaian tujuan
kebijakan yang telah ditetapkan.

Model implementasi kebijakan menurut Grindle dapat dilihat dalam gambar
5 dibawah ini ;

Tujuan Kebijakan

Melaksanakasn kegiatan

Dipengaruhi ofeh

(a) is; kebijakan

. Kepentingan yang dipengaruhi

Tipe manfaat

Derajat perubahan vang diharapkan

Letak pengambilan keputusan

Pelaksans Program

Sumber daya yang dilibatkan

) K{}nwks implementass

i. Kekuasaan, kepentingan dan
Strategi aktor yang terlibat

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

3. Kepatuhan dan daya langgap

Ot f @ b

Tuan yang dicapai Hasil kebijakan :

a. Dampak pada masyarakat,
individu, kelompok

t.  Perubahan dan penedmaan
oleh magsyarakat

Program sksi dan
Proyek individy yvang
Didesain dan dibiayal

Program vang dijalankan
Seperti yang direncanakan?

Mengukur keberhasilan
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¢) Model Donald Van Meter dap Carl Van Hore (1975)

Meter dan Homn mermuskan sebuah abstraksi yvang memperlihatkan

hubungan antar berbagal faklor yang mempengaruly basil atau kinerja suatu

kebijakan. Implemnentasi kebijakan yang pada dasamya secara sengaja dilekukan

untuk meraih kinerja yang tingsgi berlangsung dalam antarhubungan berbagai faktor,

Meter dan Hom mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi

kinerja implementas, yaitu :

I, Variabel utama

a.

Standar dan tujuan

Standar dan tujuan dalam melaksanakan setiap program kebijakan
harus jelas. Pemyataan standar dan fujuan dapat melalui pernyataan
pembuat kebijakan dalam peraturan, maupun peturgjuk pelaksansan
program

Sumber dava

Implementasi kebijakan perlu dokungan sumberdaya manusia
(hurpan resources} maupun sumberdaya non-manusia {non- human

TESOUHICRs),

2.  Variabel antara

a,

Aktivitas implemeiasi dan komunikasi antar organisasi

Standar dan twjuan kebijakan perlo dipabhami demgan jelas oleh
semuz pelaksana, Untuk itu diperlukan komunikasi yang akurat,
konsisten dan seragam

Karakieristik badan/instansi pelaksana

Krakteristk badan pelaksana meliputi kompetensi dan ukuran staf,
dukungan politik, vitalitas organisasi, derajat kommnikasi dan
hubungan pelaksana dan pembuat kebijakan.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
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Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang dapat mempengaruhi
implementasi  kebijakan dapat diidentifikasi dengan melihat
ketersediaan sumber daya ckonomi, dan dukungan atau penclakan
dari kaum elit, mavupun pihak terkait terkait tenmasnk kelompok
kepentingan swasta.

d. Xecenderungan dari pelaksana
Terdapat tiga jenis kecenderungan/respon pelaksana  yang
mempengaruhi  kemampuan dan Kemauan untuk melaksanakan
kebijakan, Perfama, pengetahuan {(cognition), pemabaman dan
pendalaman  {(comprehention and  understanding)  terhadap
kebijakan. Kedya, arah dan respon pelaksana apakah menerima,
nefral atan menolak (geceplance, neutrality, and rejection), Ketiga,
intensitas terhadap kebijakan.

d} Model Maniel A. Mazmanian dan Pgsaul A, Sabatier (A Frame Work for
Implementation Analisys) {1983)

Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, vakni karakieristik dari masalah
{tractability of the problems), karskteristik kebijakan (abilify of statute to structure
implementation), den lingkungan kebijakan (nonstetutory variables affecting
implementation (Subarsono, 20035:94-99).

Universitas Indonesia

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



BAB I
METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penclitian

Metode dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis
yang bersifat gabungan antara kuantitatif dan kvalitatif. Sedangkan desain penelitian
mengunakan Inetoade survey sehagal metode pelaksanaanys, dengan pendekatan
melalut skala pengukuran model likert, dimana mformasi dikumpolkan  dari
responden  dengan  menggumakan  kuesioner. Penelitian  survey merupakan
pengumpulan  data  ferbadap sampel. Karens tujuan  survey adalah  untuk
menggambarkan karakteristik dari sejumlah besar populasi oleh karena itu maka
sampel menpadi 1su yang penting dalam survey. Hel ini karena sampel harus dapat
mewakili atau mencerminkan populasi { Eowan Apus Purwamto & Dysh Ratih,
2007:60).

Selain periimbangan jumlah sampel, ada beberapa pertimbangan untuk
melakukan penelitian survey. Pertimbangan — pertimbangan ftu antara lain ;

1. Penclitian survey dapat digunakan untuk sampel vang besar

2. Penelitian survey dapat digunakan untuk mendapatkan informasi/data yang tidak
dapat diperoleh dari sumber lain

Dengan kuesioner dapat menghasitkan data/mformast yang beragam dari setiap

L

responden/individu dengan variabel penelitian yang banyak. Hal ind sangat berarti
untuk analisa.
4. Data yang diperoleh dari sampe] dapat digeneralisasikan pada populasi.

Penulis memilih metode ind karena pertimbangan : a). Wakty, baik untuk
penclitian yang cukup singkat, maupun wakte yang digunakan oleh penulis dalam
melaksanakan tugas-tugas rutin yang menjadi kewajiban penulis; b). Biaya, karena
variabel penelitian penulis erat kaitannya dengan angparan yang tersedia; ¢). Tenaga,
diperlukan tenaga untuk dapat mengolah data-data penelitian yang cukup banyak dan

bervariasi menjadi informasi yang bergana.
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32 Tempat dan Objek Penelitian

Penclitiun ini dilaksanakan pada Satuan Kerja di lingkungan Sckeetariat
Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asast Manusia.

3.3.  Pembatasan Penelitian

Masalah yang diteliti perlu dibatasi agar pemelitian dapat lebih terfokus
pada bagian fertentn dari permasalahan yang dientukan. Penelitian difokuskan
kepada implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat
Jenderal. Sekeetariat Jenderal, denpan data-data yong diberikan oleh setiap Kantor
Wilayah dan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemesn Hukum dan HAM,
Namun dikarenakan keterbatasan wakfu untuk penelitian maka saya hanya
mengambil populasi dad Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis saja, dengan
jumlah populasi 33 Kantor Wilayah dan 705 Unit Pelaksana Tekanis.

Wawancara mendalam dilakukan dengan setiap orang yang teriibat dalam
pembuat kebijakan di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM,
diantaranya adalah :

1. Kepala Bagian Pelaksapaan Anggaran
2. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggacan

3.4, Tekoik Pengumpulan Data

Untuk keperluan analisis data, penlitian ini tmemerlukan sejumiah data
pendukung yang berasal dari datam lingkungan biro keuangan dan bivo perencanaan
Sekretariat Jenderal. QOleh karena itu teknik pengumpulan daty menggunakan teknik
wawancara dan kuesioner,
. Penyebaran kuesioner

Teknik dengan penyebaran kuesioner digunakean untuk menggall atan
mengumpulkan data fentang persepsi responden terbadap implementasi kebijakan
anggaran berbasis kinerja. Kuesioner ini berisi pertanyaan yang dirancang untuk
mengukur variabel dengen skala Likert. Skala Likert berbentok kuesioner digunakan

untuk mengukur pendapat dan persepst sezeorang atau sekelompok orang tentang
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fenomena sosial. Skala likert dikembangkan dengan asumsi bahwa instrumen
demikian akan memudahkan pengumpulan data, karena dalam waktu yang relatif
singkat dapat segera dikumpulkan dalam jumlah yang banyak. Dalam penelitian ini
kuesioner digunakan untuk mempertajam analisis data hasil penelitian kualitatif dan
digunakan untuk melengkapi data vang tidak diperoleh dari wawancara.

Mengirin atay menyebar daftar pertanvaan untuk mengumpulkan data dari
populasi atau responden yang terdibat dengan materi penelitian, Dalam: penelitian ini
tetah diteiapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut scbagal
variabel penelitian. Variabel yang akan diukur dijabarkan dalam indikator. Indikator
dijabarkan nienjadi butir-pertanyzan di dalam kuesioner setiap variabel. Kuesioner
digunakan untuk mengetahui tanggapan atau persepsi dari responden yang diajukan.
Kelemahan metade ini terletak adanya unsur yang tidak disadart yang tidak dapat
diungkaplkan. Dalam skala likert jawaban responden mempunyval tingkatan dari
sangal positif sampal dengan sangat negatif, Kuesioner vang digunakan adalah closed
question dengan alternatif jawaban dan skor dani setiap jawaban tersebut adalah

Altematif iawaban dengan 5 gradasi Skor setiap jawaban dari
pilihan pertanyasn
Sangat Tidak Setuiu 1
Tidak Setzin 2
Ragu — Ragu 3
Setuju 4
Sangat Setuju 5

Sumber: Hasil Penclitian (Diolah Peneliti)

Terhadap jawaban dari regponden kemudian dibuat persentase (%), dimana
persentase yang paling besar dianggap sebagal jawaban yang memungkinkan untuk
digunakan sebagai unsur penijaian dan kemudian dipersepsikan.
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Kuesioner ini terdiri dari erupat aspek vaitu
1) Aspek sumber daya
Kuesioner ini mengacu kepada teori George C. Edwards I, yang terdin dari
indikator
a. Staf/ Tenaga Pelaksana
b, Informasi
¢.  Wewenang
d. Fasilitas Fisik
Kuesiover dalam penelitian ini menggunakan bentuk skala fikert, dimulai dari
jawaban sangat tidak setujn, tidak setu, rage — ragy, sehupu, dan sangat seiuiy,
2} Aspek komunikasi
Kuesioner ini mengacu kepada teori Geerge . Edwards 11}, yang terdini dari
indikator :
a8  Transmist
b. Dimensi kejelasan {clarity}
c. Dimensi konsistensi (consisteney)
Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan bentuk skale fiker!, dimwlai darl
jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu - ragu, setuju, dan sangat semju.
3 Aspek sikap/disposisi
Kuesioner ini mengacu kepada feort George . Edwards Iif, yang terdin dagt
indikator :
a.  Sikap dari para pelaksana
b. Pandangan kepentingan kelompek  ataw  individe  dalam
melaksanakan implementasi kebljakan
Kuesioner dalam penelition ini menggunakan bentuk skula fkers, dimulai dar
jawaban sangat tidak setajn, tidak setujn, ragu - raguy, setuju, dan sangat setaju.
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4) Aspek struktur birokrasi
Kxesioner ini mengacu kepada teors George C. Bdwards 11, yang terdiri dari

indikator
a.  Standard Operating Procedures (SOPs)
b, Penyebaran Tanggung Jawab

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan bentuk skafa fikert, dimuiai dari

Jjawaban sangat tidak setwju, tidak setuju, ragu — ragy, setuju, dan sangat setuju.
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Tabhet 3.1
Konsep Operasional
Yariabel Indikator Sumber date
Primey
i, Komunikasi Kuisioner dan Wawancam

+ Transmisi » Pendistribusian informasi kebijakan ABK
« Ialinan Komunikast antara unit Pembing denga Satker
* Kejelasan » Pemuahaman maksud dan tjnan kebijakan ABK.
. + Konsultas: dalam menghadapt permasalaban
» Konsistensi o Kongistensi Informasi
Z. Sumber Daya Kuoisionsr dan Wawanoura
» StaffTenaga ¢ Kuantitas
Pelaksana « Kuoalitas
o Informasi » Pemahaman
o Kewsnangan + Kewenangen pstugas
%

e Fasilitas Fisik

Ketersedizan Sarana dan Prasarane

3., Bikap/Disposisi

| Kuisioner dan Wawancara

» Sikap » Tanggung Jawab
» Perhatian terhadap potugas
o Retaaian
o Komitmen « Pemeberian dukungan
« Kedisiplinan
» Pengiriman daia dukung
4, Struktur Birokrasi Kuisioner dan Wawancara
» S0P » Petunjuk Teknis
» Pelaksanasn kewenangan
* Penyeligan s Fiisien dan efektifitas koordinasi
Tanggung jawab | « Bentok struktur organisasi
» Kesgrapaman i
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b. Wawancars

Teknik wawancars merupakan teknik pengumpuian data dengan
rmengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Selanjutnya fawaban-jawaban
dari responden dicatat atau direkam. Teknik wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara berstruktur. Hal ini berarti kalimat dan wrutan
yang diajukan harus mengiketi pedoman. Pedoman wawancara dibuat agar
pertanyaan dapat disampaikan secara sisternatis dan tidak menyimpang dari tujuan
penchitian,

Dalam penelitian ini, wawancara dilakuken dengan cara dirckam
berdasarkan panduan wawancara. Wawancwa dilakukan dengan mendatang
informan secars pribadi atau berdasarkan kesepakatan dengon informan.

Wawancara dilakukan dengan dua orang peiabat yang ada di lingkuagan
Sekretariat Jenderal. Dipilihnya dua orang pejabat karena mereka merupakan

penibuat kebijakan dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja,

3.5,  Popuiasi dan Sampel

Dalam penelitian inl, populasi dan sampel merupskan suatu cara untek
mendapatkan data kvantitatif sebagai baban pemahaman alaw pendukung dari
penjelasan yang bersifat deskriptif untuk mendapatkan informasi yang Iebih
mendalam, Menurut pendapat Arikunto {1998:117) tentang populasi dan sampel
adaizh sshagai bertkut :

“Fika kita hanya akan mencliti sebagion dari populasi, maka penelition
tersebut disebut penelitian sampel. Sampel zdalah sebagian atap wakil
populasi. Dinamakan  sampel apabila  kita  bermeksud  untuk
menggeneralisasikan hastl penelitian sampel. Yang dimaksud dengan
menggeneralisasikan adalah mgngangkat kesimpuian penelitian sebagai
sesuatu yang berlaku bagi populasi.”

Populasi dalam penelitian ini untok meagetahni implementasi kebijakan
anggaran berbasis kinerja pada Biro Perencanaan <an Biro Keuangan Departemen
Hukum dan HAM. Yang salah satn penyebabnya dalam penyusvnan dan
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pelaksanaan anggaran adalah belum sepenuvhnya dilakukan sesuai dengan konsep
Anggaran Berbasis Kineria,
Populasi dalam penelitian ini adalab populasi terbatas karena sumber
data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnysa.
Teknik untuk mengukur sampel, peneliti memakai Simple Random
Sampling menggenakan rumus dari Tero Yamane yang dikutip oleh Rakhmat
{1998:82} sebagai berikut ;

N
n=
M.d?+ 1
Keterangan: n = Iymiah sampel
N = Jumlah populasi
g* = Presisi yang ditetapkan

Diketahui jumiah populasi pejabat kantor wilzysh dan unit pelaksana
teknis vang ferhibat fangsung dalam  kegiatan penyusunan anggaran  dan
pelaksansan anggaran di lingkungan Departemen Hukum dan HAM sebesar N =
738 pejabat dan tingkat presisi yang ditelapkan sebesar = 10%, maka jumlah
sampeinya;

738

=
(738 {0,1¥ + 1

1 = 88 responden

Sesual dengan hasil perhitungan dlatas, maka pengambilan sampel pada
kantor wilayah sebanyak 33 pejabat di kantor wilayah dan 705 pejebat di unit
pelaksana teknis diambil secara random dengan mengambil 10 % dari jumilah
pejabat di kantor wilayah dan unit pelaksana teknis yaitu sebanyak 88 responden.

Berdasarkan sifatnya, populasi dalam penelitian ini dapat dikatakan
sebagai populast homogen yaitu sumber datanya memiliki sifat yang sama

sehingga tidak perlu memperscalkan jumlshnya secara Kuantitatif. Teknik
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pengambilan  sampel dilakukan  dengan Stmple Random  Sampling  yait
pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa

memperhatikan strata datam anggota populasi tersebut,
3.6, Metede dan Teknik Pengolahan Daia

Dalam penelitian ini pemrosesan data akan menggunakan banbian
programi  SPSS 1680 (Statistical Package for Staristical Srience). Untuk
menganalisis jawaban-jawaban responden akan dipakat statistik deskriptif. Selain
iy, statistik deskriptif juga dipakai untuk mendeskriptitkan obyek yang diteliti
melalul data sampel seperti apa adanya. Dalam penelitian ini, data hasil penelitian
akan disajikan datam bentuk tabel karena dianggap lebih cfisien dan komunikatif.
Rentang kriteria dafam menganalisis total skor ratawrata dari sctiap variabel
dengan cara menjumlahkan tofal skor mtaaata jalo dibagi empat sesua) depgan

jumiah variabel lalu didapatkan kriteria dari analisis tersebut.

Skor | Remtang Kriteria /| Perhitungan Rentang Skala
gradasi jawaban Rentang Kriteria
1 Sangat Tidak Baik 1 119
2 | Tidak Baik 2 229
3 Sedang 3 3~3.9
3 | Baik 4 449
4 Sangat Batk 5 5
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BAB1IV
GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

4.1. Sejarah Umum Deparremen Hukum dan HAM
Berdasarkan Keputusan Mentent Hukum dan Hak Asast Manusia Republik
Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007, tanggal 28 April 2607, Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan salah satu vasur

pelaksana pemerintah vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas Pakek dan Fungsi

Departemen  Hukum dan Hak  Asasi Manusia Republik  Indonesia

mempunyal tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian fugas

pemerintzhan dibidang Hukum dan Hak Asast Manusia. Dalam melaksanakan tugas

tersebut Departemen Hukumn dan Hak Asasi Manusia RI menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

.

Peruprusan kebiiakan nasional, kebilakan pelaksansan, dan kebijakan
teknis dibidang hukum dan hak asasi manusia;

Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
Pengelolaan barang milik/ekayaan negara yang menjadi tanggung
jawabnya;

Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;

Penyampaian laporan hasii evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang

tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Susunan Organisasi
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari

&.

b.

Sekretarial Jenderal;
Direktorat Jenderal Peraturan Pertndang-undangan;

Universitas indonesia
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Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
[hrektorat Jenderal Pemasyarakatan;

e o

44

Direktorat Jenderal Imigrasi;
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelekiual

s

g. Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia;
L. inspektorat Jenderal;

Badan Pembinaan Hukum Nasional;

ki

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusiz;
. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM; dan
Staf Ahh.

- s

4.2, Visi dan Misi Departemen Hukum dan Halc Asasi Manusia

Yist Depariemen Hukam dan HAM

"Terwujudnya Sistern dan Politik Hukum Nasional vang mantap dalam

rangka tegaknya Supremasi Hukum dan HAM untuk menanjang tercapainya

kehidupan masyarakat yang aman, rukun, damai, adil, dan sejahtera”.

-Mist Departemen Hukum dan HAM

1.
2.

e S -

Menyusun perencanaan hukuny

Membentuk, menyempurnakan, memperbaharyi hukum, dan peraturan
perundag-undangar;

Melaksanakan penerapan lwkum, pelayanan huknm dan penepakan hukum;
Melakuokan pembinaan dan pengembangan hukum,

Meningkatkan dan memantapkan pengawasan hukum;

Meningkatian dan memantapkan kesadaran dan bodaya hukum masyarakat;
Memngkatkan dan memantapkan jarngan dokumentasi dan informasi
hukum Nasional;

Meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pereenuhan, dan

penghormatan hak asasi manusia;
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9, Melaksanakan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM;

10. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia aparator hukum;

11. Meningkatkan dan melindungi karyz intelektual dan kerva budaya yang
inovastif dan inventif;

12. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

4.3, SERRETARIAT JENDERAL

Sekretariat  Jenderal mempunyai  fugas  melaksanakan  koordinasi
pelaksanaan fugas serta pombinaan dan  pemberian dukungan administrasi
Departemen.  Dalam  melaksanan  tugasnya tersebut,  Sekretaniat  Jenderal

menyelengparakan fungst :

a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisast dil ingkungan
Departemen;

k. Penyelenggaraun pengelolaan administrasi umum untuk mendukung
kelancaran pelaksansan tugas dan fungsi Departemen;

e. Penyelenggarsan hubungan kerja di bidang adminisirast dengan
Rementerian Koordinator, Kementerian Negara, Depademen lain,
Lembaga Pemeriniah Non Departemen, dan lembaga lain vang terkait;

d. Pelaksanzan tugas lain vang diberikan oleh Menter.

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

a. Biro Perencanaan;

&

Biro Kepegawatan;
Biro Keuangan;

Biro Perlengkapan;
Biro Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri;

B0

o

{ Biro Umum.
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4.4. BIRO KEUANGAN

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan
koordinasi, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Departemen berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Biro Keuvangan menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyiapan bahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Departemen;

b, Pembinaan, pengelolaan dan koordinas: terhadap pelaksanaan Anggaian
Pendapatan dan Belanjz Negara Departemen;

c. Penyusupnan dan perumusan pelaksamaan Daftar Isian Pelaksaan
Anggaran (IDIPA) Departemen;

d. Penyusunan Revisi DIPA Depariémen;

. Pelaksanaan pengeluaran keuangan Deparfemen;

f. Pelaksangan dan pesgujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan
penerbitan Surat Perintah Membayar (8PM) Departermen;

g. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penata usahasn administrasi
keuangan Departemen;

h. Peleksanaan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuvangan Departemen;

i. Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan;

j. Pelaksanaan penyelesaian kerugian negara;

k. Pelaksanaan urusan tala ussha biro kevangan.

Biro Keuangan terdiri dari :

Bagian Pelaksanaan Anggaran;

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Kevangan,;

Bagian Pengujian dan Penerbitan Surat Perintah Membayar;

mop owop

Bagian Akuntansi dan Pelaporan,
Kelompok Jabatan Fungsional.

o
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Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen, Penyusenan dan  perumusan

pelaksanaan DMPA, Revisi DIPA seria bimbingan teknds pelaksanaan anggaran.

Dalam  melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pelaksanaan Anggaran

menyelenggarakan fungsi

8. Penyiapan pelaksanaan APBN Departermen;

b.  Penyiapan penyusunan dan peramusan pelaksanaan DIPA;

c.  Penylapan revisi DIPA;
Penyusunan dan revisi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
DIPA;
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

f.  Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.

Bagizu Pelaksanaan Anggaran terdird dari ;

a,

Subbagian Pelaksanaan Anggaran 1 mempunyai tugas meiakukan penyiapan
bahan pelaksanazn APBN, penvusuman dan perumusan pelaksanaan DJIPA,
revist DIPA, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis DIPA serta
peleksanaan bimbingan teknis pelaksanaan angparan uantuk Unit Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dircktorat Jenderal Pemasyarakatan
dan Inspektorat Jenderal serta Kantor Witayah Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia i Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Subbagian Pelaksanaan Angparan I mempunyal tugas melakukan penyiapan
baban pelaksanaan APBN, penyusunan dan perumusan pelaksanaan DIPA,
revisi DIPA, penyusbnan petunjuk pelaksanzan dan petunjuk teknis DIPA serta
pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran untuk Unit Direkiorat
Administrasi Hukum Umum, Direkiorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi
Manusia dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi
Manusia serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di
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Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung dan
Lampung.

¢.  Subbagian Pelaksanaan Anggaran Il mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan APBN, penyusunan dan perumusan pelaksanaan DIPA,
revisy DIPA, penyusungn petunjuk pelaksanaan dan peturjuk teknis DIPA serta
pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran uniuk Unit Direktorat
Jenderal Imigrasi, dan Direkiorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual seria
Kantor Wilayalh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manvsiz di Kalimanta
Barat, Ealimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timar, Maluky,
Maluku Utara, Papua dan Jrian Jaya Barat,

d,  Subbagian Pelaksanaan Anggaran [V mempunyat tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan APBN, penyusuman dan perumusan pelsksanaan DIPA,
revisi DHPA, peayusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis DIPA serta
pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran uatuk Unit Sekretariat
jenderal dan Baden Pembinaan Hukwn Nasional serta Kantor Wilavah
Departernen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawes: Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa

Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Rencana Strategi Bire Keuangan Tahun 2005-2009
Dalam rangka melaksanskan tugas dan fungsi Bire Kenangan telah
ditetapkan visi dan misi.

Visi:  Terwujudnya aparatur Departemen Hokum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesta yang profesional dan menjunjung tinggt moralitas
dengan mendayagunakan sumber dava secara efisien dan efektif.

Misi: Melakukan pembinaan administrasi dan pengelolaan kenangan di
lingkungan Departermen Hukum dan Hak Asesi Manusia Republik

Indonesia,
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Tujuan dan Sasaran

Balam rangka mencapal visi dan misi tersebut, Biro Kenangan menetapkan

tujuan dan sasaran yang, akan dicapai, yaitu

Tujuan :

Menipgkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang hukum dan

admingstras:.

Sasaran :

i.
2.

Tersusunnya target PNBP Departemen Hukum dan HAM tahun 2006;
Terhimpunnya data pegawai, sarana dan prasarana  dalam  rongka
penyusunan Rencana Kega Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL),
Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) dan DITA tahun 2006;
Tercapainya perubahan anggaran dalam hal revisifpergeseran/pencairan dan
cadangan dana ABT {Angparan Belania Tambahan);

Tercapainya penyelesaian kagos-kasus kerugian negara;

5. Melaksanakan penyusunan rescana Anggaran Pendapatan dan Belanja

10,

(R

Departemen;

Melaksanakan urusan pembiayaan dan pertanggungiawsban keuangan
Departemen serta penyiapan data realisasi pelaksanaan anggaran;
Melaksanakan penyiapan pembinaan pengelolaan  perbendaharaan
dilingkungan Depariemen;

Melaksanakan pembukuan dan  penyusunan perhitungan  anggsran
Departemnen serta verifikasi techadap pelaksanasa anggaran;

Monitoring laporan realisasi anggaran belanja dan PNBP Departemen
Hukum dan HAM tshun 2006, sumber data dari SSBP, SPM, 8PP, dan
8p2D;,

Tercapainya penyusunan laporan keuangan Departemen Hukum dan HAM
tahun 2006 yang tfepat .wakiu dengan mempergunakan aplikasi Sistem
Akuntansi Instansi (SAT);

Penerapan SAI pada unit Aluntensi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA},
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW), Unit
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Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPAE), dan Unit
Akuntansi Penggana Angparan (UAPA).

Kebijakan dan Program
Kebijakan :
Membina dan  melaksanaken pengelolaan keuangan di lingkungan
Departemen Hukum dan HAM RI.
Program:
Rumusan program fabun 2006 dan penyebarannya kedalam bentuk
kegiatan dapat diterangkan sebagi berikut :
Program Perencanaan Hokun;
Program Pembentukan Huokum;
Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum:
Program Peningkatan Kesadargn Fukum dan HAM;
Program Penegakan Hukum dan HAM;

Program Pengelolaan Sumber Daya Manuesia Aparalur;

| S T

viooa

Program Pendidikan Kedinasan;
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negarz,

R e B

Program Penyelenpparann Pimpinan Kenegaraan;

10. Program Peningktan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional;

11. Program Penelilian dan Pengembangan IPTEK;

12. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum;

13. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak
Hukum Lainnya;

14, Program Penguatan Kelembagaan Pengarostamaan Gepder dan Apak.

4.5, BIRO PERENCANAAN
Sementara itn Bagian Penyusunan Program dan Anggaran (PPA) sendird
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan perencanaan, program dan
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anggaran serts pemberian bimbingan teknis perencanaan di lingkungan departemen,
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian PPA menyelenggarakan fungsi

d.

koordinasi penyusunan perencanaan, program dan anggararn;

kengelolaan, pengolahan dan analisis data;

penyusunan rencgna strategis yang meliputl rencang pembangunan jangka
panjang, rencana pembangunan  jangke menengah  dan  rencana
pembangunan {ahunan;

pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perencanaan departemen.

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran ferdint darni

a.

Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran [ mempunyal tugas
melakukan pengelolaan, pengolahan dan analisis data, penyusunan rencana,
program dan anggaran, penyusunan rencanastrategis, Nota Kewangan dan
Rapcangan Anggaran Pendapatan dan  Belania Negara (RAPBHN)
Departemnen, pembahasan anggaran dap pemberian bimbingan teknis
perencanaan di lingkungan Untt Direktorat Jenderal Perstoran Perundang-
undangan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Inspektorat Jenderal
serta Kantor Wilayah Depactemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa
Barat, Banien, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI, Yogyakarta, Jawa Timur dan
Bali,

Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I mempunyai tugas
melakukan pengelolaan, pengolahan dan analisis data, penyusunan rencana,
program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, Nota
Keusngan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negars
{RAPBN) Departemen, pembahasan anggaran dan pemberian bimbingan
teknis perencanaan di lingkungan Unit Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum, Dirckiorat Jenderal Hak Asasi Manusia, dan Badan
Penclitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia serta Kantor Wilayah
Departemen Hukorn dan Hak Asast Manusia di Nasggroe Aceh Darussalam,
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Rian, Jambi, Bengkuly,

Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung.
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Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Il mempunyai tugas
melakukan pengelolaan, pengoelahan dan apalisis data, penyusunan rencana,
program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN) Departemen, pembahasan anggaran dan pemberian bimbingan
tekmis perescapasn di lingkungan Unit Direkforat Jendesal Imigrasi,
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelekiual dan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM serta Kantor Wilayab Depariemen
Hukum dan Hak Asasi Manuosia di Kalimantan Barat, Kalimantas Tengah,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tumur, Malukn, Maluku Utara, Papua dan
Irian Jaya Barat.

Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran IV mempunyai fugas
melakokan pengelolaan, pengolahan dan analisis data, penyusunan rencana,
program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, Nota
Kevangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dann Belanjia Negara
(RAPEBN) Departemen, pembahasan apggaran dan pemberian bimbingan
tekais perencanaan di lingkungan Unit Sckretariat Jenderal, dan Badan
Pembinaan Hukum Nasional seria Kantor Wilayah Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Musa Tenggara Barat,
dan Nusa Tenggars Timur.
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Strukéur Organisasi Depariemen Hukam dan HAM
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CEPARTEMEN HUKUM DaN
HAK ASASE MANLIBIA

Sumber : Organisasi Tata Laksana , 2007
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Gambar 7
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
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4.6 PROSES PERGANGGARAN

Anggaran memiliki tahapan-tahapan yang berulang setiap periodenya.
Tahapan-tahapan tersebut gebagai bertkut

) Penyusunan RAPBN (Preparation)

Tahap int dirmulai dengan dikeluarkannyas Surat Edaran Menten Kevangan yang
ditujukan kepada para pimpinan Depariemen dan Ketua Lembaga Negara vang bensi
permintaan untuk menyerahkan rancangan anggaran orgamsasinya. Lezimaya, surat
edaran ini dikelvarkan setiap bulan Mei atau Jui sebelum tahun anggaran dimulai
sehingga tlap pimpinan  diberi wakiu kurang lebih enam  bulan  untuk
mempersiapkannya.

Setiap pimpinan departemen/lembaga negara menyerabkan rancangannya
kepada racnferi kenangan untuk dibahas bersama-sama dengan Bappenas dan
dihimpun menjadi RAPBN. RAPBN ini kemudian diajukan kepada DPR. Dalam
penyusunan RAPBN, maka sctiap pimpinan departemenflembaga hendaknya
memperhatikan siklug penyusunan anggaran.
¢«  Pengesahan RAPBN (Ratification)

Setelah menerioia RAPBN, DPR membahas rancangan terscbut bersama-sama
dengan pemerintah, Dalam pembahasan tersebut, DPR dapat menoclak maupun
menystujui rancangan tersebut. Apabila DPR menolak maka dipakaiial APBN tahun
sebehumnnya sedangkan bilea RAPBN disetuivi maka presiden akan menetapkannnys
menjadi U1 APBN pada tanggal 1 April tahun anggaran,

+  Pelaksanaan APBN (Implemeniation)
Yang menjadi kegiatan-kepiatan dalam pelaksanaan APBN adalah
a.  Penerimaan dan/atau penagihan untuk pendapatan dan pembiayaan.
b. Pengeluaran danfatau  pembayaran  uniuk  pembelanjazn  dan
pembiayaan

Pelaksanaan APBN tidak terlepas danl pengadaan, baik barang maupun jasa.

Pada kegiatan pengadaan ini ada peraturan yang kemudian membatast siapa yang

 Universitas Indonesia

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



80

berhak melakukan pengadaan, dari siapa, dengan perantaraan siapa, spesifikasi
barang dan jasa yang disetujui, serta apa saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan
untmk meleksanakan pengadasn yang tepat guna dan fepat administrasi. Kegiatan
kedua dari pelaksanaan setelah pengadaan tentu saja adalah pembayaran. Tak dapat
dibayangkan apabila pengadaan tidek dipasangkan dengan pembayaran. Sama seperti
pengadaan, pembayaranpun memiliki prosedur-prosedur yang ditkuti.  Unng vang
telah dianggarkan tidak sekaligos diserahikan kepada pimpinan secara lumpsum {utuh)
namun diberikan secara bertahap sesvai dengan kebutubhan dan permintman, Itu
sebabnya diperlukan dokumen-dokumen yang harus dipenuln agar pembayaran dapat
dilakukan secara tepat waktu dan tepat susaran.

s Pertanggungjawaban APBN (Reporting and Evaiuaiion)

Tahap ini adalah tahap terakhir sekaligus yang mengawali siklus anggaran. Di
dalam tahap ini, pelaksenaan anggaran dievaluasi dengan kriteria-kriteria antara lain
kesesuaian dengan prosedur, kesesualan dang;m anggaran, keteriiban pencatatan dan
lain sebagainya. Bagian dari pertanggungiawaban ini melibatkan tahap verifikasi

serta akuntansi,

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 4.2

Tabel 4.1 Siklus Waktu Proses Anggaran

Tabedy
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Tahap Jangka Waktu
A. PENYUSUNAN ¢ Bulan
B. PENGESAHAN 3 Bulan
C. PELAKSANAAN 12 Bulan
D. PERTANGGUNGIAWABAN & Bulan

sumber © Modul Diklat Jarak Jauly Anggaran Departemen Hukum dan HAM tahun
2005, Tim Penyusun Pusat Pendidikan dan Latihan Departernen Hukum dan HAM.

Hal24
Cambar 4.2 Proses anggaran
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BABV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

3.1. Hasil Penelitian

Untuk memperoleh gambaran obyek yang diteliti, berikut ini akan disaitkan
deskripsi data tentang jawaban responden atas butir-butir pertanyaan yang ada di
dalam defiar kuesioner penelitian. Data hasil penelition berikut int diperoleh dan
wawancara terhadap 2 orang pejabat sehagai narasumber dan penyeharan kuesinoner
ternadap 88 responden dilingkungan Sekretariat Jenderal Depaitemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia.

Dalam penyajian data hasil penelitian ind, diwraikan berbagai aspek antara
lain ; pertama, profil narasurnber dan responden. Datn imt digonakan untuk
menggambarkan karakteristik narasumber dan responden sehingga dapat memahami
kebijakan yang diambil dalam pengimplementasian anggaran berbasis kinerja di
lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedua,
menyajikan tentang hasil perhitungan dengan menggunakan distribusi frekuens:
mengenai pelaksanaan implemenfasi anggaran berbasis kinerjz  dilihat  dari
implementasi kebijakan, aspek komunikasi, sumber dava, sikap/disposisi, dan
struktor birokrast 4i linglkungan Sekretarint Jenderal Departemen Hekum dan Hak

Asasi Manusia
5.2. Karakteristik Narasumber dan Responden

Peranan parasumber dan responden sangat penling, vaiiu sebagai sumber
informasi / data dalam penelitian. Data yang diperoleh digunakan sebagai bahan
analisis dalam mengkajl implementasi kebijakan anggaran berbasis ldnerja saat ini di
lingkungan Sekretariat Jeaderal Departemen Flukum dan HAM,

Seperti diketahui narasumber dalam penelitian ini berjumiszh 2 orang

varasumber pejabat yang terdirl dart Kepaia Bagian Pelaksanaan Anggaran, dan
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Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran pada Sekeratariat Jenderal dan

Departemen Hukum dan Hak Asast Manusia,

5.3, Variabel Hasit Kuisioner

s,  Aspek Komunikasi

Tahel 5.1
Indikator Maksud dan Tujuan Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja
No Frequency | Percent Valid | Cumulative
pereent percent
1 | Sangat tidak setuju 2 2.3 2.3 8.0
2 1 Tidak setuju 16 18.2 18.2 26.1
3 | Ragu-—Ragu 46 52.3 52.3 784
4 | Sebuiy i% 21.6 21.6 106.0
3 | Sangat Setuju - - -
6 | Total 88 100.0 100.¢
Rata-rata 2,82

Sumber : Hasi! Penelitian (Diolzh Peneliti)

Dilihat dari tabel 3.1, ternyata ketika ditanyakan tentang maksud dan tujuan
kebijakan anggaran berbasis kinerja, 2 responden menjawab sangaf tidak setwju ( 2.3
% ), 16 responden merjawab tidak setuju { 18.2 % ), 46 Responden menjawab ragu-
ragu { 52.3 % ), dan 19 responden menjawab setuju { 21.6 % ). Apabila dilihat dari
skor rata-rata, maka nilai skor 2.82 berada pada kriteria tidak baik,
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Tabel 5.2
Endikator Informasi tentang Pelaksanaan Aoggaran Berbasis Kinerja
No Frequency | Percent | Valid | Cumulative
percent percent
1 | Sangat tidak sefuju 4 4.5 4.5 5.7
2 | Tidak setuyu i35 17.0 17.0 22.7
3 i Ragu—Ragu 42 47.7 47.7 74.3
4 | Setuju 24 213 27.3 07.7
3 1 Sangat Setuju 2 2.3 2.3 100.0
& | Total 38 100.0 100.0
Rata-rata 3.02

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel 5.2, diketahuil bahwa, 4 responden menjawab sangat tidak
setuju { 4.5 % ), 15 responden menjawab tidak setuju ( 17.0 % }, 42 Responden
menjawab ragu-ragu ( 47.7 % ), dan 24 responden menjawsb setyju - {273 % ), 2
responden mentawab sangat setuiu (2.3 % ). Apahila dilihat dari skor rata-rata, maka
nilai skor 3.02 berada pada kriteria sedang, indikator ini sangat perlu ditingkatkan
karena dengan informasi vang jelas akan berdampak posiif terbadap keberhasilan
Implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja

Tabel 8.3

Indikator Komunikasi Satker dengan unit pembina
Pelnksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

No Frequency | Percent Valid | Cumulative
percent nercent
I | Sangal tidak setuju 4 4.5 4.5 4.5
2 | Tidak setuju 25 284 284 3.0
3 | Ragu-Ragu 31 35.2 35.2 68.2
4 | Setuju 25 28.4 28.4 96.6
5 | Sangat Setuju 3 3.4 3.4 100.0
6 | Total g8 100.0 100.0
Rata-rata 298

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)
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Berdasarkan tabel 5.3 ketika ditanys tentang komunikasi antara satker
dengan Biro Kevangon dan Biro Perencanaan sebagai pembina pelaksanaan anggaran
berbasis kinerja selama ini tidak mengalami hambatan sehingga pembinaan yang
dilakukan kedua Biro tersebut barjalan lancar ternyata 4 responden menjawab sangat
tidak setuju (4.5 %), 25 responden menjawab tidak setuju { 28.4 % 3, 31 responden
menjawab ragu-ragu ( 35.2 % ), 25 responden menjawab setuju { 284 % 3, dan 3
responden menjawab sangat setuju { 3.4 % ). Apabila dilihat dari skor rate-rats, maka
nilai skor 2.98 berada pada kriteria tidak buik. Berarti selama ini komunikasi antara
satker dengan unit pembina tidak berjalan lancar sehingga hal tersebut dapat

mempengaruhi daripada implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja.

Tabel 5.4

Indikator Konsultasi Satker dengan Unit Pembina
Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

No Frequency | Percent | Valid | Cumulafive
pETCeIt percent
1 | Sangat tidak setuju 2 2.3 2.3 4.5
2 i Tidak setuju 20 22.7 227 27.3
3 ! Ragu-~Ragu i3 14.8 42.0 42.0
4 | Setuiu 42 47.7 47.7 29.8
5 | Sangat Setuju 8 102 102 1360
5 | Total 88 100.0 100.0
Rata-rata 3.34

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel 54 ketika ditanys tentang satker selalu berkonsultasi
dengan Birc Keuangan dan Birp Perencanaan sebagai pembina pelaksanaan anggaran
berbasis kinerja setiap menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan anggaran
berbasis kinerja ternyata, 2 responden menjawab sangat tidak setuju (2.3 % ), 20
responden menjawab tidak setuju { 22.7 % ), 13 responden menjawab ragu-raga
{ 14.8 % }, 42 responden menjawah setujn { 47.7 % ), dan 9 responden menjawab
sangat setju { 10,2 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor 3.34
berada pada kriteria sedang.
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Tabel 3.5
Indikator Informasi tentang penyusunan dan pelaksanaan anggaran
No Freguency | Percent Valid | Comulative
pereent percent
1 | Sangat tidak setuju 6 6.8 6.8 11.6
2 | Tidak setuju 23 28.4 284 42.4
3 i Ragu-— Ragu 21 239 23.9 65.9
4 | Setu 26 285 29.5 95.3
5 | Sangat Setuju 4 4.5 4.5 100.0
6 | Total 88 100.0 100.0
Rata-rata 2.76

Sumber : Hasil Penelifian (Diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel 5.3 ketika ditanya tentang informasi / pelatiban tentang

penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara konsisien

ternyata 6 responden oienjawab sangat tidak setuju { 6.8 % ), 25 responden

menjawab tidak setuju ( 28.4% 3, 21 respondesn menjawab ragu-ragu

(23.9%),26

responden menjawab semju { 29.5 % ), dan 4 responden menjawab sangat setuju
(4.5 % 3. Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor 2.76 berada pada kriteria
_tidak batk. Berarti informasi / pelstiban fentang penyusunan enggaran dan

pelaksanaan anggaran tidak dilakukan secara konsisten.
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b.  Aspek Sumber Daya
Tabel 5.6
Indikator Jumlak Pegawai untuk mendukung
pelaksanzan anggaran berbasis Kinerja
No Freguency | Percent | Valid Cumulative
percent gireent
i Sangat tidak seiviu 8 9.1 2.1 9.1
2 | Tidak setuju 30 343 34.1 43.2
3 | Ragu —~ Ragn 20 22.7 227 65.9
4 | Setuju 27 30.7 30.7 06.6
5 | Sangat Sequju 3 2.4 34 100.0
6 | Total 8K 100.0 100.0
Rata-rata 2.85

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

Dari tabel 5.8 ketika ditanya tentang jumlah pegawai di bagian penyusunan

anggaran dan bagian pelaksanasn anggaran ielah memadal untuk mendukong

pelaksanaan anggaran berbasis kinerja ternyata 8 responden merjawab sangat tidak

setuju ( 9.1 961, 30 responden menjawab fidak setuju

{ 34.1 %), 20 responden

menjawab ragu-ragu ( 22.7 % ), 27 responden menjawab setfju ( 30.7 % }, dan 3

responden menjawab sangat setuju { 3.4 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka
nilai skor 2.85 berada pada kriteria tidak baik. Berartt Jwrlah pegawai untuk

mendukung  pelaksanaan anggaran berbasis kinerja Lelum memadal sehingga

dibutuhkan penambahan jumlah pegawai di bagian ini.
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Tabel 5.7

Indikator SDM telab memabsami tentang implementasi

anggaran berbasis Kinerja

R3

Mo Frequency | Percent Valid | Cumulative
nercent percent
} | Sangat tidak setuju 4 4.5 4.5 5.7
2 ¢ Tidak setuju 22 25.0) 250 30.7
3 | Ragu-—Ragu 24 273 27.3 58.0
4 1 Setuju 31 352 35.2 93.2
5 | Sangat Setuju & 6.8 6.8 100.0
6 | Total 88 100.0 100.0
Rata-rata 3.11

Sumber : Hasil Penehitian (Diolah Peneliti)

Berdasurkan tabel 5.7 ketika ditanya tentang SDM di bagian penyusunan

anpgaran dan bagian pelaksansan anggaran telah memabami fentang implementasi

anggaran berbasis kineria ternyata 4 responden menjawab sangst tidak sefuju

(4.3 %}, 22 responden menjawab tidak setuju ( 25.0 % ), 24 respoenden menjawab

ragu-raga { 27.3 % ), 31 responden menjawab setuju { 352 % }, dan 6 responden
meniawab sangat setuju { 6.8 % ), Apabila dilibat dani gkor rata-rata, maka nilai skor

3.11 berada pada kriteria sedang. Berartt SDM di bagian penyusunan angparan dan

pelaksanaan anggeran telab cukup wemshami fenfang implementasi anggarm‘

berbasis kinerjs,
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Fabel 5.8

Iandikator kualifikasi SDM dalam mengimplementasikan
anggaran berbasis kinerja

89

No Frequency | Percent Valid | Cumulative
percent percent
I 1 Sangat ridak setuju 4 4.5 4.5 4.5
2 | Tidak setuju i3 14.8 14.8 19.3
3 | Kagu-Ragu 22 2540 25.0 44.3
4 | Sewju 42 47.7 477 52.0
5 | Sangat Setuju 7 8.0 §.0 1000
6 | Total a8 100.0 100.0
Rata-ratza 340

Sumber : Hasil Penelitian {Diolah Peneliti}

Dari tsbel 3.8 ketika ditanya tentang SDM petugas di bagian penyusunan

anggaran dan bagian pelaksanaan anggaran feloh memiliki kualifikasi yang

diperlukan untuk mengimplementasikan angparan berbasis kinerja femyata 4

respomien menjawab sangat tidak setuiu { 4.5 % ), 13 responden menjawab fidak

setuju { 14,8 % 3, 22 responden menjawab ragu-ragu ( 25.0 % ), 42 responden

menjawab setju { 47.7 % ), dan 7 responden menjawab sangat setuyn ( 8.0 % ),

Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor 3.40 berada pada kriteria sedang,

Tabel 5.9

Indikater pengetahuan SDM tentang
anggaran berbasis kinerja

No Frequency | Percent Valid | Cumulabive
nercent percent

1 | Sangat fidak sefuiy & &3 &8 6.8
2 | Tidak setoju 5 5.7 5.7 12,5
3 { Ragu -~ Ragu 27 30.7 30.7 43.2
4 | Setuju 46 52.3 52.3 95.5
5 | Sangat Setuju 4 4.5 4.5 100.0
& | Total 88 100.0 100.0
7 | Ratarata 342

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)
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Berdasarkan tabel 5.9, 6 responden menjawab sangat tidak setuju (6.8 % ),
5 responden menjawab tidak setaju ( 5.7 % ), 27 responden menjawab ragu-ragu
{ 30.7 % ), 46 responden menjawab setuju { 52.3 % ), dan 4 responden menjawab
sangat setujn ( 4.5 % ). Apabila dilihat dar skor rata-rata, maka nifai skor 3.42

berada pada kriteria sedang.
Tabel 3.10
Indikater sumber dana
No Frequeney | Percent Valid | Cumulative
percent pereent

1 | Sangat tidak setuju 0 0 0 0
2 1 Tidak setuju 2 2.3 2.3 23
3 | Ragu—Ragu 4 4.3 4.5 6.8
4 | Setuju 45 51.1 Skl 58.0
5 | Sangat Setuju 37 42.0 42.0 100.0
6 | Total 88 i00.0 100.0
7 | Rataerata 433

Sumber . Hasil Penclitian (Diolah Peneliti}

Dari tabel 5.10 ketika ditanya tentang pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
dibutuhkan sumber dana yang memadai termyata 2 responden menjawab tidak sefuju
{2.3 % }, 4 responden meniawab rago-ragu (4.5 %5 ), 435 responden menjawab setajiz
( 51.1 % }, dan 37 responden menjawab sangat sctuju (42.0 % ). Apabila dilihat dari
skor rata-rata, maka nilai skor 4.33 berada pada kriteriz baik beranti dalam

pelaksanaan anggaran berbasis kineria membutunkan sumber dana vang memadai,
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Tabel 5.11
Indikator sarana dan prasarana
No Frequency | Percent | Valid | Cumulative
percent percent
1 | Sangat tidak setuju 6 6.8 5.8 80
2 i Tidak setuju 23 26.1 26.1 34.1
3 | Ragu — Ragu 27 307 30.7 64.8
4 1 Betujn 28 33.0 33,0 917
5 { Sangat Schuin 2 23 2.3 100.0
& : Total 88 100.0 100.0
Rata-rats 2.94

Sumber : Hasil Penelitian {Diclah Peneliti)

Dari tabel 5.11 ketika ditanya fentang sai%er telah mempunyal sarana dan
prasarana yang memadai untuk mendokung pelaksanaan anggaran berbasis kineria
ternyata 6 responden menjawab sangat tidak setuju ( 6.8 % ), 23 responden
menjawab tidak setujn {26.1 % }, 27 responden menjawab ragu-ragu { 30.7 %),
29 responden menjawab setuju { 33.0 % }, dan 2 responden menjawab sangat setuju {
2.2 % ). Apabila dilibat dari skor rafa-rata, maka pilal skor 2.94 berada pada kriteria
tidak baik berartl satker belum mempunyai sarana dan prasaran yang memadai untuk

mendukung pefaksanaan anggaran berbasts Kinerja.
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c)

Aspek Sikap / Disposisi

Tabel 512

Indikator satker selaiu mentaati dan melaksanakan ketentuan — ketentuan
dalam pelaksanaan implemeniasi anggaran berbasis kinerja

92

No Frequency | Percent | Valid | Cumulative
percent pereent

1 { Sangat tidak setuju g 4 0 0
2 | Tidak setuju g 10.2 10.2 10.2
3 | Ragu — Ragu 19 21.6 216 31.8
4 | Setuju 47 334 33.4 83.2
5 | Sangat Sctuju 13 14.8 14.8 100.0
6 | Total 88 100.0 100.0
7 | Rata-rata 3.73

Sumber : Hasil Penelitian (Diciah Peneliti)

Berdasarkan tabel 512 | 9 responden menjawab tidak semju € 10.2% ), 19
responden menjawab ragu-ragu £ 21.6 % ), 47 responden menjawab setujn { 33.4 % ),
dan 13 responden memawab sangat setuju { 14.8 % ). Apabila dilibat dari skor rata-
rata, maka nilai skor 3.73 herada pada kriteria sedang berarti satker selalu mentaat
dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pelaksanaan
implementasi anggaran berbasis kinertja,

Tabel 5.13
Indikator pengiriman laporan tepat waktn
Mo Frequency ; Percent Valid | Cumulative
percent percent

1 | Sangat tidak setuju 0 { {3 0
2 | Tidak setuju 10 11.4 114 114
3 | Ragu—Ragu 22 25.0 25.0 364
4 | Setuju 42 47.7 47.7 84.1
5 | Sangat Setuju 14 15.9 155 100.0
& | Total 84 100.0 100.0
7 | Rata-rata 370

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)
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Berdasarkan tabel 5.13, 10 responden menjawab tidak setuju { 11.4 % ), 22
responden menjawab ragu-ragu { 25.0 % ), 42 responden menjawab setuju (47.7 % ),
dan 14 responden menjawab sangat setuju { 13,2 % ). Apabila dilihat dari skor rata-
rata, maka nilai skor 3.70 berada pada kriteria sedang berarti satker selalv mengirim

data dukung dan laporan tepat waklu sesuai dengan jadual yang tclah ditetapkan.

Tabel 5.14
Indikator Pengintegrasian haros didukong oleh seluruh satker
No Freguency | Percent | Valid Cumulative |
percent percent

I | Sangat tidak setujn 0 0 0 1
2 i Tidak setup 0 Y, 0 0
3 { Rapu—Ragu 5 ./ < 3.7
4 | Setuju 39 44,3 44.3 50.0
5 | Sangat Setuju 44 50.0 30.0 100.9
6 | Total g8 160.0 100.0

7 | Rata-rata 444

Sumber : Hasii Penelitian (Diolah Peoeliti)

HBerdasarkan tabel 5.14, 5 respopden menjawab ragu-rage { 5.7 % ), 39
respondet: menjawab setwju ( 44.3 % ), dan 44 responden menjawab sangat setuju {
50.0 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor 4.44 berada pada kriteria
baik berarti pengintegrasian antara penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggarap
didukung oleh seluruh satker,

Universitag Indonesia

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



94

Tabel 5,15
Indikator kesadaran dan tanggung jawab
No Freguency | Percent Valid [ Cumulauve
percent percent

1 | Sangat tidak setuin Y & 0 0
2 | Tidak setuju 3 14 3.4 34
3 | Ragu ~ Ragn 15 17.0 17.0 20.5
4 | Setuiu 55 62.5 62.5 83.0
S | Sangat Setuju 15 17.¢ 17.0 100.0
& 1 Total 88 100.0 106.0
7 ] Rata-rata 301

Sumber : Hasil Penelitian {Diolah Peneliti}

Berdasarkan tabel 5.15, 3 responden menjaweb tidak setiju ( 3.4 %), 15
responden mienjawab ragu-ragu { 17.0 % ), 55 responden menjawab setufu (62.5 %),

dan 15 responden menjawab sangal setuju { 17.0 % ). Apabila dilihat dari skor rata-

rata, maks nilai skor 3.93 berada pada kriteria sedang berarti setiap responden

penyusunan anggaran dan pelaksanaan angparan i¢labh melaksanakan tugasnya

dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Tahel 5.186

Indikator perhatian pimpinan satker terhadap
implementast anggaran berbasis kinerja

No Frequency | Percent | Valid | Cumulative
percent percent

} 1 Sangat tidak setuju 2 2.3 2.3 2.3
2 | Tidak setuju ) 3.7 5.7 8.0
3 | Ragu - Ragu 16 18.2 13.2 26.1
4 | Setuiu 32 59.1 59.1 85.2
5 | Sangat Setuiu 13 14.8 14.3 100.0
6 | Total 88 100.0 100.0
7 | Rata-rats 3.76

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)
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Berdasarkan tabel 5.16 , 2 responden menjawab sangat tidak setuju
{2.3 % }, 5 responden menjawab tidak setuju { 5.7 % ), 16 responden menjawab ragu-
ragu { 182 % 3}, 52 responden mepjawab setuju ( 59.1 % ), dan 13 responden
menjawals sanpat setuju { 14.8 % ). Apabilz dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor

3.76 berada pada kriteria sedang.

Tabel 517
indikator manfaat kebijakan anggaran berbasis kinerja
No Frequency | Fercent Valid | Cumulative
percent parcent
1 | Sangat tidak setuhn 0 G 0 0
2 1 Tidak setuju 2 2.3 2.3 2.3
3 1 Rapu-—Ragn & 4.5 4,5 6.8
4 | Setuin 52 59,1 59,1 65.9
5 | Sangat Semju 30 34.1 34,1 100.0
6 | Total 88 100.0 100.0
7 | Rata-rata .25

Sumber ;: Hasil Penelitian (Diolab Peneliti)

Berdasarkan tabel 5.17, 2 responden menjawab tidak setuju ( 23 % ), 4
responden menjawab ragu-ragu ( 4.5 % ), 52 responden menjawab setujn {581 %),
dan 30 responden menjawab sangat setuju { 34.1 % }. Apabila dilikat dari skor rate-
rata, maka nilai skor 4.25 berada pada kriteria baik, maka manfaat dari kebijakan

anggaran berbasis kinerja mampu meningkatkan kinerja perencanaan dan kevangan.

Hiniversitas Indonesia

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



d.  aspek strukiur birckrasi

96

Tabel 5.18
Indikator pengimplementasian ABK telah ada petunjnk dan SOP
No Frequency | Percent | Valid | Cumulative
pereent percent
I | Sangat tidak setyju i 0 0 ]
2 1 Tidak setuju 0 0 0 g
3 { Rapu - Ragu 30 34.1 34,1 34.1
4 | Setnju 34 61.4 61.4 955
5 ] Sangat Setuju 4 4.5 4.5 100.0
6 { Total gt 100.0 100.0
7 | Rata-rata 3.70

Sumber : Hasil Penelitian (Diclah Penelili)

Berdasarkan tabel 3,18, 30 responden menjawab ragu-ragu ( 34.1 % ), 54

responden menjawab sctuju { 614 % ), dan 4 responden menjawab sangat setuju
{4.5%). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilal skor 3.70 berada pada kriteria
sedang, bahwa pengimplementasian anggaran berbasis kinerja telah ada petunjuk

pelaksanagn atau prosedur standar operasi.

Tabel 5.19
Indikator koordinasi dengan mempertimbangkan efesiensi
No Frequency | Percent Yalid | Cumulative
percent percent

1 | Sangat tidak setuju 0 {} ¢ 0
2 1 Tidak setury 1 1.i i1 1.1
3 | Ragu-Ragu 13 i4.8 14.8 13,9
4 | Setuju &5 73.9 73.9 £9.8
5 | Sangat Setujn 9 10,2 10.2 160.0
& | Total 88 100.0 100.0
7 | Rata-rata 3.93

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)
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Berdasarkan tabel 3.1% , menunjekkan 63 responden menjawab setuju
{ 73.9 % ) bahwa ABK dilaksanakan melalui koordinasi dengan mempertimbangkan
efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang terbatas. Apabila dilihat dari skor rata

— rata, maka nilai skor 3.93 berada pada kriteria sedang.

Tabel 5.20
Indikator struktar birokrasi
No Frequency | Percent Valid | Cuomulative
percent percent
1 | Sangat tidak setuju 0 0 i 4
2 | Tidak setuju 7 8.0 8.0 9.1
3 | Ragu—Ragu 23 28.4 284 375
4 | Setujn 31 58.0 38.0 5.5
5 | Sangat Sctuju 4 4.3 4.5 100.0
6 | Total 88 160.0 100.0
Rata-rata 3.56

Sumber : Hasil Penelitian {Licish Penelit)

Berdasarkan tabel 5.20 , menunjukkan 31 responden menjawab sefuju

( 58.0

% ) bahwa struktur birokrasi yang ada sudsh tepat didalam mendukung

pelaksanaan implementasi zanggaran berbssis kinerja sedangkan 7 responden
{ 8.0 % } menjawab tidak setuju, Apabila dilihat dari skor rata — rata, maka nilai skor
3.56 berada pada kriteria sedang,

Tabel 521
Indikator koordinasi daiam melksanakan kebijakan
No Frequency | Percent | Valid | Cumulative
percent percent
1 | Sangat tidak sefoiu 0 g 0 : 0
Z | Tidak setujn 0 { i 0
3 | Ragu —~Ram 2 2.3 2.3 3.4
4 | Setnju &0 68.2 68.2 716
5 | Sangat Sctuju 25 284 284 100.0
6 | Total 88 100.G 100.0
Rata-rata 4.22

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)
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Berdasarkan tabel 5.21 , menunjukkan 60 responden menjawab setyju
{ 682 % )}, sedangkan 25 responden ( 28.4 % ) menjawab sangat setuju, bahwa
anggaran berbasis kinerja dilaksanakan melalui koordinasi agar terdapat keseragaman
dalam melaksanakan kebijakan. Apabila dilthat dari skor rata — rata, maka nilai skor

4.22 berada pada kriteria baik.

Tabel 522
Indikator koordinasi guna memperkecil kesalahan
No Frequency | Percent | Valid | Cumulative
percent percent
1 | Sangat tidak setuju g g i 0
2 | Tidak setujn g ¢ 0 0
3 | Ragu-~Ragu 4 4.5 4,5 5.7
4 | Sehliju 62 70.5 70.3 76.1
5 | Sangat Setuju 21 23.9 239 100.0
6 | Total 88 100,0 100.0
Rala-rata 4,13

Surnber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel 522 , menuniukkan 62 responden menjawab setuju
{ 70.5 % ), sedangkan 2] responden { 23.9 % ) menjawab sangat setuju, bahwa
anggaran berbasis kinerja dilaksanakan melalui koordinasi guna memperkecil
kemungkinan terjadinya kesalahan, Apabila dilibat dari skor rata — rata, maka nilai
skor 4.15 berada pada kyiteria baik.
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Tabel 523
Indikator kewenangan tidak fumpang tindih
No Frequency | Percent Valid | Comulative
percent percent
I | Sangat tidak setuju & 0 { ¢
2 | Tidak setujn 4 4.5 4.5 5.7
3 | Ragu-— Ragu 18 20.5 20.5 26.1
4 1 Setyju 82 59.1 59.1 85.2
3 | Sangat Setuin 13 14.8 14.8 100.0
& | Total 83 $00.0 1300
Rata-rata 3.80 -

sumber : Hasif Penelitian (Biolah Peneliti)

Berdasarkan tabel §.23 | menunjukkan 18 responden ( 20.3 % ) menjawab

ragu-ragu, 52 responden menjawab setuju { 59.1

% ), sedangkan 13 responden

{ 14.8 % ) menjawab sangat setuju, hahwa kewenangan yang dimiliki responden

untuk melaksanakan anggaran berbasiz kinerja tidak tumpang tindih dengan

kewenangan respenden latanya. Apabila dilihat dari skor rata - rata, maka nilai sker

3.80 berada pada kriteria sedang.

Tabel 5.24
Indikater kewenangan telah dilaksanakan dengan haik
No Frequency | Percent Valid | Comulative
percent percent
1 | Sangat tidak setuju 0 0 i} a
2 | Tidak setujn & 6.8 6.3 8.0
3 | Ragu -~ Ragu 15 17.0 17.0 25.0
4 | Setuju 34 61.4 61.4 86.4
5 | Sangat Setuju 12 13.6 13.6 100.0
6 | Total 88 100.0 100.0
Rata-rata 378

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel 524 , menunjukkan 6 responden ( 6.8 % } menjawab

tidak setuju, 13 responden ( 17.0 % ) menjawab ragu-tagu, 54 responden menjawab

tinivergitag indonesia

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



100

setuju { 61.4 % ), sedangkan 12 responden ( 13.6 % ) menjawob sangat setuju,
bahwa kewenangan yang felah diberikan kepada responden penyusunan dan
pelaksansan anggaran felah dilaksanakan balk sesuat dengan tugss yang telah
diamanatkan. Apabila dilihat dari skor rata — rate, maka nilat skor 3.78 berada pada
Kriteria sedang.

3.4. Nilai Total Skor Rata-rata Beradasarkan masing-magsing Variabel

2. Variabel Komunikasi

Tahel 5258
Variabel Komunikasi

No PERTANYAAN SKOR TOTAL SKOR
RATA-RATA | RATA-RATA

I i Para pelaksana sudah  memabamm 2.82
maksud dan  lujwan dari  kebijakan
anggaran berbasis kinerja,

2 | Satnan  kerja  telah  mendapatkan 3.02
informasi tentang pelaksanaan anggaran
berbasia kinerja secara jelas,

3 { Jalinan komunikasi antara satker depgan 2.98

Biro Perencanzan dan Biro Keusngan
schagal pembina pelaksanaan anggaran
berbasis kinerja benalan baik dan
lancar.

4 1 Adanva jalinan koosultasi antara Satker 3.34
dengan Biro Perencavaan dan Biro
Keuangan apabila Satker menghadapi
kesulitan dalam mengimplementasikan
anggaran berbasis kinera,

S | Informagi/pelatihan tentang penyusunan 276
anggaran dan pelaksanaan anggaran
telah dilakukan secara konsisten

Total 14.92 298
Sumber © Hasil Penelitian (Diclab Peneliti)
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Tabel 5.25 menunjukkan bahwa, untuk variabel komunikasi berkaitan
dengan implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja diperoleh skor rata-rata
2.96. Kondisi tersebut mengindikasikan baliwa komunikasi berada pada kondisi tidak
baik. Temtama pada indikator maksud dan tujuen Kebijakan Anggaran Berbasis
Kinerja, Indikator ¥omunikasi Satker dengan unif pembina Pelaksanaan Anggaran
Berbasis Kinera, dan indikator informasi / pelatthan tentang penyusunan anggaran
dan pelaksanaan angoaran telah dilakukan secara konsisten sehingga perfu perbaikan
terhadap indikator ~ mdikator terscbut sehingga komunikasi antara satker dan unit
pembina dapat mendukung implementasi anggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat dijelaskan bahwa
aspek komunikasi memang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini misalnya
berkaitan dengan maksud dan tujnan anggaran berbasis kinerja. Pada level pimpinan,
maksud dan tujuan dari anggaran berbasis kinerja sudah dipshami akan tetapi pada
tataran safuan kerja belum dapat dipshami secara fepat. Hal imi sebagaimana
diungkapkan oleh Kepala Bagian Pelaksans Anggaran:

”...Batuan Kerja belum memahami secara benar implementasi sistem
anggaran vang sckarang diberlakukan. Hal ini mungkin karena belum
tersostalisasikannya sistem anggaran tersebut....”

Hal tersebut senads dengan yang disampaikan oleh Kepala Bagian

Penyusunan Progrem dan Anggaran;

", ..periu adanya pengkomunikasian terhadap sisiem penyusunan anggaran,
hal ini penting karena masth banyak Satvan Kerja yang belum mampu
mengaplikasikan sistern anggaran yang berlaku...”.

Dikermukakan bahwa komunikasi antar satuan kegja dengan unit pembina
tidak bherjalan Jancar. Komunikasi yang dilakukan banya jika ada kebijakan baru dari
departemen kevangan. Unit pembina meneruskan kebiiakan baru tersebut kepada
satuan kerja melalui kantor wilayah. Pada sisi lain, pelatihan tentang penyusunan
anggaran dan pelaksanaan anggaran hanya dilakukan pada level pimpinan, sedangkan
pada level satuan kerja belum dilaksanakan secara konsisten.
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Yariabel Sember Daya

Tabel 3.26

Variabel Sumber Daya

102

No

PERTANYAAN

SKOR
RATA-RATA

TOTAL SKOR
RATA - RATA

Jumlah pegawai di bagian penyusunan
apggaran dan  Dbagian pelaksanaan
angparan  telah  memadai  untek
mendukung  pelaksanaan  anggatan
berbasixs kinerja

2.85

L%}

Sumber daya manusia di  bagian
penyusunan  anggeran dan  bagian
pelaksanaan anggaran telah memahami
tentang implementast anggaran berbagis
kineria

3.11

Kualifikasi  petugas di bagian
penyusunan  angpgaran  dan baglan
pelaksanagn anggaran sudah memadal.

Pengetahuan  petugas di  bagian
penyusunan  anggaran  dan  bagian
pelaksanaan angparsn sudah memadai
tentang anggaran berbasis Kinerja

Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
dibutuhkan sumber dana yang memadai

4.33

Satker telah mempunyal sarana dan
prasarana  yamg memadal  uatuk
mendukung  pelaksanaan  anggaran
berbasts kineria

2.94

Total

20.05

334

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Penelitd)

Berdasarkan tabel 5,26 dapat diperoleh gambaran, baliwa total skor rata-rata

yang diperoleh variabel sumber daya adalah 3.34, Kordisi diatas mengindikasikan

bahwa somber daya di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan

HAM berada pada kondisi sedang. Tetapi perlu penambahan jumlah pepawai di

bagian penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang masih belun memadai
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dan juga perlu peningkatan sarapa dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan
anggaran berbasig kinerja.

Gambaran fentang variabel sumber daya terscbut ditegaskan kembali
melalui wawancara. Menurat Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran ;

“....dari sisi kuantitas jelas kurang walaupun sebepamya bisa dikerjakan
tapi tingkal akurasinya dalam hal ketelitian karena bal ini menvangkut
angka-angka itu yang saya rasakan masih kurang karena bagaimana tidak
kita satu orang mengerjakan lebih dari 30 saman kerja yang didelamnya ada
beberapa program...”.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dikemukakan bahwa jumiah
pegawai dianggap masth belum memadai. Hal ini apabila ditinjau dari beban keria
yang menjadi tanggung jawab pada bagian penyusunan anggaran dan pelaksanaan
anggaran. Sedangkan berkaitan dengan kondisi satuan kerja, sarans dap prasaranz
pun masih belum memadai, terutama ketersediaan sarana komputer. Hal ind juga
seperti yang diungkapkan cleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran

“...sarana komputer juga menjadi kendala dalam pelaksansan anggaran,
Jika diithat dari spesifikasinya, komputer yang tersedia saat sekarang belum
mendukung aplikasi sistem anggaran, Scharusnya komputer-komputer
tersebut di-upgrade mendukung sistern aplikasi anggaran...”

Apabila ditinjau dari tanggungjawab yang harus dijalankan, sarana
komputer mempunysi peranan yang sangat penting. Karena aplikasi penganggaran

pasti mengpunakan perangkat komputer.
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Variabel Sikap / Disposisi

Tubel 8.27

Variabel Sikap / Disposisi

104

N

PERTANYAAN

SKOR
RATA-RATA

TOTAL SKOR
RATA ~RATA

Ketentuan dalam implementasi
Anggaran berbasis kKinerjs selaly ditaati
oleh satker

373

Satker mengirun data dokung  dan
laporan ftepat wakitu sesuai  dengan
jadual yang telah ditetapkan

3.68

Angparan  berbasis kinerja  adalah
pengintegrasian  antara  penyosunan
anggaran dan pelaksanaan anggaran
vang harus 41 dukung coleh sehurub
satker

4.44

Seluruh pepawal bagian penyusunan
angguaran pelaksanaan angaran
mempunyai kesadaran dan  tanggung
jawab yang baik.

3.93

Pimpinan Satker mempunyai perhatian
terhadap implementast  anggaran
berbasis kineria

376

Kebijakan anggaran berbasis kinena
mampu meningkatkan Kinerja
perencanaan dan kenangan dengan baik

4.23

7

Total

2379

3.97

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel 5.27 dapat diperoleh gambaran, baliwa total skor rata-rata

yang diperoleh variabel sikap/disposisi adalah 3.97. Kondisi diatas mengindikasikan

bahwa sikap para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran

berbasis kinerja berada pada kondisi sedang,

Berdasarkan wawancara vang dilakukan informan berpendapat bahwa

kebiigkan anggaran berbasis kineria mampu meningkatkan kineria perencanean dan

kevangan dengan baik. Kebijakan ini dianggap sebagai sebuah alat yang mampu
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mempermudah proses dan mekanisme perencanaan kevangan., Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran :

“...adanya sistemn peanganggaran berbasis kinerja mampu meningkatkan
kinerja  organisasi, terutama berkaitan  dengan  perencansan  dan
penganggaran. Program dan kegiatan vang direncanakan akan lebih mudah
diimplementasikan  jika perencanaan yang disusun  didukung oleh
anggaran....”

Menurut Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggarar:

Y. DPerencanaan  prograim dan kegistan  sangal  berkaitan  dengan
pengaggaran, Penyusunan anggaran yang baik adalah apabila sesuai dengan
rencana  yang disusun,  Dan  perencangan  yang  baik jugz  harus
memperhatikan ketersediaan anggaran.. . ]

Peningkatan kinerja perencanaan kevangan i juga sangat terkant dengan
data dukung dari satuan kerja. Menurut Kepala Bagian Penvusunan Program dan
Anggacan,

*_..penyusunan anggaran fidak terlepas dari data yang dikirim oleh Satuan
Kerja, Data-data  tersebut menjadi dsta dukung untuk  melakokan
perencapaan atau pengalokasian  anggaran. Yang  sering  menjadi
permasalaban adalah data dukung fersebut terlambat diterima oleh Bire
Perencanaan atau bahkan Satuan Kerja tidak mengirimkan data dokung .,

Satuan keria mempunyai motivast yang baik untuk mengirim data dukung
tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditenfukan. Namun demikian, kendala
yang sering dibadapl adalah masih sering ferfambainya data dukung yang diterima
oleh unit pembina baik itu di biro kevangan maupun di bire perencanaan.
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Variabel Strukier Birokrasi

Tabel 5,28

Variabel Struktur Birolkrasi

106

No

PERTANYAAN

SKOR RATA
-RATA

TOTAL SKOK
RATA - RATA

Ada petunjuk pelaksanaan atau prosedur
standar operasional dalam implementasi
anggarat berbasis kinerja,

3.70

Terdapar koordinasi vang efekiif dan
efisien dalam implersentasi anggaran
berbasis kineria,

Struktur birokrasi yang ada sudah tepat
didafam  mendukung  pelaksansan
implementasi anggaran berbasis Kinerja

Koordingst meropakan upaya agar
terdapat keseragaman dalam
implementasi kebijakan

4.22

Koordinasi dilaksanakan untnk
memperkecil kemungkinan terjadinya
kesalahan

4.15

Terdapat twmpang tindih kewenangan
dalam implementasi anggaran berbasis
kinerja.

3.81

Kewenangan vang felah diberikan
kepada ~pegawal  penyusunan  dan
pelaksanman anggaran berbasis kinerja
telah dilaksanakan denpan baik sesuai
dengan tugas vang telah diamanatkan

378

8

Total

27.15

3.88

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti}

vang diperoleh  variabel

Berdasarkan tabel 5.27 dapat diperoleh gambaran, bahwa total skor rata-rata

struktur  birokrasi

adaizh  3.88.

Kondist  diatag

mengindikasikan bahwa strukter birokrasi yang ada di Sekretariat Jenderal
Departemen Hukum dan HAM dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran

berbasis kinerfa dalam kondisi sedang. Namun perlu peningkatan dalam hal petunjuk
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pelaksana atau prosedur standar operasi sehingga pengimplementasian kebijakan
anggaran berbasis kinerja berjalan dengan baik.

Berkattan dengan variabel siruktur organisasi, informan berpendapat babwa
struktur organisasi yang ada sekarang sudah mampu mendukung implementasi
angparan berbasts kineria. Menurut Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran,

”...strukiur organisast tidak ada permasalghan, Biro Perencanaan dan Biro
Keuangan maesing-masing mempunyai  bidang  togas  yang  saling
mendukung. Masing-masing biro menjalankan aktifitas sesvai dengan tugas
pokok dan fungsinya. [Dan diantera keduanya mempunyai jalur kKoordinasi
vang baik...”

Aspek lain yang mendukung pengimplementasian anggaran berbasis kinerja
adalah adanya petunjuk operasional dan strandar operasional prosedur angparan
berbasis kinerja. Menurut Kepala Bagian Penvusunan Program dan Anggaran;

?. kita sudah mempunyai standard operasional dalam  penyusunan
anggaran, yaitu scjak proses inventarisasi data dukung, penyusunan afau
pengalokasian anggaran hingga pada revisi anggaran. Namun diakui bahwa
standard tersebul seringkali mempersulit keria penyusnnan anggaran,
terutama ketika terjadi revigi...”

Tujuan penyusunman Standard operasional precedure adalab mempermudahb
penyusunan perencanaan anggaran, Namun pada beberapa  situasi, stendard
operasional tersebut justru dianggap sebagai penghambat kinerja,

8.5, Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM

Reformasi dalam bidang pepgelolaan kevangan negara khususnya dalam
sistem penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam
pelaksanaannya. Dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 17 {ahun
2003 tentang Keuangan Negara secara tegas telah dinyatakan bahwa Pemerintah
diwaiibkan menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran terpadu
{unified budget}, kerangka pengeluaran jangka menengalVKPIM (Medium Term
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Expenditure Framework) dan penganggaran berbasis kinerja/ABK (Performance
Based Budgeting).

Menurut Peraturan Pemerintabh Keuvangan No. 02/2008 tentang Petunjuk
Pentyusunan dan Penelaahan RKA-KI,, disamping menerapkan tiga pendekatan,
dalam anggaran belania negara, pemerinish juga diwajibkan uniuk menerapkan 3
{tiga} klasifikasi yait : Kklasifikasi fungsi, klasifikasi organisasi, dan klasifikasi
ekonomi atau jenis belanja.  Ketiga pendekatan dan ketiga klasifikasi di atas
selanjutnys akan dituangkan dalam dokumen perencanaan penganggaran yang lebih
dikenal sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negaca/l.embaga (RKA-
KL) dan dokumen pelaksanzan anggaran yapg lebih dikenal sebagal Daflar Isian
Pelaksanaan Anggaran {DIPA).

Pengganggaran ferpadu iperupakan unsur yang paling mendasar bagi
pelaksanaan elemen reformasi penganggaran lainnya, yaitu penganggaran berbasis
kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPIM). Dengan kata lain
bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan Kondisi yang harus terwajud terlebily
dahufu, dengan kata lain anggaran erpadu merupakats prasyarat kKomponen reformast
pengangearan lainaya.

Dalam kaitan dengan KPIM, keterpaduan (konsolidasi) anggaran belanja
operasional dan anggaran belanja investasi sangat penting karena hanya dengan
mengetahui  gambaran keduanya secara terkonsolidasi, sebuah unit kerja/unit
organisasi dapat dengan baik rnengenali dan menyusun secara teliti implikasi
finansial di tabun-ishun yang akan datang dan kebijakan yvang telah diputuskan saat
ini. Hal ini sangat penting untuk mencapal efisionsi alokasi, terlebih dilthat dari sudut
pandang antar wakfu.

Dalam kaitan dengan Anggaran Berbasis Kinerja, keterpaduan (konsolidasi)
anggaran belanja operasional dan anggaran belanja investasi juga sangat penting,
karena pada prinsipnya penganggaran berbasis kinerja memberi penekanan pada
upaya untuk mencapai tingkat kualitas tertentu dari produk barangfiasa yang
dihasilkan kementerianflembaga dengan biaya yang terendah. Hargn satuan keluaran
{unit cost of oufpuf) akan menjadi saleh satu Instrumen dalam proses penyusunan
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anggaran dan evaluvasi kinerja suvatu kogiatan. Oleh karena itu, perhitingan harga
satuan keluaran akan menjadi topik vang sangat penting. Perhitungan harga satuan
keluaran harus memperhitungkan biaya atan harga keselaruhan masukan sumberdaya,
termasuk  gaiifupah karyawan yang teclibat dulam proses produksi. Langkah
konsolidast anggaran menjadi mutlak untuk mengetahui seberapa besar nilai
keseluruhan sumberdaya yang dikelola oleh sebuab unit kerja dalam rangka
menjalankan tugas pukok dan fungsinya dan menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/iasa.

Penerapan uniffed budget diharapkan dapat mewujudkan ;

A, Satvan kerja sebapal satu-satunya eptitas akuntansi yang bertanggung jawab
terhadap asset dan kewajibannya yang dimilikinya;

b. Alckasi dana wntuk kegistan dasarfoperasional organisasi mendukung
kegiatan penunjang dan prioritas dalam rangka pelaksanaan fungsi, program
dan kegiatan satuan kerja yang bersangkutan;

¢. Adanya mata anggaran kegiatan standar untuk sate jenis belanja dipastikan
tidak ada duplikesi penggunsannya, schingga satn owfpws tertentu hanva
uniuk satu jeniz belania,

Berdasarkan pengertian diatas bahwa penyatuan angpgaran ke dalam format
anggaran terpadu dimaksudkan uantuk menghindarkan duplikasi pendanaan suatu
kegiatan. Pengangparan ferpadu mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan
anggaran belanja pembangunan yang memuat semua kegiatan instansi pemerintaban
dalarn APBN. Hal ini merupakan tshapan yang diperiukan sebagai bagian dari npaya
jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih fransparan dan efigten.

Anpggaran terpadu pada prinsipnya telah mulai dilaksansken pada APBN
tahun 2005, namun masih perlu beberapa penyvempurnaan, antara lain penajaman
penetapan standar biaya, perbatkan kriteria penentean satuan kerja bukan struktural,
dan perumusan kegiatan/sub kegiatan agar konsisten dengan tugas pokok dan fungsi
kementerian negara/lembaga.

Setelah diberlakukannya kebijakan anggaran berbasis kinerja, hal pertama
yang harus dilakukan oleh kementrian lembaga negara adalah wdak lagi menyusun
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anggaran dengan membedakan belania ke dalam anggaran rutin dan pembangunan
seperti periode-periode terdahulu,

Anggaran terpadu pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM
pada prinsipnya felah dilaksanakan pads tahun 2003, tetapi pelaksanaannva tetap
melalui dug pinte yaitu melatui Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan baru dapat
dilaksavnakan proses penyusunan anggaran secara keseluruhan pada salu kewenangan
vaitu oich Biro Perencanaan saja sejak tzhun 2008,

Berdasarkan Keputusan Menteri Peraturan Mentert Hukum Dan Ham R
Nomor: M.07- PR.07.10 Tahun 2065 Tentang Crganisast Dan Tata Keria Depariemen
Hukurt Dan HAM R.I bahwa keseluruhan proses penyusunan anggaran merupakan
topoksi Biro Perencanaan sedangkan keseluruban proses pelaksanaan anggaran di
bawih kewenangan Biro Keuangan, tetapl pada wakin ity belum  dapat
diimplementasikan, sehingga Biro Kenangan tetap  melaksanakan  kegiatan
penyusunan anggeran begitupurn dengan Biro Perencanaan schingga menyebabkan
overfapping pekerjaan penyusunan anggaran,

Scbelum  dikeluarkannya kebijakan penyusunan anggaran seperti yang
dimaksud dalam PP No.21 tzhun 2004, anggaran disusun ke dalam dua daftar yaitu
Daftar Isian Kegistan (DIK) terdirt MAK anggaran rutin yang berisikan belanja
pegawsai, belanja barang, belanja lain, dan belanja perpalanan serta Daftar Isian
Proyek terdini MAK angparan pembangunan yang berisikan belanja modal, belanda
penunjang vang dikenal dengan dual budget.

Hal ini juga diuvngkapkan oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran,

" .ya, waktu itu kalaw penyusunan acggaran rutin ada di biro kevangan
sedangkan anggaran proyek ada di biro perencanaan, sehingga kadang-
kadang apa vang sudah dialokastkan di anggaran rutin ternyata dialokasikan
juga di anggaran pembangunan...”

Dalam kurun waktu diberlakukannya dua! budger ternvala memang
memungkinkan terjadinya inefisiensi anggaran, sebagai contoh dalam satu satker
mendapatkan belanja atau pengadaan komputer, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2,
yang sumber pendanasnnya dari anggaran rotin dan anggaran pembangunan dalam

satu tahun anggaran untuk sety satker.
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Namun demikian pada Departemen Hukum dan HAM hal fersebut sangat
jarang ferjadi, meskipun ada beberapa kasus tetapi volumenya sangat kecil, dan
satker-satker yang mengalami duplikasi tersebut lebih disebabkan karena kantor yang
dimaksud mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikembalikan untuk
menyelenggarakan kegiatannya, sehingga jenis belanja yang terduplikasi pun bukan

dari kegiatan Rupish Mumi.
5.6. Ymplikasi Hasil Penelitian Terhadap Kebijakan

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun
anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Kevangan Negara dan Undang-lndang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sis{aﬁ
Perencanaan pembangunan Nasional, Sebagat tindak lanjut terhadap pelaksanaan
peraturan perundangan tersebut, Pemerintah telah mepetapkan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 tahun 2004 vang mencgaskan bahwa rencana kerja dan enggaran yang
disusun menggunakan tiga pendekatan, yaitu {1) anggaran terpadu (unified
budger}, (2) kerangka pengeluaran jangka roenengah biasa discbut KPIM fmedium
term expenditure framewor®), (3) penganggaran berbasis kinerja biasa disebut PBK
(performance based budget),

Sesuai Pasal 7 PP 21 tahun 2004, kementerian negara/lembaga diharuskan
menyusun anggaran dengan mengecu kepada indikator kinerjs, standar biaya dan
evaluasi kinerja. Penyusunan anggaran yang dituangkan dalam RKA-KL harus
dicerminkan dalam satuan output yang terukur,

Angparan terpadu pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM
telah dilakukan mulai tahun 2008 sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Jenderal
Departemen Hukum dan HAM Nomor. 8EX. PR.01.03 - 10 tanggal 13 Maret 2008
perihal Penvusunan RAPBN dan RKA-KI. tabun 2009 secara terpadu dan
terintegrasi, telah jelas disebutkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian
Lembaga (RKA-KL) Depkurmham Tabun 2009 akan mulai diterapkan sistem
penganggaran terpadu tersebut secara penuh, sehingga diharapkan penyusunan RKA-
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KL lebih terintegrasi antara Satuan Kerja di Wilayah, Unit Pusat, dan Selogtariat
Jenderal,

Jika dilihat dari hasil penclitian yang mengeksplorasi 4 variabel

(kormunikasi, sumber daya, sikap/disposisi, dan struktur birokrasi} temyata variabel

komuntkasi mengindikasikan kurang baik dan variabel sumber daya mengindikasikan

cukup baik tetapi ada indikator yang kurang baik seperti indikator umtuk jumlah

pegawai, indikator sarana dan prasarana sehingga diperfukan perubahan kebijakan

terhadap kedua variabel tersebut,

1.

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

Variabel Komunikasi : Perlu dikembangkan satu sistem konunikasi vang efekuf
antar unit pembing dan satuan kerja. Karena bila melihat Surat Edaran Nomor.
SEK. PR.OLO3 — 10 tanggal 13 Maret 2008 tersebut dituiukan hanya kepada unit
utama dan kantor wilayah saja tidak sampai kepada satuan kerjs, sehingga satuan
kerja tidak mendapatkan informasi vang jelas mengenal kebijakan anggaran
berbasts kinerja. Kedepannya dibarapkan satvan kerja lebih dilibatkan dalam
peoyusunan anggaran. Hal ini pepiing agar penyusunan program dan anggaran
untuk satuan Kerja didasarkan pada kebuiuhan pelaksanaan tugas satuan kerja
masing-masing yang bercrientasi pada keluaran {output).

Dan juga di dalam surat edaran Sekretariat Jenderal tersebut tidak adanya
penjelasan mepgenal penyusunan/penempatan kegiatan vang didasarkan pada
program generik dan teknis. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kegiatan
teknis harus ditempatkan dalam program teknis. Begitupun sebaliknya, kegiatan-
kegiatan yang termasuk dalam kegiatan generik juga harus ditempatkan dalam
prograrn  geperik, Hal i penoting untuk  mempertegas  terhadap
pertanggungjawaban dalam pencapaian indikator kinerja.

Vanabel Sumber Daya : adanya kebijakan mengenal penerimaan pegawai vang
sesual dengan kebutnhan orgasisasi dan kebijakan untuk pegawal di bagian
perericanaan dijadikan sebagal pejabat fungsional perencana. Fungsionalisasi ini
menjadi satu hal yang penting agar petugas pelaksana penyusunan program dan

anggaran mempunyai indikator kinerja yang jelas dan tegas. Selain i indikator
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sarang dan prasarana terutama untuk satwan kega di bagian penyvusunan dan
pelaksanaan anggaran agar diprioritaskan karena walaupun dalam surat edaran
Sekretaris Jenderal Nomor. SEK. PR.OLI.03 — 10 tanggal 13 Maret 2008 telah
disebutkan penyediaan sarana dan prasarana tetapi hanya untuk petugas teknis
saja tidak untuk petugas penyusunan dan pelaksanaan anggaran sehingga kalan di
lihat dari hasil penelitian monyatakan bshwso sarana dan prasarana belum

memadal untuk mendulamng pelaksanaan anggaran berbasis kineria,
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap hasil penclitian maka dapal ditarik

kestrapulan :

1. Fakior — fakior yang mempengaruhi Linplementasi kebijakan anggaran

berbasis kinegja di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan
HAM R1 dilihat dari empat faktor

Faktor Komunikasi

Berdasarkann hasil total skor rata-rata diperoleh 2.98 vang
mengindikasikan bahwa fakior komunikasi berada pada kondisi tiduk
baik

Faktor Sumber daya

Hasil Penelitian untud faktor sumber daya diperoleh total skor rata-rata
diperoieh 3.34 berada pada kondisi sedang,

Faktor Sikap/disposisi

Untuk fakior sikap/disposisi hasil total skor rata-rata diperoleh 3.97
kondist tersebut mengindikasikan bahwa faktor sikap/disposisi berada
pads kondisi sedang.

Faktor Struktur birokrasi

Dan untuk variabel struktur birokrasi hasil total skor rata~rata diperoleh
3.88 yang mengindikasikan balwa fakior struktur birokrasi berada pada

kondisi sedang.
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2. Kendala vang dihadapi oleh Sckretariat Jenderal Departemen Hukum dan
HAM RI dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja:

6.2. Saran

Komunikasi

Berdasarkan hasil penelittan bahwa untuk variabel komunikasi kendala
yang dihadapi terdapat pada indikator maksud dan tujuan kebijakan
anggaran berbasis kinerja, indikator komunikasi satker dengan unit
pembina pelaksansan anggaran berbasis kinerya, dan pada indikator
informasi fentang pernvusunan anggaran dag pelaksanaan anggaran yang
harvs dibenabi schingga implementasi kebijakan anggaran berbasis
kinerja dapal berjalan dengan baik.

Surnber daya

Upntuk variabel sumber daya kendala yang dihadapi terdapat pada
indikator jumlah pegawal untuk mendukung pelsksapaan anggaran

berbasis kinerja dan indikator sarana dan prasarana

1. Untuk Sekretariat Jenderal : Dalam penyusunan surat edaran disarankan

untuk langsung kepada satuan keda sehingga satvan kerja mendapatkan

informasi yang jelas mengenal kebijakan — kebijakan yang dibuat oleh
Sekretariat Jenderal.
2. Untuk Biro Perencanaan dan Biro Keuangan : Perlu dikembangkan satu

sistermn komunikasi yang efektif antar unit pembina dan satuan kerja dengan

melibatkan satuan kerja dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran

sehingga anggaran untuk satuan kerja didasarkan pada  kebutuhan

pelaksanaan fugas satuan kerja masing-masing yang berorientasi pada

keluaran (output},

3, Untuk Biro Perencanaan : Adanys ketegasan dalam penyusunan /

penempatan kegiatan yang didasarkan pada program generik dan tekais.
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4. Untuk Biro Kepegawaian : Adanya penambahan jumiah pegawai vang
berkualitas vang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dijadikan sebagai
pefabat fungsional perencana terhadap pefugas penyusunan program dan

anggaran sebagal upaya untuk meningkatkan kinerja personal/organisasi.
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PEDOMAN WAWANCARA
Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dopartemen hukum dan HAM R1

Informan adalah Pejabat Eselon I i
Bagian Pesryosunan Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan

Bagian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan

DESKRIPSI, PERSEPSI DAN ASUMSI TERHADAP IMPLEMENTASI
KEBHAKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT IENDERAL DEPARTEMEN HRUKUM DAN HAM RI

I, Apakash Bapak/lbu mengetahui tentang kebijakan anggaran berbasis

kirerja?

2. Apakah Bapak / 1bu memahami tentang kebijekan anggaran berbasis

kinerja 7

3. Menurut Bapai/[bu, bagaimana implementasi kebijakan angearan

berbasis kinerja yang selama ini telah berjalan di Departemen Hukum

dan HAM 7

4, Menurut Bapak/lbu, apakah komunikasi antara satker dengan Biro

Perencaninan dan Bire Keuangan selama ind tidak mengatami

hambatan sehingga permbinaan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan

dan Biro Keuangan sesuai dengan sasaran yang diinginkan?

5, Menurut Bapak/Ibu, apakahh jumlsh pegawai di bagian penyusunan

program angearan dan pelaksanaan anggaran telah memadai antuk

mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja?

Jawab ;

& Menurut Bapak/lbu, apakah satker teleh mempunyai sarana dan

prasarana yang memadai ontok mendukung kebiiekan anggaran

berbasis kinerja?

7. Menurut Bapak/Ibu apakah pengimplementasian angzaran berbasis

kinerja mampu meningkatkan kinerja perencanazn dan keuangan?
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10.

1 3

12.

Apakal pencrapan anggaran berbasis kinerja pada saat ini sudab
efektif?

Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu pemberian insentif tambahan bagi
pegawai di bagian penyusunan angparan dan pelaksanaan anggaran?
Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh pegawai di bidang
penyusunan  anggaran  dan  pelaksanaan  anpgaran  dalam
mengimplementasikon anggaran berbasis kinerja?

Menurut Bapak/lbu, apakah strukiur hirokrasi yang ada sudah tepat
didalarn mendukung pelaksanaan anggatan berbasis kinerja?

Menurut Bapak/lbu, apakah dalam pengimplementasian anggaran
kerbasis kinerja sudah ada petunjuk operasionalnya dan prosedur

standar operasional 7
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TRANSKRIP WAWANCARA
Implementast Kebijakan Anggaran Berbasis Kineria

di Lingkungan Sckretariat Ienderal Departemen hukum dan HAMRI

Informan adalah Pejabat Eselon 1T di

Bidang Penyusunan Program dan Anggaran Biro Perencanaan

DESKRIPSI, PERSEPS! DAN ASUMSI TERHADAP IMPLEMENTAS]
KEBITAKAN ANGGARAN BERBASIS KINERIA DI LINGKUNCGAN
SEXRETARIAT IENDERAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

i

Apakah Bapak/ibu mengetahui temang kebijakan anggaran berbasis
kineria? Ya

Apakah Bagpsk / Tbu memahami tentang kebilakan anggaran berbasis

kinerja ? Yu

Menurat Bapak/tbu, bagsimana implementasi kebijakan anggaran
berbasts kinetia vang selama ini telab berjalan di Departemen Hukuom
dan HAM ?

kalaw untuk pelaksanoon enggorannya sih swsdah, tetapi behum bisa
menentukan fdikator kinerjarya, kalaw di Departemen Hulmm dan
HAM belum, indikaior kinerja kart furus jelas, anggoran bevbosis
kinerja itu bnikan seperti bikin progrom sembarang jadi, ada hastinpa,
Kalan gini k. hadong-kadeng apa yeng moeu dicopal ity go
keithatan.. Pengertian kila sendivi terhadap kirerja itu, seperti apa
ya. kalfay menurut saya beret, anggaran berbasis kinerja ini berat oda
oulpul, putcome, neksud, tfuan,  sasaran, ik sering
membingunghan. paling tdok kebijokan seperif itu, eselon I yang
bisa memformulasiken, sedangkan saya kan havya peloksana
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4. Menurut Bapaki/lbu, apskah komunikasi antara satker dengan Biro
Perencanaan dan Biro Keuangan selama ini tidak mengalami
hambatan schingga pembinaan yang dilakuken oleh Biro Perencanaan
dan Biro Keuangan sesuai dengan sasaran yang dilnginkan?

Apa yah kalaw komunikast kemni sering melakukan hal lersebut
seperti comtolmya kalaw ada kebijakan yang barn dori Departemen
Keuangan, kami selalu meneruskannya melaluf surat edavon ke setiap
keynwil-kanwil, tapi mungkin perly adanya pengkommnikasion yong
Iehih imtensif logi terkadap sistem penyusunan anggaran, hol ini
penting karena masth bonyak satuan kerja yang helum mampu
mengoplikasikan sisten anggoran yang berlabu, sehingga satuan

kerja tidak dapat mengalokasikan anggarannya sendiri.

5. Menurat Bapak/the, apakah jumiah pegawal di bagian penyusunan
program angparan dan pelaksanaan anggaran telak memadal unhik
mendukung pelaksanasn anggaran berbasis kinegja?

Jawab :

Mennrui saya begini mas, dari sisi kuentitas jelas SDM  yang ada
kurang welaupun sebenarnya bisa dikerjakan tapi tingket okurasinya
datam hal ketelition karena hal ini menyanghkwl angha-angka ite yang
saya rasahan masih kurang karena bagaimana tidak kita saty orang
mengerickan lebih dari 30an saluan kerja yang didelamnya oda
beberapa progrom, kareéna jumlah pegawai di bagian ini hanye 16
orang dan satker yang ada kan 738 satker, jadi kita bagi per wilayah.

6. Menurut Bapak/Ibu, apakah satker telah mempunyal sarana dan
prasarana yang memadai uatuk mendokung kebijakan anggaran
herbasis kinerja?

Jawab :
Sarana dan prasorana memang sudah ada yah mas seperti contohnya
bisa dilthar df ruangan ini tiap-tiap orang sudah tempunyai

komputer masing-masing letapi davi segi sposifikasi komputernya

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



10.

belum mendurung apalagt wniuk di satuon kerfoe, mokarya kita
usahakan untuk labum depan & tiap-tinp UPT ukant ada pengedoan

kaﬂgpyifzr APUSUS UHtuR menangani penyusunan anggaran

Menurut Bapak/ibu apakah pengimplementasian anggaran berbasis
kinerja mampu meningkatkan kinerja perencanaan dan kevangan?

Ya jelus sekali karena menurst sava Perencomoan program don
Kegictan sangat  berkaitan  dengan  pengaggarar.  Perpusurum
anggaran yang bain adalah apabila sesuai dengan rencara yang
disusun. Dan perencancan yang baik juge harus memperbatiken
Retersediaan ongguaran, jadi sinergitus antora perencanaan dan

keucngan sangat diperfukan untuk meningkatian kinerja.

Apakah pencrapan asggaran berbasis kinerja pads saat inl sudah
efekiif?

Ya umuk dikaiakan swdeh efekiif apa belwn kan itu harus ada
evaiuasi dulu batnver suatu program ita bevhasil diay apa, selama ing
kan behsn ada evaluasi, fapi mernuwrwt gombaron sava bahwa
program-program Departemen Hukum dan HAM itu kalau dilibat
dari sisi anggaran belum sesuai dengan apa yang diharapkan

Menurut Bapak/ibu, apakah perlu pemberian insentif tambahan bagi
pegawai di bagian peayusunan anggaran dan pelaksanaan angparan?

Ya, itu sangat diperlikan

Apakah kendala-kendala vang dihadapi oleh pegawai di bidang
penyusunan  anggaran  dan pelaksapaan  angparan  dalam
mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja?

Data duknng seperti LTL TOR dom RAR. Kalo dijelaskan seperti ini
mas, Penyusunan gnggaran tdak rerlepas dari data dulung yang
dikivim oleh satuan kevja, Data ~ dora tersebut menjadi data dikung

untuk melakukan perencanaan wtay pengalvkosian anggaran. Yang

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009
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12.

sering menjadi kendole adelah dote dukung fersebul terlomber
diterima atan bohkan satuan kerin Hdok mengivivdem dada dukung
tersebut sehingga ketika wakiu pembahasan anggaran, permohonan
angguwran oleh satker tersebut ditolak karena ketidakadenya data
dukung rersebut.

Menurut Bapak/Ibu, apakah struktur birokrasi vang ada sudah tepat
didalam mendukung pelaksanann snggaran berbasis kineyja?

Memwut sava, struktur orgonisayi tidok ade permasaiahan. Bire
Perenconaan dan Bire Kenangen mosing-masing mempyer! bidang
lugas yvang saling mendwkung. Mosing-masing bire wienjalaskan
aktifitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan dianiara

keduanya mempunyai jalur koordinasi vang bask

Menurut Bapak/iby, apakah dalam pengimpliementasion anggarn
berbasis kineria sudsh ada petunivk operasionalnya dan prosedur
standar operasional ?

kita sudah mempunyai standard eperasional dalam  peryusunan
unggran, yaitu sejak proyes tnventarisasi data dukung, penyusunan
atan pengelokasian anggaran hingga pada revisi anggaran. Namun
diokui  balwa signdard tersebut yeringkali  mempersuldt  kerja

penyusunan anggaran, leruiama ketika terjadi revisi

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



TRANSKRIP WAWANCARA
Implementasi Kebijakan Anpgaran Berbasis Kineria

di Lingkungan Sekretariat Jenderal Diepartemen hukum dan HAM R}

Informan adalah Pejabat Eselon I di

Bidang Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan

DESKRIPSI, PERSEPST DAN ASUMSI TERHADAP IMPLEMENTASI
KEBIIAKAN ANGGARAN BERBASIS KINERIA Df LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

Apakah Bapak/ibu mengetahui tentang kebijakan anggaran berbasis
kinerja? Yo

2. Apskah Bapak / Thu memahami tentang kebijakan anggaran berbasis

kingiia 7 ¥a

Menurut Bapak/ibu, bagaimana implementasi kebilakan anggaran
berbasis kinerja yang sclama ini felah berjalan di Departemen Hukem
dan HAM ?

ya, waktu itu kalau penyusunan anggaran ritin ada Jf biro kenongan
sedunghkan enggaran proyek ade di biro perencancan, sehingga
kadeng-kadang apa yong sudah dialokasikan di anggaron rutin
ternyata diglokasikan juga o anggaran pembangunan letopl kalau
sekarang kon pemyusunan anggoraw sudah di Bire Perencanwum

semestya Sedangkan Bire Kewangon hanva sebagai pelaksona
ARG RArannys $a4ja

Menurut Bapak/Ibu, apakah komunikasi antara satker dengan Biro
Perencanaan dan Birc Kevangan selama ini tidak mengalami
hambutan sehinggs pembinasn yang dilakukan oleh Biro Perencanaan

dan Biro Keuangan sesual dengan sasaran yang diinginkan?

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



Satuar Keria belum memahami secara benar implementusi sistem
anggaran yang sekarang diberlokukan. Hal ini mungkin kareno

belum lersosiclisasikannya sistem anggaran fersebut

Menurut Bapak/ibu, apakah jumiah pegawai di bagian penyusunan
program anpggaran dsn pelaksanaan anggaran telah memadai untuk
mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja?

Kadone untick pelaksanaan anggaran ya mas, jiumlah pegawa memang
masih kurang tapi yak mau bagaimana lagi ya havus kita manfaar

runk frnlah pegawat yeng ada

Menurut Bapak/ibu, apakah satiker telah mempunyal sarana dan
prasarans yvang memadai untuk mendukung kebilakan anggaran
berbasis kinerja?

Mmpmy, .. begini, wntnk swona dan prasorana khususwya sarana
komputer juga menjadi kendala dalam pelgksanaan anggaran. Terus
Jika kite Ghat dari spesifikasinya, komputer yong tersedic soal
sekorang belum mendukung aplikasi sistem anggoran. Seharusnya
korputer-komputer tersebut di-upgrade lagi untuk mendukung sisiem

aplikasi anggaran,

Menurut Bapald/Tbu apakak pengimplementasian anggaran berbasis
kinerla mampu meningkatkan kineija perencanaan dan kevangan?

v sangat jelas mas dengan adanya sistem penganggaran berbasis
kinerja mompu meningkotkan inerja organisasi, terutoma berkaiton
dengon perencanaan don pengemggaran. Program dan kegiatan yang
direncanakan ahan lebih mudah ditmplementasikan jika perencanaan

yang disusun didukung oleh anggaran yang tersedia

Apakah penerapan anggaran berbasis kinerja pada saat ini sudah
efektif?

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



10,

i1,

2.

Yah kalaw sudah dikarokan efektif apa befum menurut sayo pribadi
sih memang belwm, anggaran berbasis kinerja it mestt berproses,
suatu muran main it dibual poda saat peloksanaan pasii akan ada
kekurangan.  Nah keluwrangan ity sebenarnya tinggal ditambal

kemball

Menurat Bapak/ibu, apakah perlu pemberian insentif tambahan bagi
pegawai di bagian penyusunan anggaran dan pelaksanasn angporan?

Ya, itu jelas mas untuk memotivasi mereka

Apuakah kendala-kendala yang dihadapl oleh pegawai di bidang
penyusunan  anggaran  dan  pelaksanaan  anggeran  dalam
mengimplementasikan anggaran berbasis kineria?

Kendoda di bagion pelaksanaun unggaran sesdii ya ity mas
bampakrya  jumloh revisi baik itu pergeseran anggeren mawpun
pelepasan tanda bintang,

Menurut Bapak/Thu, apakah struktur birgkrasi yang ada sudah tepat
didalam mendukong pelaksanaan anggaran berbasis kinerja?

Kan yang berubah hanya tugas, pokek, dom fungsinya saja kelau
unink struktur organisasi tidak ade pennasalaban, Bire Perercanaan
dan Bire Keuangan masing-masing mempunyal bidang tugas yong
saling mendukung. Mesing-masing biro menjalankan aktifitas seyuai
dengan  iugas pokok dan ﬁzr:gsin}é:a Dan  dianiara  keduanys

mempunyal i koordinasi yang baik

Menurat Bapak/Ibu, apaksh dalam pengimplementasian angpgaran
berbasis kinerja sudah ada petunjuk operasionalnya dan prosedur
standar operasional 7

Biasenya kalo pstumjuk  operasionabwa  kita  mengiiuti  dari
Departemen Kenangan yang diatur doleen  peraturen  menteri

kewangan &i situ sudah jelay petunjk operasiosalnya,

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



KUISIONER
FAKTOR — FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
KEBITAKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

Nomor Responden : (kosongkan) I
Unit Kerja
Lama Kerja

PETUNJUK PENGISIAN

A. Kuisioner ini sengaja tidak mencantumkan nama responden dengan harapan
Bapak/Ibu dapat mengisinva seobjektif mungkin {seperti apa adanya), karena
saya menjamin bahwa jawaban dari Bapak/Ibu tidak akan diketahui orang lain
atau pihak manapun, Atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan terima
kasih,

B. Petunjuk memberikan jawaban :

Mohon diberikan penilaian terhadap pernyataan-pemyataan di bawah ini
(berikan tanda X)

Keterangan

1.{1) : Sangat Tidak Baik
2.{2) : Tidak Baik

3.{3) : Sedang

4.{4) : Baik

5.{5% : Sangat Baik

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



DAFTAR PERNYATAAN

Variabel Komunikasi

Para pelaksana sudah memahami maksuod dan tujuan dart kebijakan
anggaran berbasis kinerja.

Satuan kerja telah mendapatkan tnformasi tadang pelaisanaan
anggaran berbasis kinerja secara jelas.

Jalinan komunikast antara satker dengan Biro Perencanaan dan
Biro Keuanpan sebagal pembina pelaksanagn anggarap berbasis
kinerja berjalan baik dan lancar,.

Adanya jalinan konsultasi antara Satker dengen Biro Perencanaan
dan Biro Kevangan apabila Satker menghadapi kesufitan dalam
mengimplementasikan anggaran berbasis kineria.

Informasi/pelatihan tentang penyusunan anggaran dan pelaksansan
anggaran telah dilakukan secara konsisten

Varizbel Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di bagian penyusunan anggaran dan bagian
pelaksanaan  anggaran  telah  memadai  untuk  mendukusg
pelaksanaan anggaran berbasis kineria

Sumber daya manusia di bagian penyusunan anggaran dan bagian
pelaksanaan anggaran fclah memahami fentang implementasi
anggaran berbasis kinerja

Kualifikast petugas 4i bagian penyusunan anggaran dan bagian
pelaksanaan anggaran sudah memadai,

Pengetahuan petugas di bagian penyusunan anggaran dan bagien
peiaksanaan anggaran sudah memadal tentang anggaran berbasis
kineria

10

Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja membutuhkan surmaber dana
yang memadai

1.

Satker telah mempunyal sarana dan prasarana yang memadai untuk
mendukung pelaksansan anggaran berbasis kinerja

Sikap/Disposisi

12.

Ketentuan dalam implementast Anggaran berbasis kinerja selaln
difaati oleh satker

i3,

Satker mengirim daia dukung dao leporan fepat waktu sesual
dengan jadual yang telah ditetapkan

14,

Anggaran  Berbasis  Kinerja adalah Pengintegrasian  antara
Penyusunan anggsran dan Pelaksanaan anggaran yang harus
didukung oleh seluruh satker

15

Seluruh pegawal bagian penyusunan anggaran pelaksanaan

16,

anggaran mempunyai kesadaran dan tanggung jawab yang baik,
Pimpinan Satker mempunyai perhatian terhadap implementasi
anggaran berbasis kinerja

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009




17,

Kebijakas anggaran berbasis kinerja mampu meningkatkan kinerja
perencanaan dan kevangan dengan baik

Strukiur Organisasi

18.

Ada petunjuk pelaksanaan atga prosedur standar operasional dolam
implementasi anggaran berbasis kineija.

19,

Terdapat koordinasi vang efektif dan efisien dalam implementasi
anpgaran berbasis kKineria.

20.

Struktur biroksasi yang ada sudah tepat didalam mendukung
pelaksanaan implementasi anggaran berbasig kinerja

21

Koordinasi merupakan upaya agar terdapat keseragaman dalam
implementasi kebijakan

22,

Koordinasi dilaksammkan untuk memperkecil  kemungkinon
teriadinya kesalahan

23.

Terdapat tumpang tindih  kewenangan dalam implementasi
angparan berbesis kinerja.

24,

Kewenangan vang telah diberikan kepada pegawal penyusenan dan
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja telah dilaksanakan dengan
baik sesual dengan tugas yang telah diamanatkan

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009




TABULASI DATA
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VARIABEL KOMUNIKASI

Stativtics
Pemyataant | Pernyaiaan2 | Pemyataan3
N Vailid B8 88 88
Missing 0 9 C
Mean 2,8182 3,0227 29773
S, Error of Mean 10542 09648 L0083
Kedian 35000 3,0008 3.000¢
Mods 300 aa0 3.00
S, Devistion 98897 0843 84659
Variance 878 827 896
Range 4,00 8,04 4,00
ainimivem 00 k433 1,00
Magirnum 4,00 500 44
Sum 248,00 266,00 282,00
Statistics
Permyataand t Pemyataans
N Valig 88 88
Migsing 0 ¢
Mean 3,3409 27614
8id, Error of Mearn L2186 3622
Madian 40008 3,0000
Mode 4,00 486G
S, Devintion 4,14356 1.,2066849
Varignee 1,308 1,609
Range 5,00 5,00
Minimum R4 i
Maxirsum 5.04 800
Sumn 254,00 243,00
Frequency Table
Pemyatagni
Cumulglive
Frequency Farcent Valid Percent Percent
Valid 08 5 8,7 8.7 57
1,60 2 2.3 2.3 8,
2,00 18 18,2 182 28,1
300 46 523 543 784
4,80 12 21,6 216 160,0
Totak g8 100,60 100,06
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Perayataan2

Cumutalive
Frequency Percert Valid Percent Parcont
Vaid 08 1 1,1 14 1,1
1,68 4 45 45 &7
2,00 15 17,0 17,0 22,7
R#:1) 42 47,7 47 70,6
400 23 27,3 273 97,7
500 2 23 2.3 00,0
Teotal a8 1400 06,6
Pernyataanld
Cumulative
Freguency Percent | Valid Percent Pareant
Valid 1.G0 4 4.5 4.5 4.5
2,00 25 284 8.4 33,6
3160 31 382 35,2 68,2
4,00 25 284 284 8.8
540 3 34 3.4 1600
Total as {1004 1855
Parnystaand
Cumulative
Frequency Parcent Yalid Pareant Pearsent
Vaiiad .08 2 2.3 2.3 2.3
1,80 2 2.3 Z3 4.5
2,00 a0 227 22,7 7.3
3400 13 14.8 14,8 42,0
400 42 477 47,7 898
5,00 9 10,2 0.2 1800
Total £8 160,06 100,80
Poermyataan
Sumulafive
Framueny Barcent Vaiid Percent Pergant
Valid 08 B 68 8.8 88
1,60 6 8,8 6,9 13,6
2.00 25 2B4 a4 420
3400 21 23,8 23,8 65,9
408 26 285 28,5 85,5
5,00 4 4.5 4.5 100.0
Total fi8 1600 100G
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VARIABEL SUMEBER DAYA

Statislics
Parmyataant { Pernyatasn? | Pemyatasnd ] Pemyataand
N Valid 88 48 58 88
Migsing 8 8 g 0
Mean 2.8523 3,1136 53,3877 342058
Std. Egror of Mean 376 11478 10542 kit e
Median 3.0000 3,0800 40000 4 G400
Mode 2,00 4,00 4,00 4,00
Bid. Deviation 1,06717 1,07673 8880 Ax22
Variance 1,138 1,158 978 867
Range 4,00 5,08 4,00 4,06
Mt 106 R4} 1,66 1.0¢
Manirrirm 5.00 8G0 540 5,00
Sum 251,00 #74,60 298,30 N80
Statistics
3 Famyataand | Pernyaizant
N Vaid 88 af
Missing 4] 0
Muan 4,3295 29422
S, Error of Mean 07178 L1005
Hedian 40085 34,0000
Mode 4,46 4 00
Std. Deviation B7333 1033233
Variance A53 1,066
Range 3400 L0
Mirirsas 2,00 00
Maximum 5,00 8,00
Sum 381,00 259,00
Frequency Table
Pamyataand
Cumulative
Freguensy Pergert valid Percent Parcant
Yahd 1,00 8 8.1 g1 8.4
200 30 344 34,1 432
B NE: 4] 20 227 227 BRY
4,066 27 30,7 4,7 858
£00 3 34 34 160,0
Yotat 88 106,60 100,06
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Fernyataanz

Cumulative
Freguency Percent | Valid Percent Partant
Yalid 00 1 1,4 1 1.1
140 4 45 4.5 57
2,00 22 25,0 28,0 307
3,08 b} 2132 273 58,0
4.00 3 352 352 232
5,60 ] &4 6,8 1000
Total 88 100,0 1000
Perayataani
fumidative
Frequency Percent Validd Percent Parcent
Vaid 100 4 4.5 4.5 4.5
2.00 13 14,8 14,8 18,3
3,00 22 258 250 44,3
400 42 477 47.7 820
5,00 7 3.¢ 8,0 180,0
Total 88 180,0 160.0
Pernyatasnd
Cumzsiative
Frequency Parcent Valid Percent Percent
Vahd 1,60 6 6.8 8,8 85
200 & 57 87 12.8
3,60 27 a0,7 36,7 432
4,90 48 823 e 88,5
5,00 4 4,5 4.8 165,0
Total %8 100,0 1604
Pornyataant
Curnutative
Fraguensy Peroent Yaid Pergenl Merpend
Vaiid 2,00 2 2.3 &3 2,3
3,80 4 4,5 4.5 £8
4,05 44 1.1 51,1 §3,0
500 37 42,0 420 1004
Total L 100,60 100,09
Parnyataané
Cumulative
Freguency Fareent Valid Percent Perent
Valid 00 3 1.1 11 3.1
140 6 88 6,8 4.0
290 23 28,1 251 344
300 27 30,7 307 £4.8
4,00 28 330 3390 8?7
&.00 2 2.3 2.3 100.0
Tolal 88 1600 1000
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VARIABEL SIKAP / BISPOSISI

Statistics
Pemnyataan! | Pemyataan? | Pernyatasnd | Pernyataand
3] Valid 8% a8 88 a8
8dissing G g 0 ]
Mean 47273 35818 44432 3,9318
Std. Error of Mezn LORA5% RiX i L4838 7371
Medisn 40000 40000 4 5650 4.0000
Mode 440 400 5,00 4,00
S, Devistion B4048 87816 60378 Batl42
Variance i)} g7 365 AT8
Hange 3.00 3,60 200 3400
Minimum 200 2,00 3,00 2.00
Maximum L68 500 500 5,00
sum 228 00 32400 384,04 346,00
Statistics
Pernyataans 1 Pemyataant
N Vahd 233 48
Missing { g
Mezan 37614 4 Z500
5id. Error of Mean L9983 .C6808
Median 4 QOGO 40000
Bode 408 4,00
Std, Devistion 3488 B4772
Variangs G873 420
Rangs 5,04 360
kinimum Ba 284
Maximuin 500 5,00
Bugm 331,00 374,00
Frequency Table
Pernyataant
Lumulative
Frequensy Percent Vald Percent Parcent
Vaid 200 a 0.2 19,2 102
3,00 19 21,8 21,8 318
400 47 53,4 £3.4 852
500 13 14,8 14,8 140.,0
Total 88 100.0 100,08
Poroyataan?
Cumulative
Frequency Percont Valid Percend Parcant
Valid 2,00 15 114 14 114
3,00 22 2540 258 36,4
4,00 42 477 477 84,1
500 14 5.9 159 1466
Todad &8 10,0 1600
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Pernyataand

Cumulpiive
Freauency Pearsgnt Yalid Parcent Percent
Vo 8.00 5 57 5.7 5,7
4,00 iy 44,3 44,3 50,0
500 A4 50,0 84,0 10,8
Totat 86 1000 106,68
Parmyataand
Cumulative
Frequency Percent Valid Porcent Parsent
Valid 2,00 3 34 34 24
e 15 17,0 17,0 28,5
4,00 58 828 825 83,0
500G 15 178 17,6 0,0
Toial &8 106.0 00,0
Pernyataans
Cumtsiative
Frequancy Fercent Valid Percent Pereent
Valis B8 Z 2.3 23 23
2,00 5 57 57 8.0
3,00 18 18,2 48,2 28,4
4,00 52 8.1 63,1 852
5,00 13 14,8 14,8 160,0
Total 83 190,80 1000
Permyataans
Cumssiaiive
. Frequengy Percant Yalig Parcent Percent
Vaiid 200 2 23 s 7.3
3,00 4 45 4.5 6.8
400 B2 58,1 £81 850
5460 30 341 34,1 100,05
Totat a8 000 106.6
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VARIABEL STRUKTUR BIRCKRASI

Statisiics
Pemyataant Pemyataan? 1 Pemyatasnd | Pemvataand
N WValid a8 28 &8 88
Missing 0 H] o 4
Mean 37048 3.9318 3,5558 42159
8. Error of Mean Ai5883 L5782 HI8531 7128
Median 44800 40080 4,00 4,0009
Muocle 4,00 4,00 4,00 408
Sid, Dewation 55001 54235 B00E5 LGBE68
Varianoe 303 2594 640 447
Range 200 306 500 5,00
Mirimwm 3.00 240 Rt o
Maximum 500 500 B .08
Bum 326,00 346,60 313,00 371,80
Statizlics
Pemmwatsand | Pemyalaend | Parnyataan?
N Valic 88 88 38
Missing 4 0 g
Mean 41477 3anes 3,7841
8td, Errer of 8ean 07148 883z 0084
Median 40000 4 0080 #0000
Mude 4,00 4,490 4,40
4, Deviation Brogz B2848 B5027
Varianee A48 fatis 728
Rangs §0a 500 560
Minimum 00 B i1
Maximum 500 5,00 5,00
Jum 46500 335,00 IFA00
Frequency Table
Perayataani
Cumulative
Ereguency Peroent Valid Percent Percent
v 3,00 30 34, 34,1 341
1,680 84 61,4 614 85,5
£80 4 4.5 4,5 10,0
Yotal a8 100.0 1500
Pormyatean?
Gumulative
Frogquency Parcent Valid Pement Fearcent
Valid 200 1 1,1 11 1,1
300 13 14,8 148 15,9
4,00 65 738 738 8.8
500 9 18,2 142 1004
Totgl &8 100,0 ° 400,0
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Pernyataand

Cumoiative
Frequency Percent Vaild Parcent Parcent
Valid GG 1 1.1 1,1 1,3
2,60 7 2.0 8.0 g1
3,00 25 284 28,4 avse
450 &1 580 58,0 95,5
&40 4 45 4.5 160,40
Tolal 8a 00,0 1000
Pornyataand
Cumuigtive
Frequency Percent Valid Parcent Percent
valig 00 1 1,1 1.4 1.3
306G pd 23 2,3 3.4
4,460 58 68,2 68,2 71,6
R 25 28.4 ZB.4 1006
Total &8 o0 0.9
Pemyataans
Cumutetive
Fraouengy Fercent Valid Percent Percant
Vaird 0ob 1 1.1 1.4 1.3
300 4 4.5 4.5 57
4,84 @2 705 0% 75,1
500 21 239 233 1600
Total g8 1000 186.0
Pamyataansd
Cumgdative
Fregtmnoy Earcent Valid Percent Fercent
Vatid 40 1 1.3 1.t 1,1
2.60 4 45 4.5 57
3,60 18 20,5 20,5 26,1
4,68 52 381 581 852
5,00 13 4.8 4.8 0.0
Total g8 1008 160,56
Pamyataan?
Curntitative
Frequency Percent Valid Percen Peroent
Valid 88 % 1.3 1,1 1.1
2400 &8 5.8 8 8.0
3,00 15 170 7.8 250
4,00 54 814 61,4 96,4
200 132 138 13,6 100,0
Tola B8 100,80 1000
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